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UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA 
Pasal 8  
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.  
Pasal 9 
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 me-
miliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan 
Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasi-
an, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Cip-
taan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Ko-
munikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan. 
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang mela-
kukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 
SANKSI PELANGGARAN 
Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau 
pidana denda paling banyak Rp.100. 000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).  
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000. 
000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000. 
000,00 (empat miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
 
Atas berkat rahmat Allah SWT, pada akhirnya dapatlah penulis menyele-
saikan sebuah Buku Ajar, yakni buku ajar Delik-Delik di Dalam Kodifikasi, yang 
akan digunakan sebagai panduan dalam mengajar Mata Kuliah Delik-Delik di 
Dalam Kodifikasi yang diajarkan pada setiap semester awal tiap tahun. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama dari 
hukum pidana positif di Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang Aturan 
Umum Hukum Pidana/Ketentuan Umum (Buku I) dan rumusan-rumusan delik/tin-
dak pidana, baik berupa kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran 
yang diatur dalam Buku III. Karena merupakan sumber utama maka menjadi pela-
jaran utama pula bagi semua mahasiswa fakultas hukum. 
Delik/tindak pidana adalah perbuatan tertentu (aktif atau pasif) yang dila-
rang atau diharuskan untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai dengan anca-
ma pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang 
atau diharuskan tersebut. 
Isi dari buku ajar ini tidak membahas semua jenis delik/tindak pidana yang 
terdapat dalam Buku II dan Bukuk III KUHP, tetapi hanya untuk delik atau tindak 
pidana tertentu, yakni Delik atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, 
Delik atau Tindak Pidana Pemalsuan, Delik atau Tindak Pidana Kesopanan/Kesu-
silaan, Dellik atau Tindak Pidana Penghinaan, Delik atau Tindak Pidana Terhadap 
Nyawa (Pembunuhan), Delik atau Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Pengania-
yaan) dan Delik atau Tindak Pidana Terhadap Harta Benda. Setiap jenis delik 
tersebut terdiri dari beberapa pasal. Pemilihan delik tertentu tersebut didasarkan 
pada bahwa delik-delik tersebut sering terjadi dan dapat mengganggu ketertiban 
umum di dalam masyarakat. 
Buku ajar ini, menjelaskan setiap bentuk delik tertentu dalam KUHP, pada 
umunya dilakukan dengan cara mengurai unsur-unsur delik satu demi satu dengan 
membedakan antara unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyek-
tif. Cara ini digunakan dengan maksud  memudahkan mahasiswa untuk memaha-
mi  arti dan maksud norma-norma delik yang dirumuskan dalam pasal-pasal terse-
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but, yang pada akhirnya akan lebih mudah menganalisis kasus-kasus yang terjadi 
di dalam masyarakat. 
Dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga dengan 
terbitnya buku ajar Delik-Delik di Dalam Kodifikasi ini, sedikit atau banyak berman-
faat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak lupa penulis 
mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan 
(LKPP) yang telah mendanai penulisan buku ajar ini  sampai pada penerbitannya. 
 
        Makassar, 01 Desember 2016 
   
         Tim Penulis 
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BAB I 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP 
KEAMANAN NEGARA 
 
A. PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Setelah selesai membahas pokok bahasan Delik atau Tindak Pidana Ter-
hadap Keamanan Negara, mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan seca-
ra sistematis tentang pengertian Makar dan menjelaskan masing-masing jenis 
Delik atau Tindak Pidana Keselamatan dan Keamanan Negara, menguraikan un-
sur-unsurnya dan dapat menerapkan dalam contoh kasus atau kasus nyata. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang : 
- Delik atau tindak pidana yakni pengetahuan tentang pengertian delik 
atau tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur 
subyektif/pembuat  (unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yakni unsur 
kesalahan) dan unsur obyektif/perbuatan  (unsur yang terdapat di luar 
diri si pelaku yakni unsur perbuatan), jenis-jenis tindak pidana; 
- Mempunyai pengetahuan tentang penafsiran yakni pengertian penaf-
siran, urutan penafsiran dan jenis-jenis penafsiran; 
- Mempunyai pengetahuan tentang percobaan, unsur-unsur percobaan. 
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Pada mata kuliah Delik-Delik di Dalam Kodifikasi setiap pokok bahasan 
yang terdiri dari delik atau tindak pidana yang  masing-masing berdiri sendiri, 
mempunyai unsur-unsur yang berbeda, pembahasannya tidak  harus berurutan 
berdasarkan GBRP, sehingga tidak  dijelaskan keterkaitan antara pokok bahasan 
yang satu dengan pokok bahasan yang lainnya. Kecuali antara pokok bahasan 
pembunuhan dengan pokok bahasan penganiayaan khususnya jenis penganiaya-
an yang berakibat kematian, dan antara pokok bahasan delik harta benda khu-
susnya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan 
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pokok bahasan pembunuhan khususnya pembunuhan yang didahului, disertai 
atau diikuti dengan tindak pidana lain. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran 
Bahan pembelajaran ini bermanfaat/penting bagi setiap pembelajar yakni 
mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai bahan dasar untuk 
mempelajari lebih lanjut materi yang akan dibahas, sedangkan bagi dosen penting 
sebagai batasan-batasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Delik-Delik di dalam Kodifikasi se-
belum mengikuti setiap pembelajaran, terlebih dahulu harus mempunyai pengeta-
huan dasar tentang delik atau tindak pidana beserta unsur-unsurnya, karena se-
tiap pokok bahasan akan diuraikan setiap unsur dari delik atau tindak pidana yang 
dibahas. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA 
1. Pengertian Makar 
Makar berasal dari kata aanslag (Belanda), yang menurut arti harfiah 
adalah penyerangan atau serangan. Istilah aanslag terdapat dalam KUHP yakni 
Pasal-pasal 87, 104, 105, 107, 130, 139a, 139b, 140. (Pasal 105 dan 130 diang-
gap tidak berlaku berdasarkan UU (Drt) No, 1 Tahun 1964). Makar yang dimuat 
dalam Pasal 139a, 139b dan tehadap negara sahabat dan terhadap kepala negara 
sahabatnya dan wakilnya. 
 Dalam perbendaharaan hukum pidana aanslag telah lazim diterjemahkan 
dengan kata makar, yang dalam UU diberikan suatu rumusan perihal “suatu 
keadaan bilamana makar itu telah terjadi” atau dengan kata lain menyebabkan 
syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu. 
Apa yang dimaksud dengan makar tidak diatur KUHP, yang diatur pada 
Pasal 87 KUHP ialah kapan dikatakan ada makar, jelasnya dikatakan ada makar  
untuk melakukan suatu tindakan, jika niat untuk melakukan tindakan itu sudah 
nyata dari permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering), seperti dimaksud pada 
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Pasal 53. Jadi jika baru ternyata adanya niat itu dari persiapan pelaksanaan  (voor-
bereidingshadeling) tidak termasuk pengertian makar. Harus sudah merupakan 
tindakan pelaksanaan kendati merupakan awal/permulaan saja.1 
Selanjutnya  penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan-per-
buatan yang masih bersifat persiapan tidak dapat dimasukkan dalam pengertian 
makar. Pengertian mengenai perbuatan yang bersifat persiapan dan perbuatan 
pelaksanaan dapat dilihat pada Pasal 53.2 
Rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah : 
Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan 
melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat 
kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab 
yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri. 
 
 Menurut Pasal 53 (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat di 
pidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu : 
1. Adanya niat; 
2. Adanya perbuatan pelaksanaan dan; 
3. Pelaksanaanya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan 
karena kehendaknya. 
 
Pembentukan rumusan Pasal 53 ayat (1) dilatarbelakangi pada prinsip 
pemidanaan bahwa penjatuhan pidana hanyalah pada tindak pidana yang selesai. 
hal ini dapat dilihat pada semua rumusan tindak pidana, baik berupa pelanggaran 
maupun kejahatan yang menunjukkan bahwa dapat disebut telah timbul suatu 
tindak pidana tertentu apabila semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan 
telah terpenuhi, dan dengan demikian berlakulah pidana yang ditetapkan atau 
diancamkan dalam rumusan tersebut. Kecuali apabila ada tindak pidana yang 
belum selesai sudah dapat dipidana, harus ditetapkan tersendiri secara khusus.3 
Jika dihubungkan dengan syarat untuk dapat dipidananya percobaan mela-
kukan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1), maka jelaslah bahwa 
                                                          
1 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya, Jakarta, 2016, hal. 6 
2 R. Sugandhi, KUHP dan Pembahasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 105-
106 
3 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara, Rajawali Pers, 
Jakarta, hal. 8 
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makar (Pasal 87) bukan nama atau kualifikasi dari suatu kejahatan tertentu seba-
gaimana yang sering kita dengar, melainkan suatu wujud tingkah laku  tertentu 
yang memenuhi unsur/syarat tertentu, syarat mana adalah (1) adanya niat yang 
telah ternyata dari (2) adanya permulaan pelaksanaan dalam arti yang di-maksud 
oleh Pasal 53 ayat (1). Pengertian ini baru dapat menjadi suatu kejahatan makar 
apabila dalam mewujudkan permulaan pelaksanaan tadi didorong oleh sua-tu 
kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) yang terlarang dalam Pasal 104, 
Pasal 106 dan Pasal 107).4 
Berbeda dengan percobaan melakukan kejahatan yang menurut Pasal 53 
ayat (1) mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya 
sendiri, tetapi pada makar telah terwujud secara sempurna, walaupun pelaksa-
naan  tidak selesai karena atas kehendaknya sendiri. 
Dapat disimpulkan bahwa makar adalah suatu wujud tingkah laku tertentu  
yang telah memenuhi syarat  pertama dan kedua Pasal 53 ayat (1), yang artinya 
untuk memidana seorang pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan yang 
masuk kualifikasi kejahatan makar, sudahlah cukup terpenuhi syarat adanya niat 
yang ternyata dari adanya permulaan pelksanaan  beserta maksud tertentu yang 
terlarang oleh undang-undang, tanpa harus dipenuhinya syarat  tidak selesainya  
pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata disebabkan Karena kehendaknya 
sendiri. 
1.2. Jenis-jenis Delik/Tindak Pidana Makar 
1.2.1 Makar yang Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya  
Delik ini diatur dalam Pasal 104 yang merumuskan sebagai berikut: 
Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas ke-
merdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden 
menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana pen-
jara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun. 
 
 
 
                                                          
4 Adami Chazawi, Ibid., hal. 9 
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 Unsur-unsur Pasal 104 tersebut adalah : 
 Unsur obyektif : 
Perbuatan : makar (penyerangan) 
Unsur subyektif : 
a. Maksud yang ditujukan pada : 
- Menghilangkan nyawa Presiden atau Wakilnya; 
- Merampas kemerdekaan Presiden dan Wakilnya; 
b. Meniadakan kemampuan Presiden atau wakil yang menjalankan peme-
rintahan. 
Menurut Moeljanto5 bahwa berdasarkan Pasal 87 KUHP, di dalam perka-
taan makar sudah terdapat suatu bentuk atau wujud perbuatan tertentu, bentuk 
mana berupa perbuatan pelaksanaan yang didorong oleh suatu niat sebagaimana 
diamaksud dalam Pasal 53 ayat (1). Niat di sini adalah sikap batin yang memberi 
arah kepada apa yang akan dibuat. 
Berbeda dengan syarat dipidananya percobaan kejahatan (Pasal 53 ayat 
(1)), di mana selain harus ada niat dan adanya permulaan pelaksanaan, harus 
pula permulaan pelaksanaan itu terhenti atau tidak selesai karena bukan kehen-
daknya sendiri, tetapi pada makar perihal selesai atau tidak selesainya pelaksa-
naan itu tidak dipersoalkan lagi. 
Menurut R.Soesilo6 bahwa : 
1. Pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang melakukan aanslag 
(makar atau penyerangan) dengan niat hendak : 
a. Membunuh; 
b. Merampas kemerdekaan; dan 
c. Menjadikan presiden dan wakil presiden tidak cakap memerintah. 
2. Aanslag biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Apabila 
orang baru melakukan perbuatan persiapan (voorbereidings handeling) 
saja ia belum dapat dihukum. Supaya ia dapat dihukum ia harus sudah 
                                                          
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 18 
6 R. Soesilo, Kitab Udang-Undang HUkum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal  Demi  Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal. 108 
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mulai melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelings). Untuk 
aanslag ini tidak perlu ada perencaan lebih dahulu, sudah cukup  apabila 
unsur sengaja telah ada. 
3. Membunuh artinya menghilangkan nyawa sedangkan merampas kemer-
dekaan tidak perlu mengikat atau menutup dalam kamar sempit sehing-
ga tidak dapat bergerak sama sekali, sudah cukup misalnya dengan 
menculik, menyuruh bertempat tinggal di suatu rumah besar atau istana, 
bungalow atau ruangan lain  yang cukup luas untuk hidup atau bergerak 
dengan leluasa akan tetapi dengan dijaga sehingga kemerdekaan ter-
batas. 
Menjadikan tidak cakap memerintah, dapat dilakukan dengan macam-
macam cara misalnya dengan kekerasan (pukulan), atau memberikan 
obat atau bahan-bahan (minuman, makanan atau suntikan) yang meru-
gikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadi sakit 
lumpuh, tidak dapat berpikir dan sebagainya. 
4. Perbuatan itu ditujukan pada presiden atau wakil pesiden. Jadi obyeknya 
harus kepala negara, pelaku harus tahu dan bersengaja bahwa perbua-
tannya ditujukan kepada kepala negara. Tindak pidana dalam Pasal 104 
tidak ada apabila pelaku melakukan penyerangan kepada orang yang 
tidak diketahuinya bahwa itu adalah kepala negara (presiden atau wakil 
presiden). 
1.2.2 Makar yang Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara 
 Kejahatan makar dimakasud ini adalah yang dirumuskan pada Pasal 106, 
yang rumusannya ialah : 
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagai wilayah negara jatuh 
ke tangan musuh atau memisahkan sebagai dari wilayah negara, diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun. 
 
 Jika rumusan itu dirinci, maka unsur-unsur dari pasal tersebut adalah: 
 Unsur obyektif  : Perbuatan (Makar) 
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 Unsur subyektif : Maksud yang ditujukan pada 2 hal, yakni : 
1. Seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh; 
2. Memisahakan sebagian dari wilayah negara. 
 Dalam kejahatan ini tidak diperlukan benar-benar seluruh atau sebagian 
wilayah Republik Indonesia (RI) jatuh ke tangan kekuasaan musuh atau telah 
terpisahnya sebagian wilayah dari wilayah RI. Yang harus timbul bukan akibat-
akibat itu akan tetapi wujud perbuatan yang berdasarkan Pasal 53 ayat (1) adalah 
dapat berupa wujud permulaan pelaksanaan perbuatan dalam rangka mencapai 
maksud memisahkan sebagian wialayah RI atau jatuhnya wilayah RI atau jatuhnya 
wilayah ke dalam kekuasaan musuh tersebut.7 
 Obyek kejahatan makar Pasal 106 KUHP adalah keutuhan wilayah negara 
yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu (1) melakukan perbuatan dengan mele-
takkan seluruh atau sebagian wilayah RI ke tangan/ ke dalam kekuasaan musuh 
(negara asing) dan (2) melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian 
wilayah dari wilayah  Negara Kesatuan RI.  
1.2.3 Makar yang Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Ne-
gara 
 Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP, yang rumusannya 
adalah sebagai berikut : 
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; 
(2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), 
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
 
Unsur-unsur Pasal 107 adalah : 
Unsur obyektif : perbuatan makar 
Unsur subyektif : maksud ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan. 
 Perbuatan makar yang pada dasarnya berupa wujud permulaan pelaksa-
naan (dari suatu perbuatan) sebagaimana dimaksud Pasal 53 (1) dalam rangka 
mencapai tujuan menggulingkan pemerintahan atau tergulingnya pemerintahan, 
                                                          
7 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 19-20 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 8 
tidaklah perlu berupa perbuatan yang begitu dahsyatnya dengan kekerasan meng-
gunakan senjata. Makar disini sudahlah cukup misalnya dengan membentuk orga-
nisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang 
ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud- wujud kegiatan itu menuju pada 
suatu tujuan yang lebih besar ialah menggulingkan pemerintahan yang sah.8 
 Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah yang diterangkan da-
lam Pasal 88 bis KUHP yang menyatakan bahwa: “dengan penggulingan peme-
rintah dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerin-
tahan menurut undang-undang”. 
2. Tindak Pidana Pemberontakan 
Tindak pidana yang diberi kualifikasi oleh pembentuk undang-undang de-
ngan pemberontakan adalah tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam 
Pasal 108 KUHP, yang bunyi rumusannya adalah : 
(1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun : 
1. Orang yang melawan pemerintah dengan sengaja: 
2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia me-
nyerbu  bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan 
yang melawan pemerintah dengan sengaja. 
(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun. 
 Kejahatan pemberontakan yang dirumuskan dalam Pasal 108 itu sebe-
narnya sebagai pengganti rumusan pada Pasal 109, dengan berlatar belakang 
bahwa Pasal 109 (sebelum dicabut, dengan stb 1930, dengan No. 31) tidak dapat 
memidana para penggerak-penggerak dan pemimpin pemberontakan di daerah 
Banten dan Jakarta terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1926, jika 
mereka tidak terlibat langsung secara fisik dalam pemberontakan itu. Padahal para 
penggerak atau perencana dan pemimpin pemberontakan itu dinilai paling besar 
andil dan perannya dalam hal terjadinya pemberontakan. Oleh sebab itulah pada 
                                                          
8 Adami Chazawi, Ibid., hal. 21-22 
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ayat (2) Pasal 108 itu, ancaman pidana bagi mereka justru diperberat, dengan 
pidana penjara seumur hidup atau sementara setinggi-tingginya 20 tahun. 
 Kualifiaksi pemberontakan menurut rumusan Pasal 108 tersebut ada 3 
bentuk kejahatan sebagaimana disebut dalam ayat (1), yaitu : 
1. Orang yang perbuatannya melawan pemerintahan dengan sengaja; 
2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu   
bersama-sama dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan 
senjata; 
3. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah menggabungkan diri 
pada gerombolan yang melawan pemerintah. 
  Sedangkan yang ditentukan dalam ayat (2) itu adalah berupa pemberon-
takan yang diperberat, pemberatan pidana mana diletakkan pada kualitas subyek 
hukumnya, yang terdiri dari dua, yaitu (1) bagi orang yang berkualitas sebagai 
pemimpin pemberontakan dan (2) bagi orang yang berkualitas sebagai pengatur 
atau rencana pemberontakan. 
2.1 Melawan Pemerintah dengan Senjata 
 Pemberontakan bentuk pertama ini rumusannya sangat sibgkat, aslinya 
berbunyi “hij, die de wapenen voert tegen het indonesie gevestidge gezag”, yang 
oleh sathochid Kartanegara diterjemahkan dengan “barangsiapa yang mengan-
gkat senjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia”. Rumusan dengan ter-
jemahan dari Sathochid, ada perbedaan dengan yang dilakukan oleh BPHN, yakni 
kata “de wapenen voert tegen” oleh Satochid di terjemahkan dengan “kekuasaan 
yang ada di Indonesia, jadi gezeg diterjemahkan dengan kekuasaan, dan BPHN 
menterjemahkan “Indonesia gevestigde gezeg” dengan “pemerintah Indonesia”. 
Jadi gezeg diterjemahkan dengan pemerintah. 
 Dengan mengikuti terjemahan rumusan oleh BPHN, maka bentuk pertama 
pemberontakan itu terdiri dari unsur-unsur: 
a. Perbuatan: melawan dengan senjata; 
b. Obyeknya: pemerintah Indonesia. 
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1.2 Menyerbu Bersama Gerombolan Bersenjata 
 Bentuk pemberontakan yang kedua ialah “orang yang dengan maksud me-
lawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama”, yang jika dirinci maka ter-
diri dari unsur-unsur sebgai berikut: 
Unsur obyektif, terdiri dari: 
Perbuatannya: menyerbu bersama-sama. 
Unsur subyektif, terdiri dari: 
a. Dengan maksud, yang ditujukan untuk: 
b. Melawan pemerintah Indonesia. 
 Kata “optrekken met” oleh BPHN diterjemahkan dengan menyerbu leng-
kapnya menyerbu bersama-sama, yang oleh Wirjono Prodjodikoro9 dengan maju 
lengkapnya maju dengan pasukan, dan oleh Sathochid Kartanegara10 dengan ikut 
serta. Dengan 3 contoh istilah bahasa Indonesia itu, memang sukar untuk mencari 
arti sebenarnya yang mengistilah “menyerbu” dengan “turut serta”. Agaknya pe-
ngertian istilah “menyerbu bersama-sama” tidak berbeda jauh dengan “maju de-
ngan pasukan”, yang menggambarkan suatu pengertian dimana banyak atau se-
gerombolan orang (pasukan) dengan bersama-sama dan serentak dan terkoman-
do serta terkordinasi bergerak ke suatu daerah/ wilayah tertentu dengan suatu 
maksud atau tujuan tertentu yang sama yang in casu maksud ini adalah untuk 
melawan pemerintah Indonesia. 
 Bentuk pemberontakan yang kedua ini terdapat unsur kesalahan, yaitu 
bentuk kesengajaan sebagaimana maksud yang ditujukan pada melawan peme-
rintah indonesia. Tidak ada penjelasan resmi dalam UU tentang apa yang diartikan 
dengan maksud, selain dalam MvT WvS Belanda yang menyatakan opzet als 
oogmerk itu adalah sebagai naastedoel atau tujuan samping atau tujuan lain 
disamping tujuan pokok yang tidak lazim dalam hukum pidana, dan kadang pula 
tidak sesuai dengan maksud delam teks rumusan atau apa yang menjadi tujuan 
seseorang yang berbuat. Antara perbuatan dan apa yang menjadi tujuan atau 
                                                          
9 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, 
Jakarta-Bandung, 1980, hal. 208 
10 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, Balai Lektur Mahasiswa, 
tt, 322 
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yang diinginkan itu haruslah ada hubungan rasional. Maksudnya hubungan rasio-
nal ialah bahwa antara apa yang menjadi tujuan atau yang diinginkan menurut 
akal pikiran normal orang pada umumnya memang dimungkinkan untuk dapat di-
capainya. Orang perbuatannya membuat senjata tombak panah, ada hubungan 
rasioanl dengan maksud malawan pemerintah RI, akan tetapi tidak ada hubungan 
rasional dengan maksud meledakkan sebuah gedung. 
 Pengertian pemerintah, sebagaimana pada uraian terdahulu sama penger-
tiannya dengan kekuasaan umum pemerintahan beserta bagian dan lembaga-
lembaganya, baik di pusat, maupun di daerah-daerah. 
 Dengar pengertian maksud sebagaimana di atas, maka maksud melawan 
pemerintahan artinya kehendak atau tujuan dari pembuatan menyerbu haruslah 
ditujukan pada melawan pemerintah. Maksud yang demikian ini harus terbentuk 
sebelum perbuatan menyerbu itu dilakukan. Hal ini logis, karena maksud inilah 
yang merupakan sikap batiniah yang menjadi peningkat orang-orang dalam ke-
lompok atau gerombolan itu yang sekaligus sebagai pemicu atau pendorong 
mereka untuk melakukan perbuatan “menyerbu” tersebut. 
2.3 Menggabungkan Diri Pada Gerombolan 
 Bentuk pemberontakan yang ketiga ini, ialah orang yang dengan maksud 
melawan pemerintah Indonesia melakukan perbuatan menggabungkan diri pada 
gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata. Dengan demikian itu da-
pat dirinci unsur-unsurnya adalah: 
Unsur-unsur obyektif, berupa: 
a. Perbuatannya: menggabungkan diri; 
b. Pada gerombolan; 
c. Yang melawan pemerintah RI dengan senjata; 
 Unsur-unsur subyektif, berupa: 
a. Dengan maksud yang ditujukan untuk; 
b. Melawan pemerintah; 
Pemberontakan bentuk yang ketiga, tidak disyaratkan perbuatan menyerbu 
maupun menggabungkan diri (pada gerombolan) dengan menggunakan senjata. 
Hal ini berbeda dengan pemberontakan pertama dimana diisyaratkan dalam mela-
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kukan perbuatan melawan (pemerintah) itu dengan menggunakan senjata adalah 
gerombolan dalam melawan pemerintah RI, dan bukan orang yang melakukan 
perbuatan menggabungkan diri. 
Perbuatan menggabungkan diri memang tidak diperlukan dengan menggu-
nakan senjata karena sifat dari menggabungkan diri itu tidak dengan menggu-
nakan kekerasan dalam bentuk apapun, melainkan dilakukan secara sukarela. 
Sedangkan penggunaan senjata selalu berhubungan dengan kekerasan. Justru 
jika bergabung itu karena paksaan baik dengan menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, maka terhadap perbuatan yang demikian ini, adalah dalam 
keadaan daya paksa, maka orang itu tidak dijatuhi pidana, melainkan diputus oleh 
hakim berupa pelepasan dari tuntutan hukum. Oleh sebab itu jelaslah bahwa 
menggabungkan diri (dengan gerombolan) itu dilakukan dengan suka rela.  
Perbuatan menggabungkan diri dapat disebut perbuatan masih abstrak 
bentuknya, dengan pengertian dalam perwujudannya dapat bermacam-macam 
bentuk. Bentuk itu dapat berupa mendaftarkan diri secara tertulis atau lisan dan di 
terima secara tertulis atau lisan, atau bisa juga bentuk yang lebih konkrit berupa 
menjadi kurir, juru masak, menerima tumpangan, memberi makan, melakukan ke-
giatan mata-mata, semua perbuatan itu bagi kelompok atau gerombolan yang me-
lawan pemerintah dengan senjata itu. 
Jika diperhatikan dalam perbuatan bergabung ini, maka tampaknya pem-
bentuk UU dalam membentuk kejahatan pemberontakan bentuk ketiga ini di tuju-
kan pada usaha preventif untuk membendung bagi terwujudnya pemberontakan 
yang lebih luas dari suatu gerombolan yang melawan pemerintah yang sudah ada. 
Dalam ketentuan ayat kedua dalam Pasal 108, dinyatakan bahwa pidana 
bagi pemimpin (leaders) dan pengatur (aanleggers) dari pemberontakan itu dian-
cam pidana yang lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau sementara 
maksimum 20 (dua puluh) tahun, apa yang dimaksud aanleggers adalah orang-
orang yang mengancam dan mengatur susuatu kegiatan tertentu incasu pembe-
rontakan. 
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3. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Kejahatan 
Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 
Kejahatan yang diberi kualifikasi permufakatan jahat (semenspannings) 
untuk melakukan kejahatan pada Pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108 adalah 
kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 110, yang rumusannya adalah sebagai 
berikut: 
(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 
107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal 
tersebut. 
(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan 
maksud berdasakan Pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, mempersiap-
kan atau memperlancar kejahatan : 
a. Mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan  pada 
waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau kete-
rangan untuk melakukan kejahatan; 
b. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain; 
c. Memiliki persediaan barang-barang yang diketahui berguna untuk 
melakukan kejahatan; 
d. Memperoleh atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan 
yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain ; 
e. Berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang 
diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelak-
sanaan kejahatan. 
(3) Barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebe-
lumnya, dapat dirampas. 
(4) Tidak dipidana barangsiapa yang ternyata bermaksud hanya memper-
siapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian 
umum. 
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(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) 
pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali. 
Kejahatan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104, Pasal 
106, Pasal 107 dan Pasal 108, adalah yang dirumuskan dalam ayat pertama. 
Apakah yang dimaksud dengan permufakatan jahat? Menurut Pasal 88, “dikata-
kan ada permufakatan jahat, apabila ada orang atau lebih telah sepakat akan 
melakukan kejahatan”. Jadi permufakatan jahat itu mengandung unsur yakni: 
a. Adanya dua orang atau lebih (pembuatnya); 
b. Adanya kespekatan; 
c. Akan melakukan kejahatan (isinya kesepakatan) 
Dari keterangan otentik Pasal 88 tersebut, tampaklah bahwa permufakatan 
jahat itu pada dasarnya belum berupa suatu tindak pidana, bahkan jika dilihat dari 
rumusan Pasal 53, belum juga masuk kategori permulaan pelaksanaan. Dalam 
beberapa hal mungkin belum masuk pada tingkat perbuatan persiapan, bahkan 
menurut wirjono Prodjodikoro11 belum masuk kategori perbuatan persiapan  
Ada dua kelompok kejahatan dalam Pasal 110 tersebut, yaitu yang 
(pertama: kelompok permufakatan jahat dalam ayat (1) dan (kedua): kelompok 
permufakatan jahat dalam ayat (2). 
3.1 Permufakatan Jahat pada Pasal 110 ayat (1) 
Kelompok kejahatan dalam ayat (1), sesuai dengan penyebutan Pasal-
pasal 104, 106, 107, 108, maka 4 bentuk kejahatan, yang masing-masing merupa-
kan permufakatan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam 
empat pasal tersebut. Walaupun kejahatan Pasal-pasal  104, 106, 107 dan 108 
belum terjadi, yang terjadi baru berupa persesuaian kehendak atau kesepakatan 
oleh dua orang atau lebih, toh orang-orang itu sudah dapat dipidana sama seperti 
melakukan kejahatan Pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108 itu sendiri, bahkan dibe-
bani tanggung jawab yang sama dengan yang melakukan kejahatan itu sendiri. 
Hal ini suatu perkecualian dari suatu prinsip pertanggungjawaban dalam hukum 
pidana, dimana pertanggungjawaban pidana baru terbentuk atau ada apabila telah 
                                                          
11 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit.  hal. 209 
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ada/selesainya perbuatan atau setidak-tidaknya telah ada permulaan pelaksa-
naan dari suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dari Pasal 53. 
3.2 Permufakatan Jahat pada Pasal 110 Ayat (2) 
 Berdasarkan pada unsur perbuatan: mempersiapkan (bereiden) kejahatan 
dan memperlancar (bevorderen) kejahatan dalam rumusan ayat (2), maka ada 2 
bentuk kejahatan lagi, yang masing-masing terdiri dari 5 bentuk kejahatan sesuai 
dengan bentuk konkrit dari kedua perbuatan (mempersiapkan dan memperlancar) 
tersebut. 
Perbuatan mempersiapkan dan memperlancar tadi dilakukan dengan cara 
(5 kelompok macam) yakni12: 
 Kesatu, dengan cara: 
a. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan; 
b. Berusaha menggerakkan orang lain untuk menyuruh melakukan 
kejahatan; 
c. Berusaha menggerakkan orang lain untuk turut serta melakukan 
kejahatan; 
d. Berusaha menggerakkan orang lain agar orang itu memberi ban-
tuan pada waktu melakukan kejahatan; 
e. Berusaha menggerakkan agar orang lain memberikan kesempa-
tan, memberikan sarana atau memberikan keterangan untuk me-
lakukan kejahatan; 
Kejahatan yang dimaksud disitu adalah terbatas pada kejahatan da-
lam Pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108. Apa yang dimaksud mengge-
rakkan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu dan 
memberi kesempatan, memberi sarana dan keterangan adalah sama 
dengan yang dimaksud dalam penyertaan (deelneming) pada Pasal 
55 dan Pasal 56 KUHP. Oleh karena itu menurut Wirjono Prodjodi-
koro13bentuk tindak pidana permufakatan jahat pada ayat ke dua sub 
1 dapat disebut dengan penyertaan khusus. 
                                                          
12 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 43 - 52 
13 Wirjono Prodjodikoro, Ibid, hal. 209 
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 Kedua dengan cara: 
a. Berusaha memperoleh kesempatan untuk melakukan kejahatan 
bagi diri sendiri atau orang lain; 
b. Berusaha memperoleh sarana untuk melakukan kejahatan bagi diri 
sendiri atau orang lain; 
c. Berusaha memperoleh keterangan untuk melakukan kejahatan 
bagi diri sendiri atau orang lain. 
Ketiga cara dalam melakukan perbuatan mempersiapkan atau mem-
perlancar kejahatan di atas harus ditujukan bagi dirinya sendiri atau 
bagi orang lain dalam hal melakukan kejahatan (Pasal 104, 106, 107 
dan 108). 
 Ketiga : dengan cara memiliki persediaan 
Memiliki persediaan barang-barang, lengkapnya perbuatan memper-
siapkan atau memperlancar dengan cara memiliki persediaan barang-
barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan. Memi-
liki persediaan adalah berupa menguasai barang-barang yang disiap-
kan atau disimpan untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat dengan sege-
ra dan mudah diperoleh dan segera dapat digunakan (untuk melakukan 
kejahatan Pada Pasal-pasal 104,106,1007 dan 108). Misalnya menyim-
pan sejumlah senjata api di kamar bawah tanah, dengan maksud bila-
mana diperlukan untuk memberontak segera dapat diambil dan diguna-
kan. 
 Keempat, dengan cara : 
Mempersiapkan rencana atau memiliki rencana untuk melaksanakan 
kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain. Ren-
cana yang dipersiapkan adalah rencana untuk melakukan kejahatan 
pada Pasal-pasal 104,106,107 dan 108. Dan dalam rangka memper-
siapkan atau memperlancar kejahatan, rencana itu akan diberitahukan 
kepada orang lain. Dalam kaitan untuk memberitahukan rencana itu 
kepada orang lain inilah yang dimaksud dengan kejahatan (Pasal 110 
ayat (2) sub 4). 
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 Kelima, dengan cara : 
a. Berusaha mencegah perbuatan pemerintah untuk mencegah atau 
menumpas pelaksanaan kejahatan; 
b. Berusaha merintangi perbuatan pemerintah untuk mencegah atau 
menumpas pelaksanaan kejahatan; 
c. Berusaha menggagalkan tindakan pemerintah untuk mencegah 
atau menumpas pelaksanaan kejahatan. 
 Bentuk kejahatan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal-
pasal 104, 106, 107 dan 108 dengan manggunakan cara yang kelima tersebut, 
ada tiga alternatif seperti yang disebutkan di atas. Perbuatan mencegah lebih 
ditekankan dan diarahkan pada tujuan agar sesuatu tindakan pemerintah untuk 
mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan tidak terjadi/ tidak dilaksanakan. 
Jadi arah perbuatan mencegah adalah pada titik terlaksananya, artinya kegiatan 
pelaksanaan itu belum ada. Berbeda dengan perbuatan merintangi yang lebih 
ditekankan pada arah menyulitkan dari usaha pemerintah yang sedang berlang-
sung. Sedangkan menggagalkan lebih ditekankan pada usaha meniadakan hasil 
dari suatu perbuatan. Tindakan mencegah dan menumpas hasil atau kurang ber-
hasil sebagaimana yang diinginkan.14 
 Ayat (3) Pasal 110 mengatur tentang dapat dijatuhkannya pidana perampa-
san barang terhadap barang-barang yang berguna untuk melakukan kejahatan 
dalam sub 3 ayat (2). Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas pidana 
tambahan perampasan barang tertentu yang harus milik terpidana. 
 Ketentuan ayat (4) yang mengatur tentang dapat dipidananya bagi orang 
yang melakukan perbuatan pada ayat (2) yang didorong oleh maksud untuk mem-
persiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum. 
Maksud pembuat undang-undang pada pasal ini, bahwa ada kekhawatiran rumu-
san Pasal 110 dapat membatasi kemerdekaan berpolitik masyarakat, maka untuk 
menghindari kekhawatiran itu maka dirumuskan ayat (4) tersebut.15 
                                                          
14 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 51 
15 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit. hal. 20 
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 Pada ayat kelima, mengatur tentang dapat dipidananya pelaku dengan dua 
kali lipat dari ancaman pidana Pasal 110 jika kejahatan betul terjadi. 
4.  Tindak Pidana Mengadakan Hubungan dengan Negara Asing, Orang 
atau Badan Asing untuk Menggulingkan Pemerintah Republik Indo-
nesia 
Delik mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud 
menggerakkannya untuk bermusuhan  atau perang dengan Indonesia adalah 
bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 111, sedangkan delik mengada-
kan hubungan dengan orang lain dan badan yang berada di luar negeri untuk 
menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 111 bis. 
Pasal 111, termasuk Pasal 111 bis sampai dengan Pasal 129 adalah 
mengandung ancaman terhadap yang biasa dinamakan “penghianatan kepada 
negara” dan menjadi “mata-mata” atau “kaki tangan” negara asing.16 
4.1 Delik Mengadakan Hubungan dengan Negara Asing dengan Maksud Meng-
gerakkan untuk Bermusuhan atau Perang dengan Indonesia 
Pasal 111 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan 
maksud menggerakkannya untuk melakukan  perbuatan permusu-
han atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, men-
janjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk me-
lakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, dian-
cam dengan pidana penjara paling lama  15 (lima belas) tahun. 
(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
Unsur-unsur Pasal 111 tersebut adalah : 
Unsur obyektif  : 
- Perbuatan : mengadakan hubungan;  
- Dengan negara asing. 
                                                          
16 R. Soesilo, Op.Cit.hal. 112 
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Unsur subyektif : 
Dengan maksud menggerakkannya untuk : 
a. Melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara; 
b. Memperkuat niat mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan 
atau perang terhadap negara; 
c. Menjanjikan bantuan mempersiapkan mereka untuk melakukan per-
buatan permusuhan atau perang terhadap negara; 
d. Membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan 
atau perang terhadap negara. 
Pasal 111 ini tidak mencakup pemberontakan dalam negeri, dalam rangka 
penerapannya, maka yang dihubungi adalah negara asing (atau agen-agen yang 
pasti akan menyampaikan/meneruskan hubungan tersebut dengan negara asing 
tersebut).17 
Pasal ini gunanya untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dilakukan di 
luar negeri yang bermaksud untuk menggulingkan (merobohkan, merusakkan) 
pemerintah Indonesia dan mengancam hukuman kepada mereka yang membujuk 
atau memberikan bantuan guna mempersiapkan, memudahkan atau menimbul-
kan penggulingan pemerintah.18 
Menurut Adami Chazawi19 yang dimaksud dengan perbuatan mengadakan 
hubungan (in verstandbouding treden) dengan negara asing ialah berupa perbua-
tan mengadakan perundingan dengan negara asing di mana biasanya masing-
masing pihak mengajukan usulan, menolak ataupun menerima usulan, memba-
hasnya untuk menjadi suatu kesepakatan bersama dan menuangkannya dalam 
suatu kesimpulan atau keputusan, yang hendak dijalankan dalam hubungan de-
ngan negara asing itu. 
Selanjutnya Adami Chazawi20 menyatakan bahwa unsur kesalahan dalam 
kejahatan ini ialah bentuk kesengajaan  sebagai maksud (opzet als oogmerk) yang 
                                                          
17  S.R. Sianturi, Op. Cit. hal. 111 
18  R. Soesilo, Op.Cit, hal. 113 
19  Adami  Chazawi, Op. Cit, hal. 56 
20  Adami Chazawi, Ibid, hal. 57-61 
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ditujukan untuk menggerakannya (negara asing tersebut) agar melakukan 4 
(empat) hal sebagaimana tersebut di atas, yakni : 
a. Maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan 
atau perang terhadap negara Indonesia; 
- Perbuatan permusuhan adalah segala bentuk perbuatan yang si-
fatnya mengandung ketidaksenangan terhadap negara RI, bisa 
bersifat pernyataan-pernyataan, atau sudah lebih jauh misalnya 
melindungi penjahat-penjahat Indonesia yang berdiam di nega-
ranya. 
- Perang adalah suatu konflik bersenjata yang menggunakan ang-
katan perang masing-masing negara. 
- Apakah dari perbuatan mengadakan hubungan negara asing de-
ngan maksud yang demikian itu, negara asing itu benar-benar 
tergerak atau timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan 
yang bermusuhan atau kehendak berperang dengan negara RI? 
Mengenai hal ini tidaklah penting. Kejahatan ini tidak tergantung 
pada akibat yang demikian. Kejahatan ini murni kejahatan formil. 
Dengan terbuktinya perbuatan dan kehendak yang demikian, ke-
jahatan ini telah terjadi dan dengan demikian sudah cukup untuk 
menjatuhkan  pidana pada si pelaku. 
b. Maksud menggerakkannya untuk memperkuat niat mereka untuk 
melakukan perbuatan permusuhan atau berperang terhadap negara 
RI. 
- Niat atau kehendak negara asing untuk melakukan perbuatan 
permusuhan atau berperang itu telah terbentuk sebelum si pem-
buat mengadakan hubungan dengan negara musuh itu. 
- Hal tersebut ternyata dari istilah memperkuat niat (opgevatte 
voornemen). Andil atau peran si pembuat dalam mengadakan 
hubungan ini adalah memperkuat terhadap kehendak atau niat. 
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c. Maksud menggerakkan negara asing tersebut untuk menjanjikan 
bantuan dalam mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan 
permusuhan atau perang dengan negara RI 
- Maksud menggerakkan telah terbentuk sebelum si pembuat me-
ngadakan hubungan dengan negara asing tersebut, maksud 
mana ditujukan agar negara  asing tersebut menjanjikan membe-
rikan bantuan dalam hal mempersiapkan mereka melakukan 
perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara RI. 
- Dalam  maksud yang demikian tidak penting motif apa yang ter-
kandung di dalamnya. Bisa dengan berbagai motivasi, misalnya 
rasa ketidaksenangan dengan presiden atau wakilnya, atau rasa 
tidak senang pada sistem dan cara kerja kabinetnya dan lain 
sebagainya. 
- Kalimat menjanjikan bantuan mempersiapkan, diartikan bahwa  
janji untuk membantu itu adalah berupa janji untuk membantu 
dalam hal negara asing tersebut mempersiapkan melakukan per-
buatan permusuhan atau berperang dengan negara RI, dan bu-
kan janji dalam hal negara asing itu melakukan perbuatan permu-
suhan atau perang. Mempersiapkan di sini artinya melakukan 
perbuatan persiapan, dan bukan/belum berupa perbuatan  per-
buatan pelaksanaan. Tetapi  perbuatan persiapan ini sudah dapat 
dinilai membahayakan negara RI. 
d. Maksud menggerakkan negara asing tersebut untuk membantu 
mempersiapkan negara mereka melakukan perbuatan permusuhan 
atau perang  dengan negara RI. 
Maksud di sini ditujukan untuk membantu negara asing dalam melakukan 
perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara RI. 
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4.2 Delik Mengadakan Hubungan dengan Orang atau Badan Asing Untuk Meng-
gulingkan Pemerintah RI 
Delik tersebut diatur dalam Pasal 111 bis, dengan rumusannya sebagai 
berikut : 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
1. Barangsiapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan  yang 
berkedudukan di luar Indonesia  dengan maksud untuk menggerakkan 
orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlan-
car atau menggerakkan untuk meggulingkan pemerintahan, untuk mem-
perkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan 
bantuan kepada orang atau badan itu atau menjanjikan atau membe-
rikan bantuan kepada orang atau badan itu untuk menyiapkan, memper-
lancar atau melaksanakan penggulingan pemerintahan. 
2. Barangsiapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk 
memberi bantuan materiil dalam mempersiapkan, memperlancar atau 
menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya 
atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa  benda itu akan dipakai 
untuk perbautan tersebut. 
3. Barangsiapa yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai 
suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiil  
dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan  pengguli-
ngan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat 
baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan 
tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, 
dimasukkan dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan bagi tujuan itu 
oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia. 
2) Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan 
ayat (1) ke-2 dan ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas. 
Ada 3 (tiga) rumusan kejahatan dala Pasal 111 bis tersebut, masing-masing 
diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 23 
1. Unsur-unsur Pasal 111 bis  ayat (1) ke - 1 : 
    Unsur  obyektif : 
a. Perbuatan : mengadakan hubungan 
b. Dengan orang atau badan, yang  
c. Berkedudukan di luar Indonesia. 
Unsur subyektif : 
a. Dengan maksud untuk : 
Menggerakkan orang atau badan  itu supaya : 
- Membantu dalam mempersiapkan penggulingan pemerin-
tahan; 
- Membantu memperlancar penggulingan pemerintahan; 
- Penggulingan pemerintahan. 
Memperkuat  niat orang atau badan itu dalam : 
- Menyiapkan penggulingan pemerintahan; 
- Memperlancar penggulingan pemerintahan; 
- Melaksanakan penggulingan pemerintahan. 
Menjanjikan  bantuan  pada orang atau badan itu dalam : 
- Menyiapkan penggulingan pemerintahan; 
- Memperlancar penggulingan pemerintahan; 
- Melaksanakan penggulingan pemerintahan. 
Memberikan bantuan pada orang atau badan itu dalam : 
- Menyiapkan penggulingan pemerintahan; 
- Memperlancar menggulingkan pemerintahan; 
- Melaksanakan penggulingan. 
- Mempersiapkan penggulingan pemerintahan; 
- Mempermudah pelaksanaan penggulingan pemerinta-
han; 
- Melaksanakan penggulingan pemerintahan. 
2.Unsur-unsur Pasal 111 bis ayat (1) ke – 2 : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : memasukkan ke Indonesia; 
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b. Suatu benda (obyeknya); 
c. Yang dapat digunakan untuk memberi bantuan materiil dalam : 
-  Mempersiapkan penggulingan pemerintahan; 
-  Memperlancar penggulingan pemerintahan; 
-  Menggerakkan penggulingan pemerintahan. 
     Unsur subyektif : 
a. Diketahuinya bahwa benda itu akan dipakai untuk mempersiapkan, 
memperlancar dan atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, 
atau 
b. Ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai 
untuk mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan dan atau 
menggerakkan penggulingan pemerintahan. 
3. Unsur-unsur Pasal 111 bis ayat (1) ke- 3 : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : 
-  Mempunyai suatu benda ; 
-  Mengadakan perjanjian mengenai suatu benda; 
b. Yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam 
hal: 
- Mempersiapkan penggulingan pemerintahan; 
- Memperlanar penggulingan pemerintahan; 
- Menggerakkan penggulingan pemerintahan. 
Unsur subyektif : 
a. Diketahuinya bahwa : 
1) Benda itu akan dipakai untuk : 
- Mempersiapkan penggulingan pemerintahan; 
- Memperlancar penggulingan pemerintahan; 
- Menggerakkan penggulingan pemerintahan. 
2) Benda itu atau benda lain sebagai penggantinya,  dimasukkan  
(ke Indonesia) dengan tujuan : 
- Mempersiapkan penggulingan pemerintahan; 
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- Memperlancar penggulingan pemerintahan; 
- Menggerakkan penggulingan pemerintahan; 
- Diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang 
berkedudukan di luar Indonesia. 
b.  atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa : 
 1)  Benda itu akan dipakai untuk : 
      -  Mempersiapkan penggulingan pemerintahan; 
      -  Memperlancar penggulingan pemerintahan; 
      -  Menggerakkan penggulingan pemerintahan. 
2) Benda itu atau benda lain sebagai penggantinya dimasukkan (ke 
Indonesia) dengan tujuan : 
-  Mempersiapkan penggulingan pemerintahan; 
-  Memperlancar penggulingan pemerintahan; 
-  Menggerakkan penggulingan pemerintahan; 
-  Atau diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan  yang 
berkedudukan di Indonesia. 
Menurut R. Soesilo21 bahwa Pasal 111 bis ini gunanya untuk mencegah 
perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang bermaksud untuk meng-
gulingkan (merobohkan, merusakkan) pemerintahan Indonesia dan mengancam 
hukuman kepada mereka yang membujuk (menggerakkan) atau memberikan 
bantuan guna mempersiapkan, memudahkan atau menimbulkan  penggulingan 
pemerintah itu. 
Selanjutnya R. Soesilo22 menyatakan bahwa pada  : 
- Sub 1, hubungan itu harus diadakan dengan orang lain  atau badan di 
luar negeri, misalnya seorang pemimpin, panitia atau komite, dan per-
kumpulan pergerakan revolusioner  yang berdiam di luar negeri; 
- Sub 2, barang-barang yang dimasukkan ke dalam negeri itu misalnya 
senjata, bahan-bahan peledak dan sebagainya yang dapat memberi 
                                                          
21 R. Soesilo, Op.Cit. hal. 113 
22 R. Soesilo, Ibid. hal.113 
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bantuan untuk mempersiapkan memudahkan atau menimbulkan peng-
gulingan pemerintah; 
- Sub 3, pada sub 2 yang diancam hukuman ialah perbuatan mema-
sukkan barang, sedang pada sub 3 yang dilarang adalah menyimpan 
atau menyediakan barang. 
Supaya dapat dihukum orang tersebut harus mengetahui atau dapat me-
ngira bahwa barang itu diperuntukkan buat bantuan mempersiapkan, memudah-
kan atau menimbulkan penggulingan pemerintah. 
5.  Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara 
Delik membuka rahasia negara diatur dalam 5 (lima) pasal dalam KUHP 
yakni Pasal 112 sampai dengan Pasal 116. 
5.1 Delik Mengumumkan Surat-Surat, Berita-Berita dan Keterangan-Keterangan 
yang Menjadi Rahasia Negara. 
Rumusan Pasal 112 yakni : 
Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau 
keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan utuk 
kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau membe-
rikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun. 
 
Ketentuan Pasal 112 ini dibentuk dengan maksud untuk melindungi kepen-
tingan hukum negara mengenai surat-surat, berita-berita dan keterangan-kete-
rangan tentang berbagai hal yang menjadi rahasia negara, yang dapat mengan-
cam keamanan  dan keselamatan negara. 
Menurut Adami Chazawi23 bahwa berdasarkan unsur tingkah lakunya, da-
lam rumusan Pasal 112 terdapat 3 (tiga) bentuk kejahatan membuka rahasia 
negara, yakni : 
1.  Bentuk pertama, ialah orang yang dengan sengaja mengumumkan su-
rat-surat, berita-berita atau keterangan yang diketahuinya bahwa harus 
dirahasiakan untuk kepentingan negara; 
                                                          
23 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 72 
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2. Bentuk kedua, ialah orang yang dengan sengaja memberitahukan ke-
pada negara asing, surat-surat, berita-berita atau keterangan-ketera-
ngan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara; 
3. Bentuk ketiga, ialah orang yang dengan sengaja memberikan kepada 
negara asing, surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan 
yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan nega-
ra. 
Unsur-unsur Pasal 112  yang pertama adalah : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : mengumumkan 
b. Obyeknya :  
- Surat-surat; 
- Berita-berita; 
- Keterangan-keterangan; 
Yang dirahasiakan untuk kepentingan negara 
Unsur subyektif : 
a. Dengan sengaja; 
b. Yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan ne-
gara. 
Unsur-unsur Pasal 112 yang kedua : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan memberitahukan; 
b. Kepada negara asing; 
c. Obyeknya : 
- Surat-surat; 
- Berita-berita; 
- Keterangan-keterangan; 
Yang dirahasiakan untuk kepentingan negara. 
Unsur subyektif : 
a. Dengan sengaja; 
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b. Yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan ne-
gara 
Unsur-unsur Pasal 112 yang ketiga : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : memberikan; 
b. Kepada negara asing; 
c. Obyeknya : 
- Surat-surat; 
- Berita-berita; 
- Keterangan-keterangan. 
Yang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara. 
Unsur subyektif : 
a. Dengan sengaja; 
b. Diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara. 
R. Soegandhi24 menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 
ini, apabila peristiwa itu terjadi  karena tiadanya unsur kesengajaan, tiada dapat 
dituntut dengan pasal ini. Jadi yang dapat dituntut menurut pasal ini adalah orang 
yang dengan sengaja membocorkan rahasia negara kepada negara asing. 
5.2 Membuka Rahasia Negara Mengenai Surat-Surat, Peta Bumi, Rencana, 
Gambar, atau Benda Rahasia yang Berhubungan dengan Pertahanan dan 
Keamanan Negara 
5.2.1 Dilakukan dengan Kesengajaan 
Pasal 113 merumuskan : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan atau memberitahukan 
ataupun menyampaikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui 
seluruhnya atau sebagian dari surat-surat, peta-peta, rencana, gambar 
atau benda rahasia yang berhubungan dengan pertahanan atau 
keselamatan Indonesia terhadap serangan negara asing yang disimpan 
olehnya atau yang diketahui olehnya akan isi surat  atau bentuk atau 
                                                          
24 R. Sugandhi, Op.Cit. hal 127-128 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 29 
cara membuat benda-benda rahasia itu, dihukum dengan hukuman 
penjara paling lama 4 (empat) tahun. 
(2) Jika yang bersalah menyimpan surat-surat atau benda-benda yang 
dimaksud di atas atau mengetahuinya hal itu oleh karena jabatannya, 
maka hukumannya ditambah sepertiga. 
Unsur-unsur Pasal 113 adalah sebagai berikut : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : 
- Mengumumkan ; 
- Memberitahukan; 
- Menyampaikan; 
b. Kepada orang yang tidak berwenang mengetahui; 
c. Obyeknya : 
- Surat-surat; 
- Peta-peta; 
- Rencana; 
- Gambar; 
- Benda; 
d. Yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan pertahanan dan 
keselamatan Indonesia terhadap serangan negara asing; 
e. Yang ada padanya, atau yang isinya, bentuknya, atau cara mem-
buat benda-benda rahasia  
Unsur subyektif : 
a. Dengan sengaja, dan atau  
b. Diketahui olehnya 
5.2.2 Dilakukan dengan Kealpaan 
Delik  yang diatur dalam Pasal 113 dapat pula dilakukan dengan kealpaan 
atau kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 114 yang rumusannya sebagai 
berikut : 
Barangsiapa karena kesalahannya, yang menyebabkan surat-surat atau 
benda-benda rahasia termaksud dalam Pasal 113, yang mana ia wajib 
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menjaga atau menyimpan, atau bentuknya atau caranya membuat, seluruh-
nya atau sebagian, menjadi diketahui oleh orang banyak atau diperoleh 
atau diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahui, maka ia dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 
Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). 
Unsur-unsur Pasal 114 adalah : 
Unsur obyektif : 
a. Menyebabkan surat-surat atau benda rahasia sebagaimana dimak-
sud  dalam Pasal 113; 
b. Yang menjadi tugasnya untuk menjaga atau menyimpan; 
c. Bentuk atau cara membuat surat atau benda rahasia  itu yang seba-
gian atau seluruhnya : 
- Diketahui oleh orang banyak; 
- Diperoleh oleh orang lain yang tidak berhak mengetahui; 
- Diketahui oleh orang yang tidak berhak mengetahui. 
R. Soesilo mengatakan bahwa Pasal 113 mengancam orang yang dengan 
sengaja mengumumkan, memberitahukan atau menyampaikan kepada orang 
yang tidak berhak mengetahui barang-barang yang tersebut dalam pasal itu, 
sedangkan Pasal 114 melarang perbuatan yang sama, akan tetapi dilakukan tidak 
dengan sengaja, melainkan karena kesalahannya. Jadi Pasal 113 adalah delik 
dolus, sedangkan Pasal 114 adalah delik culpa.25 
Pasal 113 dan Pasal 114 tidak mempermasalahkan apakah tindakan itu 
dilakukan dalam waktu perang atau dalam waktu damai. Dengan perkataan lain 
pasal ini dapat diterapkan dalam waktu yang manapun.26 
5.3 Membaca atau Mengetahui Surat-Surat atau Benda-Benda Rahasia Negara 
Delik tersebut diatur dalam Pasal 115 yang rumusannya sebagai berikut : 
Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, seluruhnya atau sebagian, yang 
diketahuinya atau sepatutnya dapat disangka bahwa surat atau benda 
                                                          
25 R. Soesilo, Op. Cit. hal. 114 
26 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 30 
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rahasia itu tidak boleh diketahuinya, membuat atau menyuruh membuat sa-
linan atau petikan dengan huruf atau bahasa apapun juga, membuat atau 
menyuruh membuat gambar atau tiruan dari surat atau benda itu, atau 
barangsiapa tidak menyampaikan surat atau benda itu kepada pejabat 
kehakiman atau polisi atau pamong praja, jika surat atau benda itu diper-
olehnya, maka ia diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun. 
 
Menurut R. Soegandhi27 bahwa yang diancam pidana dalam pasal ini ada-
lah : 
1. Orang yang membaca atau melihat seluruh atau sebagian  surat-surat 
atau benda-benda  rahasia  yang tersebut dalam Pasal 113; 
2. Orang yang membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan/ 
salinan huruf atau bahasa apapun juga, atau membuat atau menyuruh 
membuat  gambar atau  tiruan  dari surat-surat atau benda-benda yang 
tersebut dalam Pasal 113; 
3. Orang yang memperolehnya (menemukan di jalan) surat-surat antau 
benda-benda rahasia yang tersebut dalam Pasal 113 dan tidak menyer-
ahkannya kepada pegawai kehakiman, polisi atau pamong praja, yang 
diketahuinya atau patut dapat disangka, bahwa surat atau benda raha-
sia itu tidak boleh diketahuinya. 
Berdasarkan rumusan Pasal 115, maka dapat diuraikan unsur-unsurnya 
adalah : 
1. Bentuk pertama : 
Unsur-unsurnya adalah : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : 
- Melihat; 
- Membaca; 
b. Obyeknya : seluruh atau sebagian surat-surat atau benda-benda 
rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 113; 
c. Surat-surat atau benda-benda itu bukan untuk diketahuinya. 
                                                          
27R. Sugandhi, Op.Cit. hal. 129-130 
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Unsur subyektif : diketahuinya;  atau sepatutnya harus diduganya bah-
wa benda-benda itu tidak dimaksudkan untuk diketahui olehnya. 
2. Bentuk kedua : 
Unsur-unsurnya adalah: 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatannya : 
- Membuat salinan; atau 
- Menyuruh membuat salinan; 
- Membuat ikhtisar; 
- Menyuruh membuat ikhtisar 
b. Obyeknya : surat-surat atau benda-benda yang dimaksud Pasal 
113; 
c. Surat-surat atau benda-benda itu bukan untuk diketahuinya. 
Unsur subyektif :  diketahuinya atau sepatutnya dapat disangka bahwa 
surat-surat atau benda-benda itu bukan untuk diketahuinya. 
3. Bentuk ketiga : 
Unsur-unsurnya adalah : 
       Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : 
- Membuat salinan/petikan; 
- Menyuruh membuat salinan/petikan; 
- Membuat gambar; 
- Menyuruh membuat gambar. 
b. Obyeknya : surat-surat atau benda-benda yang dimaksudkan 
dalam Pasal 113; 
c. Surat-surat atau benda-benda itu bukan untuk diketahuinya. 
Unsur subyektif : diketahuinya atau sepatuntnya dapat disangka bahwa 
surat-surat atau benda-benda dalam Pasal 113 itu bukan utnuk dike-
tahuinya. 
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4. Bentuk keempat : 
Unsur-unsurnya adalah : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan :  
- menguasai tanpa hak; 
- tidak menyerahkan kepada pejabat kehakiman, pejabat kepoli-
sian atau pamong praja. 
b. Obyeknya : surat-surat atau benda-benda yang dimaksud Pasal 
113 
Unsur subyektif : diketahuinya atau sepatutnya dapat disangka bahwa 
surat atau benda-benda tersebut tidak untuk diketahuinya. 
5.4 Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Kejahatan Pasal 113 dan Pasal 115 
Delik tersebut diatur dalam Pasal 116 yang rumusannya sebagai berikut : 
Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan 
yang diterangkan dalam Pasal 113 dan Pasal 115 diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
Sebagaimana sudah diterangkan pada penjelasan Pasal 88 tentang permu-
fakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Pembicaraan atau 
perundingan untuk mengadakan permufakatan jahat itu saja, belum dapat dika-
takan permufakatan jahat. Jadi yang dapat dituntut dengan pasal ini adalah orang-
orang yang telah mengambil keputusan melakukan permufakatan untuk melaku-
kan kejahatan yang tersebut dalam Pasal 113 (melakukan kegiatan mata-mata) 
dan Pasal 115 (membaca, membuat salinan, memperolehnya kemudian tidak me-
nyerahkan kepada pejabat yang ditentukan surat-surat atau benda-benda rahasia 
milik negara.28 
 
 
 
 
 
                                                          
28R. Sugandhi, Ibid, hal. 132 
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6.  Rangkuman : 
6.1  Makar (aanslag) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat si pembuat 
kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menu-
rut maksud Pasal 53. Perbuatan-perbuatan yang masih bersifat persiapan ti-
dak dapat dimasukkan dalam pengertian makar.  
6.2  Jenis-jenis makar terdiri dari makar yang menyerang keamanan presiden dan 
wakil presiden yang diatur dalam Pasal 104 KUHP, makar yang menyerang 
keamanan dan keutuhan wilayah negara yang diatur dalam Pasal 106 dan 
makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara 
yang diatur dalam Pasal 107. 
6.3  Delik pemberontakan terdiri dari melawan pemerintah dengan menggunakan 
senjata yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) angka 1, menyerbu bersama 
dengan gerombolan bersenjata yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) angka 2 
dan menggabungkan diri pada gerombolan bersenjata yang diatur dalam Pasal 
108 ayat (1) angka 2. 
6.4  Permufakatan jahat (samenspannings) terwujud atau dianggap ada bila dua 
orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan (Pasal 88 KUHP). 
Delik yang diberi kualifikasi permufakatan jahat (samenspannings) untuk mela-
kukan kejahatan pada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 diatur 
dalam Pasal 110. 
6.5  Delik  mengadakan hubungan dengan negara asing, orang atau badan asing 
untuk menggulingkan pemerintah RI dapat berupa : 
- Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud mengge-
rakkannya untuk bermusuhan atau perang dengan Indonesia; 
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- Mengadakan hubungan dengan orang atau badan asing untuk mengguli-
ngkan pemerintah RI; 
6.6  Delik membuka rahasia negara terdiri dari : 
- Mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan yang bersifat 
rahasia bagi kepentingan negara; 
- Membuka rahasia mengenai surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, 
gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang berhubu-
ngan dengan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan dengan 
sengaja maupun dengan kealpaan; 
- Membaca atau melihat surat-surat atau benda-benda rahasia negara; 
- Permufakatan jahat dalam Pasal 113 dan Pasal 115.  
 
C.  PENUTUP 
1.  Soal Latihan 
1. Jelaskan pengertian makar? 
2. Jelaskan pengertian permufakatan jahat? 
3. Uraikan  unsur-unsur dari jenis-jenis delik atau tindak pidana makar? 
4. Uraikan  unsur-unsur delik atau tindak pidana pemberontakan? 
5. Uraikan  unsur-unsur permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan 
Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP? 
6. Uraikan unsur-unsur Pasal 111 dan Pasal 111 bis KUHP? 
7. Uraikan unsur-unsur Pasal 112 KUHP? 
8. Uraikan  unsur-unsur Pasal 113 KUHP? 
9. Uraikan unsur-unsur Pasal 114 KUHP? 
10.  Uraikan  unsur-unsur Pasal 115 KUHP? 
11.  Uraikan unsur-unsur Pasal 116 KUHP? 
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2. Umpan Balik 
Setelah membahas pokok bahasan pada bab ini yakni delik kejahatan 
terhadap keamanan negara, mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya ten-
tang materi tersebut atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. 
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BAB II 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA PEMALSUAN 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Setelah selesai membahas pokok bahasan Delik atau Tindak Pidana Pe-
malsuan, mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan secara sistematis ma-
sing-masing jenis Delik atau Tindak Pidana Pemalsuan yakni sumpah palsu dan 
keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, dan pemalsuan surat, 
menguraikan unsur-unsurnya dan menerapkan dalam contoh kasus. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang : 
-  Delik atau tindak pidana yakni pengetahuan tentang pengertian delik 
atau tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur 
subyektif/pembuat (unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yakni unsur 
kesalahan) dan unsur obyektif/perbuatan  (unsur yang terdapat di luar 
diri si pelaku yakni unsur perbuatan), jenis-jenis tindak pidana; 
- Mempunyai pengetahuan tentang penafsiran yakni pengertian penafsi-
ran, urutan penafsiran dan jenis-jenis penafsiran. 
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Pada mata kuliah Delik-Delik di Dalam Kodifikasi setiap pokok bahasan 
yang terdiri dari delik atau tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, 
mempunyai unsur-unsur yang berbeda, pembahasannya tidak  harus berurutan 
berdasarkan GBRP, sehingga tidak dijelaskan keterkaitan diikuti dengan tindak 
pidana lain. Kecuali  antara pokok bahasan pembunuhan dengan pokok bahasan 
penganiayaan khususnya jenis penganiayaan yang berakibat kematian, dan 
antara pokok bahasan delik harta benda khususnya pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian dengan pokok bahasan pembunuhan khususnya 
pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti dengan tindak pidana lain. 
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4. Manfaat Bahan Pembelajaran  
Bahan pembelajaran ini bermanfaat/penting bagi setiap pembelajar yakni 
mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai bahan dasar untuk 
mempelajari lebih lanjut materi yang akan dibahas, sedangkan bagi dosen penting 
sebagai batasan-batasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. 
 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Delik-Delik dalam Kodifikasi sebe-
lum mengikuti setiap pembelajaran, terlebih dahulu harus mempunyai pengetahu-
an dasar tentang delik atau tindak pidana beserta unsur-unsurnya, karena setiap 
pokok bahasan akan diuraikan setiap unsur dari delik atau tindak pidana yang 
dibahas. 
 
B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA PEMALSUAN 
1.  Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu 
 Tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam 2 Pasal, 
yakni Pasal 242 dan Pasal 243. Berhubungan Pasal 243 dihapus melalui stb. 1931 
No. 240, maka tinggal ketentuan Pasal 242. Pasal ini merumuskan sebagai beri-
kut : 
(1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan 
supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat 
hukum kepada keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan 
atau tuisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus di 
tujukan untuk itu, di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 
(2) Jika keterangan palsu di atas  sumpah diberikan dalam perkara pidana 
dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. 
(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diha-
ruskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti 
sumpah. 
(4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuh-
kan. 
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 Apabila dirinci rumusan Pasal 242 (1) tersebut, maka terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut: 
1. Unsur-unsur obyektif: 
a. Dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan 
keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pa-
da keterangan di atas sumpah; 
b. Perbuatannya: memberi keterangan di atas sumpah; 
c. Dengan: (1) lisan atau (2) tulisan; 
d. Secara: (1) pribadi (2) oleh kuasanya; 
e. Isi keterangan: keterangan palsu. 
2. Unsur obyektif: dengan sengaja. 
R. Soesilo menyatakan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur yang 
harus terpenuhi  : 
a. keterangan itu harus alas sumpah; 
b. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut 
peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu; 
c. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan itu diketahui 
oleh pemberi keterangan. 
Menurut Adami Chazawi29 bahwa keterangan di atas sumpah adalah kete-
rangan yang diberikan seseorang yang sebelum ia mengangkat sumpah menurut 
agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang kemudian dikuatkan 
dengan suatu sumpah. Bila ternyata keterangan yang sengaja diberikannya itu 
berbenturan dengan yang sebenanrnya, maka disebut dengan sumpah palsu. 
Bukan sumpahnya yang palsu, sumpahnya tetap sah dan benar, akan tetapi yang 
tidak benar adalah keterangannya. 
a. Dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan kete-
rangan di atas sumpah. 
Menurut bunyi rumusan ayat (1), dapat diketahui bahwa dalam kejahatan 
sumpah palsu ini ada 2 bentuk sumpah, yakni: 
                                                          
29 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, PT Raja-
Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 18 
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1) Sumpah yang dilakukan karena diperintahkan oleh undang-undang, 
sebagaimana yang disebutkan pada butir a. 1) tersebut di atas. 
2) Sumpah yang diadakan yang oleh undang-undang diberikan suatu 
akibat hukum sebagaimana yang disebutkan pada  butir a. 2). 
Yang dimaksud keadaan undang-undang menentukan agar memberikan 
keterangan di atas sumpah ialah keadaan-keadaan tertentu sebelum 
seseorang memberikan keterangan, UU menetukan agar kepadanya 
melakukan sumpah terlebih dahulu. Isi sumpahnya pada pokoknya ia 
akan memberikan keterangan yang sebenarnya.30 
b. Mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah 
1. Sumpah yang diminta oleh salah satu pihak pada pihak lawannya 
Menurut Pasal 164 HIR sumpah adalah salah satu alat bukti da-
lam perkara perdata. Sehubungan dengan sumpah sebagai suatu alat 
bukti, Pasal 156 HIR jo Pasal 1929 (1e) KUHPerdata menyebutkan suatu 
jenis sumpah yang dinamakan sumpah yang menentukan atau sumpah 
pemutus. 
Sumpah pemutus ini tidak diperintahkan oleh UU, melainkan 
diminta oleh salah satu pihak yang perkara kepada pihak lawannya, 
walaupun tidak ada alat bukti lain. Menghadapi tawaran atau permintaan 
tergugat, penggugat dapat memilih satu diantara 3 pilihan, yaitu: 
a. Ia menolak untuk bersumpah, dengan akibat hukum bahwa 
dalil yang dikemukakannya terbukti tidak benar, dan tuntutan-
nya akan ditolak atau gugatannya akan dikalahkan. 
b. Ia menolak untuk mengangkut sumpah, dan mengembalikan 
sumpah itu kepada lawannya (tergugat). Menghadapi keada-
an ini, jika tergugat mengangkat sumpah, maka dalil tergugat-
lah yang terbukti benar dan dia akan dimenangkan namun 
sebaliknya jika tergugat tidak bersedia mengangkat sumpah, 
maka dalil yang kemungkinannya tidak terbukti dan dia akan 
dikalahkan. 
                                                          
30 Adami Chazawi, Ibid. hal. 19 
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c. Penggugat memenuhi tawaran tergugat dan dihadapan hakim 
dan lawannya itu ia mengangkat sumpah untuk menguatkan 
dalil yang dikemukakannya. Dalil yang dikemukakannya akan 
diterima oleh hakim dan gugatannya akan dikabulkan. 
2. Sumpah yang diminta hakim pada salah satu pihak 
Sumpah ini sifatnya sebagai pelengkap atau tambahan untuk da-
patnya segera diputusnya suatu perkara perdata. Dapat dilakukan apabi-
la untuk suatu dalil yang dikemukankan tergugat sudah sedikit bukti, na-
mun dinilai belum cukup untuk menguatkan bukti atau menguatkan dalil 
tersebut. Sumpah yang diminta oleh hakim ini juga mempunyai akibat 
hukum terhadap menang atau kalahnya salah satu pihak yang berper-
kara. 
c. Perbuatan memberikan keterangan di atas sumpah 
Adami Chazawi31 menyatakan bahwa pengertian tentang perbuatan 
memberikan keterangan di atas sumpah, yakni : 
1) Pengertian pertama: 
Memberikan keterangan di atas sumpah artinya bahwa membe-
rikan suatu keterangan di mana sebelum keterangan disampai-
kan terlebih dulu seserorang itu mengangkat sumpah menurut 
tata cara agama yang dianutnya yang isinya pada pokoknya 
akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari 
yang sebenarnya. Sumpah ini dilakukan sebelum keterangan 
diberikan. Dalam perkara pidana sumpah seperti ini terdapat da-
lam Pasal 160 (3) KUHP. 
2) Pengetian kedua: 
Termasuk pengertian memberikan keterangan di atas sumpah, 
adalah bilamana memberikan keterangan terlebih dahulu, yang 
kemudian keterangan itu dikuatkan dengan suatu sumpah bah-
wa keterangan yang diberikan itu adalah benar adanya dan tiada 
lain dari yang sebenarnya. 
                                                          
31 Adami Chazawi, Ibid, hal. 13 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 42 
d. Dengan lisan atau dengan tulisan 
 Setelah seseorang itu mengucapkan sumpah, maka keterangan 
yang ia sampaikan dapat diberikan secara lisan atau dengan diucapkan, 
dan ada kalanya diberikan dengan cara dituliskan. Memberikan keterangan 
dengan lisan, seperti keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi 
di persidangan pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perdata. 
e. Secara pribadi atau oleh seorang kuasanya 
Dua macam sumpah sebagaimana yang sudah diterangkan pada 
butir a.1) dan a.2) dilakukan secara pribadi, artinya yang bersangkutan se-
jalah yang melakukan sumpah. Dalam hal tertentu, memberikan keterangan 
di atas sumpah dapat dilakukan dengan melalui surat kuasa khusus untuk 
itu yang dibuat secara tegas oleh dan dihadapan seorang notaris. 
f. Isi keterangan berupa keterangan palsu 
 Keterangan yang diberikan di atas sumpah adalah keterangan palsu, 
artinya apa yang diterangkan itu adalah sesuatu yang lain dari yang sebe-
narnya. Keterangan yang tidak perlu seluruhnya, sebagian saja tidak benar 
adalah sudah cukup HR dalam Arrestnya (25-6-1928) menyatakan bawa 
suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu tidak 
benar, terkecuali jika ini adalah sedemkian rupa sehingga dapat diperki-
rakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan 
palsu.32Unsur perbuatan berupa memberikan keterangan palsu, adalah 
suatu perbuatan aktif. Artinya, sesuatu yang palsu itu harus diterangkan, 
dan tidak untuk perbuatan tidak memberikan keterangan (diam) atau tidak 
menerangkan terhadap apa yang ia ketahui, atau perbuatan pasif. 
g. Unsur Subyektif : Dengan Sengaja 
 Unsur kesengajaan dalam sumpah palsu adalah dengan sengaja. 
Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan dalam MvT menurut 
Moeljanto33 bahwa ada juga keterangan yang menyatakan bahwa apabila 
                                                          
32  Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hoge Raad, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 142 
33  Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal. 182 
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unsur opzettelijik dicantumkan dalam rumusan tindak pidana maka harus 
diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada seluruh unsur yang 
ada di belakangnya. 
2.  Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas 
2.1 Meniru atau Memalsu Uang 
Delik ini diatur dalam Pasal 244 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dike-
luarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli 
dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun. 
 
 Unsur-unsur pasal tersebut adalah : 
1) Unsur obyektif 
a. Perbuatan : - Meniru 
- Memalsu 
b. Obyeknya : - Mata uang 
- Uang kertas negara 
- Uang kertas bank 
2) Unsur Subyektif : Dengan maksud untuk : 
a. Mengedarkan, atau; 
b. Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas seolah-olah 
asli atau tidak dipalsu. 
1. Perbuatan meniru. 
Perbuatan meniru (namaken) adalah membuat sesuatu yang menye-
rupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu. Adanya perbuatan ini 
disyaratkan ada yang asli atau yang ditiru. 
2. Perbuatan memalsu 
Pada perbuatan memalsu (vervalschen) sebelum perbuatan dilakukan 
sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbutan menam-
bah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau 
mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang 
asli. 
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3. Mata uang dan uang kertas 
Uang adalah benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan 
sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredaran-
nya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan ini adalah 
negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. 
Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas, berupa uang yang terbuat 
dari bahan logam seperti emas, tembaga perak, dan lain sebagainya. 
Uang kertas dibedakan menjadi 2 macam, yakni uang kertas negara 
dan uang kertas bank. 
4. Mengedarkan sebagai rumusan suatu perbuatan abstrak, yang bentuk 
konkritnya bisa bermacam-macam, misalnya : menyerahkan, mengha-
diahkan atau mengibahkan, membelanjakan, menukarkan, menyetor 
ke bank, mengririm dan lain sebagainya. Untuk terjadinya perbuatan-
perbuatan konkrit tersebut memerlukan syarat yang sama, ialah lepas-
nya kekuasaan atas uang tidak asli atau dipalsu itu dari tangan 
petindak. Dengan lepasnya kekuasaan atas uang palsu itu dari tangan 
petindak, maka terwujudlah perbuatan mengedarkan. 
5. Maksud untuk : a. Mengedarkan dan b. Menyuruh mengedarkan mata 
uang atau uang kertas itu sebagai asli tidak dipalsu. 
Menurut Adami Chazawi34 bahwa unsur kesalahan dalam kejahatan peniru-
an dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank 
adalah kesengajaan sebagai maksud berupa kesalahan dalam arti sempit. 
S.R. Sianturi35 menyatakan bahwa kesengajaan tersirat pada perbuatan 
meniru atau memalsukan, artinya adanya kehendak pada pelaku untuk meniru, 
yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang belaku, atau ada kehendak 
pada pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus 
berkait dengan maksud (oogmerk) si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau 
menyuruh untuk mengedarkan seolah-olah asli atau tidak dipalsu.   
                                                          
34 Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 26-27 
35 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 244 
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Pasal ini dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memal-
sukan uang, yang berarti tidak ada hak bagi seseorang untuk melakukan itu. 
Namun jika seseorang meniru atau memalsukan uang tidak dimaksudkan  untuk 
diedarkan sebagai yang asli, tidak dihukum berdasarkan pasal ini. Misalnya tu-
juannya untuk dipertontonkan kepada khalayak bentuk-bentuk uang yang dipalsu-
kan atau dalam rangka pelajaran atau untuk permainan monopoli. Begitupula 
meniru atau memalsukan uang yang pernah berlaku (kini tidak berlaku lagi), tidak 
termasuk dalam cakupan pasal ini.36 
2.2  Mengedarkan Uang Palsu 
Delik mengedarkan uang palsu diatur dalam Pasal 245 KUHP yang rumu-
sannya : 
Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas 
yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang 
kertas asli dan tidak dipalsu, padahal dipalsu atau ditiru olehnya sendiri, 
atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun 
barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau 
uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedarkan sebagai uang asli yang tidak dipalsu, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 
 
 Berdasarkan rumusan Pasal 245 KUHP, diketahui bahwa ada empat jenis 
tindak pidana mengedarkan uang palsu yaitu : 
1. Jenis pertama 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatannya mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu; 
b. Obyeknya : 
- Mata uang tidak asli atau dipalsu; 
- Uang kertas Negara tidak asli atau dipalsu; 
- Uang kertas bank yang tidak asli atau dipalsu. 
c. Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya 
sendiri. 
Unsur subyektif : dengan sengaja 
 
                                                          
36  S.R. sianturi, Ibid, hal. 244-246 
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2. Jenis kedua  
Unsur obyektif : 
a. Perbuatannya mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu; 
b. Obyeknya : 
- Mata uang tidak asli atau dipalsu; 
- Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; 
- Uang kertas bank yang tidak asli atau dipalsu. 
c. Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat diterima-
nya. 
Unsur subyektif : dengan sengaja. 
3. Jenis ketiga  
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan :  
- Menyimpan; 
- Memasukkan ke Indonesia; 
b. Obyeknya :  
- mata tidak asli atau dipalsu; 
- uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; 
- uang kertas bank tidak asli ataupun dipalsu. 
c. Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai 
asli dan tidak palsu. 
4. Jenis keempat 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : 
- Menyimpan; 
- Memasukkan ke Indonesia; 
b. Obyeknya : 
- Mata uang palsu atau dipalsu; 
- Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; 
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- Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 
c. Yang tidak asli atau palsunya itu diketahui pada saat menerimanya; 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. 
Jadi menurut R. Soegandhi37 bahwa yang diancam pidana dalam pasal ini 
adalah: 
1. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan/megedarkan mata uang 
atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya  atau 
dipalsukannya sendiri sebagai mata uang atau uang kertas negara atau 
uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan; 
2. Orang yang pada waktu menerima mata uang atau uang kertas negara 
atau uang kertas bank, mengetahui akan kepalsuan  atau dipalsukan 
itu dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara 
atau uang kertas bank tersebut sebagai mata uang atau uang kertas 
negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan; 
3. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke wilayah RI mata uang 
dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipal-
sukan, dengan maksud untuk mengeluarkan sebagai yang asli dan 
tidak dipalsukan. 
Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, orang yang mengeluarkan, mene-
rima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia untuk diedar-
kan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas negara 
atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan itu harus mengetahui akan 
kepalsuannya. Orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui 
akan kepalsuannya, tidak dihukum. 
Menurut S.R. Sianturi38 bahwa kesengajaan pada Pasal 245 meliputi selu-
ruh unsurnya. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seakan-akan 
asli atau tidak dipalsu. Dengan demikian maksud di sini merupakan tujuan yang 
                                                          
37 R. Sugandhi, Op.Cit. hal. 260-261 
38 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 245-246 
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terdekat. Jadi tidak harus sudah ada orang lain yang sudah memandang asli atau 
tidak palsu. 
2.3 Mengurangi Nilai/Harga Mata Uang 
Delik mengurangi nilai/harga mata uang diatur dalam Pasal 246 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut : 
Barangsiapa mengurangi nilai/harga mata uang, dengan maksud untuk me-
ngedarkan, atau menyuruh mengedarkan uang yang sudah dikurangi har-
ganya, dipidana karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 246, dapat dirinci unsur-unsurnya sebagai 
berikut : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan  : mengurangi nilai/harga; 
b. Obyeknya   : mata uang; 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan  uang yang dikurangi nilainya. 
Yang diancam pidana pada Pasal 246 adalah orang yang mengurangi 
harga mata uang, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedar-
kan mata uang yang sudah berkurang itu sebagai mata uang yang masih untuh. 
Yang dapat dikurangi nilainya/harganya ialah mata uang yang terbuat dari 
logam, uang kertas tidak dapat dikurangi dan yang biasa dikurangi adalah mata 
uang yang terbuat dari emas atau perak. Cara mengurangi ialah dengan cara 
mengikir mata uang tersebut, sehingga berat timbangannya berkurang. Perbutan 
ini dapat dihukum apabila dilakukan dengan maksud akan mengedarkan uang 
yang sudah dikurangi harganya sebagai mata uang yang masih utuh.39 
2.4 Mengedarkan Uang Rusak  
Mengedarkan uang rusak diatur dalam Pasal 247 KUHP, yang rumusannya 
adalah : 
Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi 
nilainya olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, 
sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barangsiapa yang menyimpan  
atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud 
                                                          
39 R. Sugandhi, Op.Cit. hal. 262 
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untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang yang tidak 
rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 
 
Yang diancam pidana pada Pasal 247 adalah : 
- Orang yang sengaja mengedarkan mata uang yang telah dikurangi sen-
diri harganya/nilainya; 
- Orang yang pada waktu menerima mata uang yang telah dikurangi 
nilainya/harganya itu mengetahui bahwa mata uang itu telah rusak; 
- Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indone-
sia mata uang yang telah dirusak, dengan maksud untuk mengedarkan 
atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak; 
- Orang yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang 
yang dikurangi nilainya (mata uang yang dirusak), yang rusaknya mata 
uang itu diketahui pada waktu menerimanya  dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang yang tidak 
rusak. 
2.5 Membuat atau Memiliki Persediaan Benda atau Bahan untuk Memalsu Uang 
Membuat atau memiliki persediaan benda atau bahan untuk memalsu uang 
diatur dalam Pasal 250 KUHP. Adapun rumusan pasal tersebut adalah : 
Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan  bahan atau benda 
yang diketahuinya bahwa itu digunakannya untuk meniru, memalsu dan 
mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau  memalsu uang kertas 
negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus 
rupiah). 
 
Yang diancam pidana pada Pasal 250 adalah orang yang membuat atau 
menyediakan perkakas-perkakas atau bahan-bahan seperti cap cetakan, kertas, 
logam, mesin percetakan, klise, obat-obat kimia, potret dan sebagainya yang dike-
tahui bahwa perkakas-perkakas atau bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk 
meniru, memalsu, mengurangi harga mata uang.40 
 
 
                                                          
40 R. Soegandhi, Ibid., hal. 264 
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Unsur-unsurnya adalah : 
Unsur obyektif :  
a. Perbuatan :  
- Membuat; 
- Mempunyai persediaan; 
b. Obyeknya : 
- Bahan; 
- Benda. 
Unsur subyektif : yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk : 
- Meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang; 
- Meniru atau memalsu atau mengurangi nilai mata uang; 
- Meniru atau memalsu uang kertas bank. 
Kejahatan Pasal 250 bukan berupa kejahatan peniruan  uang, pemalsuan 
uang atau perusakan mata uang, melainkan kejahatan yang terjadinya adalah 
sebelum peniruan, pemalsuan uang atau perusakan mata uang. Bukan kejahatan 
yang ditujukan pada mata uang atau uang kertas, melainkan pada bahan atau 
benda yang digunakan untuk membuat tidak aslinya, palsunya atau rusaknya 
uang. Dari unsur perbuatannya dapat diketahui bahwa kejahatan dalam pasal 
tersebut sebenarnya berupa perbuatan persiapan dalam hal hendak  melakukan 
kejahatan Pasal 244 maupun Pasal 246. Tetapi perbuatan tersebut dianggap 
kejahatan yang berdiri sendiri.41 
3. Pemalsuan Surat 
 Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku KUHP, dari Pasal 263 sampai 
dengan Pasal  276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan 
surat yakni : 
1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat 
(Pasal 263). 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264) 
                                                          
41 Adami Chazawi, Ibid., hal. 46-47 
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3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 
266). 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268). 
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal  270 dan Pasal 271) 
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274). 
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275). 
3.1 Pemalsuan Surat yang pada Umumnya 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan 
surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, KUHP  
yang rumusannya adalah sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud un-
tuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, 
dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)  tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja me-
makai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pema-
kaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan 
pada ayat (1) dan ayat (2).  
1. Ayat (1)  
Unsur-unsur Obyektif: 
a. Perbuatan:  
- membuat palsu; 
- memalsu; 
b. Obyeknya: yakni surat: 
- Yang dapat menimbulkan suatu hak; 
- Yang menimbulkan suatu perikatan; 
- Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 
- Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal; 
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c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tersebut. 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai seolah-olah isinya benar tidak dipalsu. 
2. Ayat  (2)  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
Unsur-unsur obyektif: 
a. Perbuatan: memakai; 
b. Obyeknya:  
- surat palsu; 
- surat yang dipalsukan; 
c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; 
Unsur subyektif: dengan sengaja. 
Menurut Adami Chazawi42 : 
- Surat (geschrif) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat 
tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang me-
ngandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa 
tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan 
mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. 
- Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya 
atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan 
dengan yang sebenarnya. 
 
 Membuat surat palsu ini dapat berupa: 
a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak se-
suai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang 
demikian disebut dengan pemalsuan intelektual; 
b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang 
lain selain si pembuat surat. 
c. Di samping isinya dan alasannya surat yang tidak benar dari membuat 
surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat 
terjadi dalam hal misalnya: 
1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada 
orangnya, seperti orang yang tidak meninggal dunia atau secara 
fiktif (dikarang-karang); 
                                                          
42 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 19 
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2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan 
persetujuan ataupun tidak. 
d. Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan dengan cara me-
ngubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas 
sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ 
berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan peru-
bahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan de-
ngan kebenaran atau kah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan 
oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang 
tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. 
Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu 
surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbua-
tan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian 
atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruhnya 
tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang 
demikinan disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. 
Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini 
dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang 
asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan dama si pembuat asli) dila-
kukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat 
yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebena-
ran atau palsu. 
Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terba-
tas pada 4 macam surat, yakni : 
1. Surat yang menimbulkan suatu hak; 
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan; 
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang; 
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal, misalnya cek, 
bilyet giro, wasel, SIM, ijazah dan lain sebagainya. 
Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang 
kerena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si 
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penjual untuk menerima uang untuk pembayaran harga benda, dan pembeli mem-
punyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. 
Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang pada dasarnya 
disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. 
Mengenai unsur “surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya se-
suatu hal”, di dalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni: 
1. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti; 
2. Tentang sesuatu hal. 
Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang 
karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya 
kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum. Se-
dangkan yang dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya surat itu memiliki 
kekuatan pembuktian. 
Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan 
pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau 
dihadapkan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU. 
Unsur kesalahan dalam Pasal 263 adalah dengan sengaja yang tersirat 
pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini 
harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk diguna-
kannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya  seolah-olah asli dan 
tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau 
kehendak si pelaku.43 
Selanjutnya dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa untuk tindakan/perbuatan 
terdapat 2 (dua) tindakan/perbuatan alternatif : 
- Tindakan alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara palsu, 
ini berarti semula surat itu belum ada. Lalu dia membuat surat sendiri 
yang mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir ko-
song yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli 
secara tidak sah, kemudian menulisi formulir tersebut. Cara penulisan 
                                                          
43 S.R. Sianturi, Op.Cit., hal. 417 
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tidak dipersoalkan, bisa dengan tulisan tangan, ditik, dicetak, dan se-
bagainya termasuk dalam pengertian membuat; 
- Tindakan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat, ini berarti 
bahwa surat sudah ada ditambah/dikurangi atau diubahnya. 
Dalam rangka penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat  pemi-
danaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat “jika karena penggunaan 
itu dapat menimbulkan suatu kerugian”. Syarat pemidanaan ini tidak termasuk da-
lam unsur kesengajaan si pelaku, artinya tidak perlu dipersoalkan apakah ketika 
si pelaku melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui atau menghendaki  
bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.44 Pembuktian syarat 
ini dipercayakan kepada hakim yaitu apakah menurut keyakinan hakim dapat 
menimbulkan suatu kerugian atau tidak. 
3.2 Pemalsuan Surat yang Diperberat 
Delik pemalsuan yang diperberat diatur dalam Pasal 264 KUHP yang meru-
muskan berikut : 
(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (dela-
pan) tahun, jika dilakukan terhadap: 
1. Akta-akta otentik; 
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya 
ataupun dari suatu lembaga umum; 
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 
suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang  di-
terangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 
pengganti surat-surat itu; 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan; 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja me-
makai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau 
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian. 
                                                          
44 S.R. Sianturi, Ibid., hal. 418 
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 Ada dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 264 yang masing-masing 
dirumuskan dalam ayat (1)  dan ayat (2). 
Unsur-unsur Pasal 264 adalah : 
Ayat (1)  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur obyektif : Semua unsur baik obyektif dalam Pasal 263 
b. Unsur obyektif : sama dengan unsur subyekti dalam Pasal 263 
c. Unsur-unsur khusus pemberatannya (bersifat alternatif) berupa 
obyek surat-surat tertentu, ialah: 
1) Akta-akta otentik; 
2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari: 
- Suatu negara; 
- Bagian negara; 
- Suatu lembaga umum; 
3) Surat sero; 
- surat hutang dari suatu perkumpulan; 
-  surat hutang dari suatu yayasan; 
- surat hutang dari suatu perseroan;  
-  surat hutang dari suatu maskapai; 
d. 1) Talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat- 
     surat pada butir b dan c di atas; 
                  2)  tanda bukti yang dikeluarkan sebagi pengganti surat-surat 
itu; 
e. 1) surat-surat kredit; 
                   2) surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 
Ayat (2) unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
Unsur-unsur obyektif: 
a. Perbuatan: memakai; 
b. Obyeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1); 
c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu; 
Unsur subyektif: dengan sengaja. 
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Rumusan ayat (1) Pasal 264 pada dasarnya sama dengan rumusan pada 
ayat (1) Pasal 263. Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mem-
punyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau pemalsuan surat dan 
seterusnya. Perbedaanya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek 
kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu inilah yang menyebabkan dibentuknya 
kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat 
dari pada bentuk pokoknya (Pasal 263). 
3.3 Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik  
Delik ini diatur dalam Pasal 266 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu 
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyata-
kan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 
lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebe-
naran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, de-
ngan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja me-
makai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika 
karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
Ada 2 kejahatan dalam Pasal 266, masing-masing dirumuskan pada ayat 
(1) dan ayat (2). 
Berdasarkan rumusan Pasal 266 terebut, maka unsur-unsurnya adalah :  1. 
Pasal 266 ayat (1) : 
Unsur-unsur obyektif : 
a. Perbuatan : menyuruh memasukkan; 
b. Obyeknya : keterangan palsu; 
c. Ke dalam akta otentik; 
d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan 
akta itu; 
e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian; 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran. 
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Pasal 266 ayat  (2)  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan: memakai; 
b. Obyeknya: akta otentik tersebut ayat (1); 
c. Seolah-olah isinya benar; 
Unsur subyektif: dengan sengaja. 
Dalam rumusan tersebut di atas, tidak dicantumkan siapa orang yang disu-
ruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari 
unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat (1). Bahwa orang ter-
sebut adalah sipembuat akta otentik. 
Menurut Adami Chazawi45 bahwa perbuatan menyuruh memasukkan me-
ngandung unsur-unsur : 
1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang 
apa (obyek yakni : mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh 
masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh me-
masukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik; 
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta 
dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/ unsur menyuruh me-
masukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan kete-
rangan-keterangan tentang suatu hal, hal mana adalah bertentangan 
dengan kebenaran atau palsu. 
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang 
disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepa-
danya itu adalah keterangan yang tidak benar. 
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak 
benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat di-
pertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta 
otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana. 
 
 
                                                          
45  Adami Chazawi, Op.Cit.  hal. 113 
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3.4 Pemalsuan Surat Keterangan Dokter  
Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter diatur dalam Pasal 267 dan 
Pasal 268 KUHP. 
3.4.1 Pemalsuan Surat Keterangan Dokter dalam Pasal 267 
Pasal 267 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan 
palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 
(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan sese-
orang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuh-
kan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan. 
(3) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan senga-
ja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai de-
ngan kebenaran. 
Rumusan Pasal 267 tersebut memuat tentang 3 kejahatan, yakni masing-
masing pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). 
Ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur obyektif: 
a. Subyek hukum/ petindak: seseorang dokter; 
b. Perbuatan: memberikan; 
c. Obyeknya: surat keterangan palsu; 
d. Isi surat: surat keterangan palsu: 
1) Ada tidaknya penyakit; 
2) Ada tidaknya kelemahan; 
3) Ada tidaknya kecatatan; 
Unsur subyektif: dengan sengaja. 
Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur obyektif : semua unsur pada ayat (1); 
Unsur subyektif: maksud untuk: 
- Memasukkan seseorang kedalam rumah sakit jiwa; 
- Menahannya dirumah sakit jiwa; 
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Ayat (3) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
Unsur-unsur obyektif: 
a. Perbuatan: memakai; 
b. Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran; 
c. Obyektif: surat keterangan dokter palsu; 
Unsur subyektif : dengan sengaja. 
Pelaku pemalsuan menurut Pasal 267 adalah dokter. Kepada pelaku yang 
bukan dokter tidak dapat diterapkan Pasal 267, kecuali dalam jangka waktu kerja 
sama. Kesalahannya adalah dengan sengaja (dalam semua tingkatan).  
Menurut Adami Chazawi bahwa :46 
- Memberikan surat keterangan adalah membuat yang kemudian menye-
rahkan kepada orang lain sebuah surat yang di dalamnya berisi ketera-
ngan mengenai 3 (tiga) hal  yang terdiri dari 6 (enam) macam alternatif, 
yakni : (1) tentang adanya penyakit, (2) tentang tidak adanya penyakit, 
(3) tentang adanya kelemahan, (4) tentang tidak adanya kelemahan, (5) 
tentang adanya kecacatan dan (6) tentang tidak adanya kecacatan; 
- Di dalam unsur seorang keterangan dokter memberikan surat  ketera-
ngan mengandung pengertian bahwa : (1) keterangan yang diberikan se-
cara tertulis, (2) yang membuat surat dan bertanggung jawab akan surat 
itu adalah seorang dokter, (3) surat tersebut harus diperuntukkan dan 
diserahkan pada seseorang yang telah memintanya. 
- Pada kejahatan ini unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan, artinya 
ialah bahwa baik terhadap perbuatannya maupun palsunya keterangan 
isi surat harus dituju atau diliputi oleh unsur kesengajaan. Ia menghen-
daki perbuatan membuat palsu dan atau memalsu surat dan mengetahui 
bahwa keterangan yang diberikan dalam surat itu adalah bertentangan 
dengan yang sebenarnya; 
- Kejahatan ini terjadi secara sempurna bukan pada saat ia selesai  me-
nulis keterangan palsu pada sebuah surat, melainkan setelah menulis 
keterangan ia kemudian  menyerahkannya kepada yang bersangkutan; 
                                                          
46 Adami Chazawi, Ibid., hal. 117 
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Pada ayat (2) ditentukan syarat pemberatan pidana yaitu jika surat kete-
rangan dokter dimaksudkan untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit 
jiwa atau agar seseorang yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa tetap ditahan/di-
rawat di rumah sakit. 
Perbedaan antara kehendak yang pertama dengan kehendak yang kedua 
adalah bahwa pada kehendak yang pertama pada saat dibuatnya surat itu sese-
orang belum ada dirawat di rumah sakit jiwa. Sebaliknya pada kehendak yang 
kedua, bahwa pada saat dutulisnya surat keterangan, seseorang itu sudah berada 
dalam perawatan rumah sakit jiwa. 
Pada ayat (3) yang diancam pidana adalah orang yang menggunakan atau 
memakai surat keterangan palsu dari dokter yang dihasilkan dari kejahatan ayat 
(1) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Tentang ketidakbenaran isi surat 
keterangan itu harus diketahui atau disadari oleh orang yang memakainya. 
Untuk terjadinya kejahatan ini secara sempurna, tidak cukup sekedar ia 
telah menerima surat keterangan dokter palsu, melainkan setelah menerima ia 
telah nyata-nyata menggunakannya, dan tidak perlu apakah dengan mengguna-
kannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain ataukah tidak. 
3.4.2 Pemalsuan Surat Keterangan Dokter dalam Pasal 268 
 Pasal 268 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan 
dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, 
dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau panggung, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud 
yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang 
dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu. 
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Dalam rumusan Pasal 268 ada 2 kejahatan, masing-masing pada ayat (1) 
dan ayat (2). Adapun unsur-unsurnya sebagai beikut : 
Ayat (1) 
Unsur-unsur obyektif: 
a. perbuatan:  
- membuat secara palsu; 
- memalsu; 
b. Obyeknya: surat keterangan dokter; 
c. Isi surat tentang: 
- Ada tidaknya penyakit;; 
- Ada tidaknya kelemahan; 
- Ada tidaknya kecacatan; 
Unsur-unsur subyektif: dengan maksud untuk menyesatkan (a) penguasa 
umum   dan atau (b) penanggung. 
Ayat (2) 
Unsur-unsur obyektif: 
a. Perbuatan: memakai; 
b. Obyeknya: surat keterangan dokter : (a) yang dibuat secara palsu, dan 
(b) dipalsu. 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk : (a) menyesatkan penguasa 
umum, dan (b) menyesatkan penanggung 
3.5 Pemalsuan Surat-Surat Tertentu 
Pemalsuan surat-surat tertentu dirumuskan dalam Pasal 269, Pasal 270 
dan Pasal 271 KUHP. 
3.5.1. Pasal 269  
Pasal 269 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan 
tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecatatan atau keadaan 
lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain mema-
kai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbul-
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kan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1(satu)  tahun 4 (empat) bulan. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja 
memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut 
dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidal palsu. 
Berdasarkan rumusan di atas ada 2 kejahatan yakni masing-masing pada 
ayat (1) dan (2). 
Ayat  (1)  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur-unsur obyektif:  
a. Perbuatan:  
- Membuat secara palsu; 
- Memalsu. 
b. Obyeknya: 
- Surat keterangan tanda kelakuan baik; 
- Surat keterangan tantang kemiskinan; 
- Surat keterangan tentang kecacatan; 
- Surat keterangan tentang keadaan lain. 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai agar: 
- Dapat diterima dalam pekerjaan; 
- Dapat menimbulkan kemurahan hati; 
- Dapat diberinya pertolongan. 
Ayat (2)  
    Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : memakai  
b. Seolah-olah asli dan tidak dipalsukan 
c. Obyeknya : surat keterangan pada ayat (1) 
Unsur subyektif : dengan sengaja 
Subyek tindak pidana ini dapat pejabat itu sendiri, misalnya seorang kepala 
desa membuat surat keterangan tidak mampu dari seorang warganya, padahal ia 
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mampu yang ditujukan untuk medapat biaya yang ringan dalam perawatan diru-
mah sakit atau untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. 
Ayat (2) melarang orang yang dengan sengaja menggunakan surat-surat 
yang disebutkan dalam ayat (1). Orang yang menggunakan ini bisa pemilik itu 
sendiri dan dapat juga orang lain. Baik orang lain maupun pemilik itu sendiri ha-
ruslah mengetahui bahwa surat yang digunakan itu baik terhadap isininya maupun 
pembuatnya termasuk tanda tangannya adalah sebagai tidak asli atau dipalsu. 
3.5.2  Pasal 270 
Pasal 270 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat jalan atau 
surat penggantinya, kartun keamanan, surat perintah jalan atau surat 
yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian 
izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, 
ataupun barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas 
nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk dengan 
keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 
lain memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau 
seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana penjara paling 
lama 2 (dua)  tahun 8 (delapan) bulan. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan senga-
ja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut ayat 
pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya 
sesuai dengan kebenaran.  
  
Ada tiga jenis tindak pidana dalam pasal tersebut yakni dua pada ayat (1) 
dan satu pada ayat (2). Adapun unsur-unsur Pasal 270 adalah : 
Pasal 270 ayat (1)  pertama : 
Unsur-unsur obyektif 
a. Perbuatan :  
 -  Membuat secara palsu; 
 -  Memalsu 
b. Obyeknya :    
- Surat jalan atau penggantinya; 
-  Kartu keamanan; 
-  Surat perintah jalan; 
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- Surat yang menurut undang-undang tentang pemberian izin bagi 
orang asing untuk masuk atau tinggal di Indonesia. 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
seolah-olah asli atau tidak palsu. 
Pasal 270 ayat (1) kedua : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : menyuruh memberikan; 
b. Obyeknya : surat-surat tersebut (pada ayat (1)) atas : 
- Nama palsu; 
- Nama kecil yang palsu; 
- Dengan menunjuk pada keadaan palsu. 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. 
Ayat (2)    
Unsur-unsur obyektif : 
a. Perbuatan : memakai; 
b. Obyeknya: 
1. Surat yang isinya tidak benar, dan 
2. Surat yang dipalsu pada ayat(1); 
Unsur subyektif : dengan sengaja.  
Obyek dari pemalsuan atau yang surat dibuat palsu dalam Pasal 270 ada-
lah : 
- Surat jalan; 
- Surat keselamatan (jaminan atas keamanan); 
- Surat perintah jalan; 
- Surat-surat lain yang diberikan menurut peraturan perundang-
undangan tentang pemberian izin bagi orang asing untuk masuk 
ke Indonesia, misalnya : surat izin masuk, paspor, surat izin men-
darat, surat izin mendarat dan sebagainya. 
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Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan baik oleh peja-
bat tersebut atau orang lain selain pejabat. Maupun oleh pemilik maupun orang 
lain selain pemilik. 
3.5.3 Pasal 271 
Pemalsuan surat tertentu yang lain diatur dalam Pasal 271 yang rumu-
sannya sebagai berikut :  
(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi 
kerbau atau sapi, atau menyuruh memberi surat serupa itu atas nama 
palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-
olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat yang palsu atau dipalsukan tersebut pada ayat (1) 
seolah-olah asli dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai de-
ngan kebenaran. 
 
Pasal 271 tersebut melarang terhadap 3 (tiga) perbuatan, yakni 2 (dua) 
pada ayat (1) dan 1 (satu) pada ayat (2). 
Adapun unsur-unsur Pasal 271 adalah : 
Pasal 271 ayat (1) kesatu 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : 
- Membuat palsu 
- Memalsu; 
b. Obyeknya : surat pengantar kerbau dan sapi. 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar. 
Pasal 271 ayat (1) kedua : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : Menyuruh memberi surat; 
b. Obyeknya : surat pengantar kerbau dan sapi 
c. Atas nama palsu atau dengan menunjuk suatu keadaan palsu; 
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Unsuk subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar. 
Pasal 271 ayat (2)  
Unsur obyektif :  
a. Perbuatan : memakai 
b. Obyeknya : surat pengantar kerbau dan sapi yang palsu atau     dipalsu; 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar. 
Pemerintah telah mengatur pengangkutan binatang-binatang peliharaan 
dari suatu daerah ke daerah lainnya, misalnya dari Lombok ke Jakarta. Maksud 
pengaturan tersebut antara lain untuk mencegah pengrusakan suatu daerah atau 
untuk mencegah pemindahan penyakit binatang, atau untuk mencegah dipo-
tongnya  ternak-ternak betina yang masih subur dan lain sebagainya. Biasanya 
dengan adanya pembatasan menimbulkan permintaan yang lebih tinggi dari 
penawaran. Hal seperti ini menggiurkan untuk melakukan pemalsuan surat 
pengantar.47 
Hal tersebut juga dikatakan oleh Adami Chazawi bahwa dibentuknya keja-
hatan ini, berhubungan langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan/ 
pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah 
Indonesia, dengan maksud mencegah penyakit hewan dari satu daerah ke daerah 
yang lain, juga untuk menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak 
tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat yang tidak 
menguntunkan bagi perekonomian. Untuk maksud tersebut maka pengangkutan/ 
perpindahan ternak perlu diatur dengan cara memberikan izin pengangkutan bagi 
ternak tersebut, yang dalam Pasal 271 disebut dengan surat pengantar bagi 
kerbau dan sapi.48 
3.6 Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik 
Delik pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik diatur dalam 
Pasal 274 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
                                                          
47 S.R. Sianturi, Op. Cit. hal. 426-427 
48 Adami Chazawi, Op. Cit. hal. 134-135 
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(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsu surat keterangan seorang 
pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya 
atas sesuatu benda, dengan maksud memudahkan penjualan atau 
penggadaiannya untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepoli-
sian  tentang asalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun; 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud ter-
sebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu-
kan. 
 
Unsur-unsur Pasal 274 adalah : 
Ayat (1) 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : 
- Membuat palsu; 
- Memalsu; 
b. Obyeknya : surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah 
tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda; 
Unsur subyektif : dengan maksud : 
- Untuk memudahkan penjualannya; 
- Untuk memudahkan penggadaiannya; 
- Untuk menyesatkan pejabat kehakiman  atau kepolisian. 
Ayat (2)  
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : memakai  
b. Obyeknya : surat-surat keterangan ayat (1) 
Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-
olah surat asli dan tidak dipalsu. 
Surat keterangan yang dipalsukan dalam pasal ini ialah surat keterangan 
yang pada umumnya banyak diberikan oleh pegawai pamong praja, termasuk apa-
rat pamong desa kepada penduduk yang akan membawa atau menjual barang-
barangnya, untuk menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik dari penduduk 
itu. Pemberian surat keterangan semacam itu sebenarnya tidak berdasarkan atas 
suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia 
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dipandang perlu untuk menghindarkan dugaan-dugaan dari pihak lain, bahwa 
barang itu adalah hasil dari kejahatan. Apabila surat keterangan seperti itu  dipal-
sukan, dapat dituntut berdasarkan Pasal ini.49 
Pemalsuan surat keterangan sejenis ini biasanya dilakukan untuk memu-
dahkan penjualan barang-barang gelap atau yang berasal dari kejahatan. Unsur 
memudahkan artinya surat itu mempunyai pengaruh terhadap kemudahan untuk 
penjualannya atau penggadaiannya. Artinya tanpa surat itu penjualannya atau 
penggadaiannya tidak dapat dilakukan, ataupun dapat dilakukan tetapi tidak se-
mudah bila ada surat semacam itu. 
3.6 Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan 
Delik menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan diatur dalam Pasal 
275 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa 
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 
264 Nomor 2 sampai 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama  9 
(sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu 
lima ratus rupiah); 
(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 275 tersebut, maka dapat dirinci unsur-unsur-
nya sebagai berikut : 
Unsur obyektif :  
a. Perbuatan : menyimpan; 
b. Obyeknya :  
- Benda; 
- Bahan 
c. Yang digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 
264 Nomor 2 sampai nomor 5. 
Unsur subyektif : yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan 
dalam Pasal 264 Nomor 2 sampai Nomor 5. 
Menyimpan untuk dapat digunakan oleh si penyimpan dapat diartikan me-
nyediakan atau membuat benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa 
                                                          
49 R. Sugandhi, Op.Cit. hal. 288 
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yang bilamana diperlukan ia dapat dengan segera mempergunakannya. Dalam 
menyimpan tidak perlu benda atau bahan tersebut berada dalam penguasaannya, 
dapat juga berada pada tangan orang lain atas permintaannya atau perintahnya, 
dan orang lain tersebut tunduk sepenuhnya atas perintah orang itu mengenai 
benda  atau bahan tadi. 
4.  Rangkuman 
4.1  Delik mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan yang diatur 
dalam KUHP adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur 
keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu 
nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertenta-
ngan dengan yang sesungguhnya; 
4.2  Delik pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 
(empat) golongan, yakni : 
a. Sumpah palsu (Bab IX); 
b. Pemalsuan uang (Bab X); 
c. Pemalsuan materai dan Merek (Bab XI); pemalsuan ini sudah ada UU 
khususnya; dan 
d. Pemalsuan surat (Bab XII). 
4.3  Delik sumpah palsu adalah delik di mana seseorang dalam keadaan tertentu 
diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan keterangan di atas sum-
pah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan di atas 
sumpah, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik keterangan itu 
disampaikan sendiri secara lisan atau tulisan maupun disampaikan melalui 
kuasa yang khusus untuk itu. 
4.4  Keterangan di atas sumpah adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang 
yang sebelum ia mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya akan 
memberikan keterangan yang sebenarnya atau memberikan keterangan yang 
kemudian dikuatkan dengan sumpah. Bila ternyata keterangan yang sengaja 
diberikannya itu bertentangan dengan yang sebenarnya, maka diebut dengan 
sumpah palsu. 
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4.5  Pemalsuan uang terdiri dari pemalsuan uang logam dan uang kertas de-
ngan cara meniru atau memalsu uang, mengedarkan uang palsu, merusak 
uang, mengedarkan uang palsu yang lain dan membuat atau mempunyai 
persediaan benda atau bahan untuk memalsu uang; 
4.6  Pemalsuan surat dijadikan sebagai delik adalah ditujukan kepada  perlin-
dungan hukum terhadap kebenaran akan isi surat-surat. Jenis delik pemal-
suan surat yang diatur dalam KUHP terdiri dari : pemalsuan surat pada 
umumnya, pemalsuan surat yang diperberat, menyuruh memasukkan kete-
rangan palsu ke dalam akte otentik, pemalsuan surat keterangan dokter, 
pemalsuan surat-surat tertentu, pemalsuan surat keterangan pejabat ten-
tang hak milik dan menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat. 
 
C. PENUTUP 
1. Soal Latihan 
1. Sebutkan jenis-jenis delik pemalsuan yang diatur dalam KUHP 
2. Apa yang dimaksud dengan memberikan keterangan di atas sumpah? 
3. Uraiakan unsur-unsur delik sumpah palsu dan keterangan palsu sebagai-
mana yang diatur dalam Pasal  242 KUHP? 
4. Jelaskan pengertian perbuatan meniru dan memalsu pada pemalsuan 
uang? 
5. Dalam hal apa seseorang yang melakukan pemalsuan uang tapi tidak 
dipidana? 
6. Uraikan unsur-unsur delik  meniru atau memalsu uang sebagaimana diatur 
dalam Pasal 244 KUHP? 
7. Uraikan unsur-unsur mengedarkan uang palsu sebagaimana diatur dalam 
Pasal 245 KUHP? 
8. Uraikan unsur-unsur delik merusak uang sebagaimana diatur dalam Pasal 
247 KUHP? 
9. Uraikan unsur-unsur delik membuat atau mempunyai persediaan benda 
atau bahan untuk memalsu uang sebagaimana diatur dalam Pasal 250 
KUHP? 
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10. Sebutkan jenis-jenis pemalsuan surat yang diatur pada Bab XII KUHP? 
11. Jelaskan perbedaan membuat surat palsu dan memalsu surat? 
12. Sebutkan surat yang dapat menjadi obyek pemalsuan surat? 
13. Uraikan unsur-unsur delik pemalsuan surat pada umumnya sebagaimana 
diatur dalam Pasal 263 KUHP? 
14. Uraikan unsur-unsur delik pemalsuan surat yang diperberat sebagaimana 
diatur dalam Pasal 264 KUHP? 
15. Uraikan unsur-unsur delik menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam akte otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP? 
16. Jelaskan unsur yang terkandung dalam perbuatan menyuruh memasuk-
kan  pada delik menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte 
otentik? 
17. Uraikan unsur-unsur delik pemalsuan surat keterangan dokter sebagaima-
na yang diatur dalam Pasal  267 dan 268 KUHP dan bedakan antara kedua 
pasal tersebut? 
18. Uraikan unsur-unsur delik pemalsuan surat-surat tertentu sebagaimana 
diatur dalam  : 
a. Pasal 269 
b. Pasal 270  
c. Pasal 271 
19. Uraikan unsur-unsur delik pemalsuan surat keterangan pejabat tentang 
hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal  274 KUHP? 
20. Uraikan unsur-unsur delik menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan 
surat sebagaimana diatur dalam Pasal  275 KUHP? 
2.  Umpan Balik 
Setelah membahas pokok bahasan pada bab ini yakni delik pemalsuan, 
mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya tentang materi tersebut atau me-
ngajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. 
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BAB III 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA 
TERHADAP KESOPANAN 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Setelah selesai membahas pokok bahasan Delik atau Tindak Pidana ter-
hadap Kesopanan/Kesusilaan, mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan 
secara sistematis tentang jenis-jenis delik terhadap kesopanan/ kesusialaan dan 
menguraikan unsur-unsurnya masing-masing serta dapat menerapkan dalam con-
toh kasus atau kasus nyata. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang : 
- Delik atau tindak pidana yakni pengetahuan tentang pengertian delik 
atau tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur 
subyektif/pembuat (unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yakni unsur 
kesalahan) dan unsur obyektif/perbuatan  (unsur yang terdapat di luar 
diri si pelaku yakni unsur perbuatan), jenis-jenis tindak pidana; 
- Mempunyai pengetahuan tentang penafsiran yakni pengertian penaf-
siran, urutan penafsiran dan jenis-jenis penafsiran; 
- Mempunyai pengetahuan tentang percobaan dalam melakukan tindak 
pidana. 
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Pada mata kuliah Delik-Delik di Dalam Kodifikasi setiap pokok bahasan 
yang terdiri dari delik atau tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, mem-
punyai unsur-unsur yang berbeda, pembahasannya tidak  harus berurutan berda-
sarkan Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP), sehingga tidak dijelaskan 
keterkaitan antara pokok bahasan yang satu dengan pokok bahasan yang lainnya. 
Kecuali antara pokok bahasan pembunuhan dengan pokok bahasan pengania-
yaan khususnya jenis penganiayaan yang berakibat kematian, dan antara pokok 
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bahasan delik harta benda khususnya pencurian dengan kekerasan yang menga-
kibatkan kematian dengan pokok bahasan pembunuhan khususnya pembunuhan 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan tindak pidana lain. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran 
Bahan pembelajaran ini bermanfaat/penting bagi setiap pembelajar yakni 
mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai bahan dasar untuk 
mempelajari lebih lanjut materi yang akan dibahas, sedangkan bagi dosen penting 
sebagai batasan-batasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Delik-Delik dalam Kodifikasi 
sebelum mengikuti setiap pembelajaran, terlebih dahulu harus mempunyai penge-
tahuan dasar tentang delik atau tindak pidana beserta unsur-unsurnya, karena 
setiap pokok bahasan akan diuraikan setiap unsur dari delik atau tindak pidana 
yang dibahas. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP KESOPANAN 
Delik terhadap kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum 
terhadap rasa kesopanan masyarakat. Delik kesopanan dapat dibedakan menjadi 
delik kesopanan di bidang kesusilaan dan delik kesusilaan di luar bidang kesusi-
laan. 
Delik kesopanan di bidang kesusilaan adalah delik yang berhubungan de-
ngan masalah seksual antara lain : a) delik dengan melanggar kesusilaan di depan 
umum, b) delik pornografi (telah diatur dalam UU tentang PornografI), c) delik 
perzinaan, d) pemerkosaan, d) bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang 
dalam keadaan pingsan/tidak berdaya, e) bersetubuh dengan perempuan di luar 
kawin yang umurnya belum 15 tahun, f) bersetubuh dengan perempuan dalam 
perkawinan yang belum waktunya untuk kawin dan menimbulkan akibat luka-luka, 
g)  perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan, orang yang umurnya belum 15 
tahun atau belum waktunya untuk kawin, dan yang lainnya. 
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Delik kesopanan di luar hal-hal yang berhubungan dengan masalah 
seksual, yaitu : a) memberikan minuman keras pada orang yang telah mabuk, 
membuat mabuk seorang anak yang berumur enam belas tahun, dan memaksa 
orang meminum minuman yang memabukkan, b) menyerahkan anak yang umur-
nya belum dua belas tahun pada orang lain untuk dipakai melakukan pengemisan, 
c) penganiayaan dan penganiayaan ringan terhadap binatang dan d) perjudian.  
Pembahasan dalam Bab III ini penulis hanya membatasi pada beberapa 
jenis delik kesusilaan, yakni : 
1. Delik Kesusilaan dalam Hal Persetubuhan 
1.1  Perzinaan 
Tindak pidana perzinaan dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, yang seleng-
kapnya adalah sebagai berikut : 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan: 
1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal  
    diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. 
b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina  pa-
dahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. 
c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada-
hal  diketahuinya bahwa yang turut bersalah terlah kawin. 
d. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melaku-
kan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut 
bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. 
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang 
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam teng-
gang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-
meja dan ranjang karena alasan itu juga. 
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75. 
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang 
pengadilan belum dimulai. 
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(5) Jika suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan sela-
ma perkawinan belum diputuskan karena penceraian atau sebelum pu-
tusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. 
Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan ayat (1) saja, terdiri dari empat 
macam larangan, yakni: 
1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 
BW berlaku baginya; 
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal dike-
tahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketa-
huinya telah kawin;  
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang 
diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. 
Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, 
apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu: 
1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan sua-
mi atau bukan istrinya; 
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW; 
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan. 
Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berla-
ku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya 
melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki 
atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melaku-
kan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani 
tanggung jawab yang sama dengan sipembuat zina itu sendiri. Turut serta mela-
kukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peser-
ta (medepleger). 
Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, 
yaitu: 
1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan sua-
minya atau istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah; 
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2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW; 
3. Temannya yang melakukan persetubuhaan itu tunduk pada Pasal 27 
BW; 
4. Diketahuinya (unsur kesalahan kesengajaan) bahwa; 
a. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beris-
tri, dan 
b. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuhan itu. 
Sementara itu, apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak tun-
duk pada Pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya 
tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkua-
litas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun 
perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak sedang beristri atau 
tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-
duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina 
maupun turut serta melakukan zina. 
Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, di mana dalam waktu yang 
bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perem-
puan hanya boleh dengan satu suami. 
Pada dasarnya ketentuan ini sama dengan ketentuan pada Pasal 2 Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pada asasnya dalam 
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita 
hanya boleh mempunyai seorang suami. Karena pasal ini sudah mencakup keten-
tuan tersebut pada Pasal 27 BW, maka berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, 
Pasal 284 harus dibaca tanpa penyebutan Pasal 27 BW lagi. Jadi jika seorang pria 
yang sudah kawin, melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan 
isterinya, maka ia telah melakukan delik perzinaan, tanpa mempersoalkan apakah 
Pasal 27 BW berlaku baginya, atau dengan kala lain tanpa mempersoalkan apa-
kah dia hanya boleh mempunyai seorang isteri atau tidak, karena Undang-Undang 
Perkawinan berlaku umum, kecuali jika mendapat izin dari isterinya untuk beristeri 
lebih dari satu.50 
                                                          
50 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta, 2016, hal. 225 
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Selanjutnya dikatakan bahwa makna Pasal 284 adalah bahwa hanya pela-
ku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai 
pezina, jika keduanya sudah terikat perkawinan maka keduanya disebut pezina. 
Jika salah satu saja yang terikat perkawinan, maka yang belum/tidak terikat 
perkawinan itu disebut dengan peserta pezina saja. Dan jika keduanya belum/tidak 
terikat perkawinan , maka tidak ada pezina diantara mereka.51 
 Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat 
kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana 
alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan mengeluarkan atau 
tidak mengeluarkan air mani. 
Adami Chazawi menyatakan bahwa pengertian zina menurut Pasal 284 
yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut di 
atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu seba-
gai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar 
belakang pada pedoman nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut 
hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena 
itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di 
luar perkawinan, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.52 
Hal tersebut dikemukakan pula oleh S.R. Sianturi bahwa persetubuhan mau 
sama mau dipandang sebagai perzinaan, jika karena nya terjadi pelanggaran ter-
hadap janji setia perkawinan atau terhadap keluhuran perkawinan. Yang dapat 
melanggar janjinya sendiri untuk setia perkawinan adalah yang terikat pada perka-
winan itu sendiri. Karenanya maka yang pezinaan hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang sudah terikat perkawinan.53 
Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam se-
gala kejadian perzinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pem-
buat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.  
                                                          
51 S.R. Sianturi, Ibid, hal. 225 
52 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT RajaGrafindo Persada, Jakar-
ta, 2005, hal. 59 
53 S.R. Sianturi, Op.Cit., hal. 225 
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Pengaduan dalam Pasal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya tuntutan-
nya harus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinaan, 
tidak dapat yang dituntut hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Namun mes-
kipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, namun pihak kepolisian 
tidak dilarang untuk melakukan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa seperti itu. 
Bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk men-
cegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman 
umum.54 
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Soenarto Soerodibroto55 yang me-
nyatakan bahwa mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk ter-
wujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak 
dapat dipisahkan satu dengan yang lain (onsplitsbaarheld), walaupun si pengadu 
mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak 
menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak 
diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa penuntut umum, tidak menjadikan 
hapus haknya untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadu-
kan berdasarkan asas opportunitas. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Mahka-
mah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya No. 52 K/Kr/1953 tanggal 19 
Maret 1995, yang menyatakan bahwa “Suatu pengaduan perihal kejahatan perzi-
naan (operspel), yang oleh suami hanya dimajukan terhadap si lelaki yang mela-
kukan perzinaan itu.Tidaklah mungkin berhubung dengan sifat yang tidak dapat 
dipisahkan (onsplitsbaarheid) dari pengaduan itu (pendapat Jaksa Agung). Penga-
duan semacam itu berarti pengaduan juga terhadap istri yang melakukan perzina-
han, tetapi penuntut umum leluasa untuk tidak menuntut si istri itu berdasarkan 
atas opportuniteit” 
Pengaduan yang dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga 
bulan, bagi yang tunduk pada BW diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah 
                                                          
54 R. Sugandhi, KUHP dan Pembahasannya, Usaha Nasioanal, Surabaya, hal.302 
 
55  Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP  Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hoge Raad, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.170 
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meja dan tempat tidur. Akan tetapi, bagi yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW 
syarat yang disebutkan terakhir tidak diperlukan. 
Dalam hal pengaduan semacam ini, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 tidak 
berlaku. Pasal 72 mengenai pengaduan yang belum dewasa yang umumnya be-
lum genap enam belas tahun atau di bawah pengampuan. Pasal 73 tentang kor-
ban yang berhak mengadu meninggal dunia. Pasal 75 tentang hak menarik penga-
duan dalam waktu tiga bulan. 
Pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan 
di sidang pengadilan. Dalam praktik, pada sidang pertama hakim terlebih dulu 
menanyakan pada saksi pengadu apakah dia tetap akan meneruskan pegaduan-
nya, ataukah akan menariknya? Apabila dalam sidang itu si pengadu menyatakan 
dia menarik pengaduannya, maka hakim tidak melanjutkan dan menghentikan 
pemeriksaannya. Apabila dalam sidang pertama itu pengadu tidak menariknya, 
untuk seterusnya dia tidak dapat lagi menarik pengaduan itu. 
1.2 Pemerkosaan 
Tindak pidana pemerkosaan (verkrachting) dimuat dalam Pasal 285 KUHP 
yang rumusannya adalah sebagai berikut : 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seo-
rang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam kare-
na melakukan perkosaan dengan pidana pejara paling lama 12 (dua belas) 
tahun. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro56 menyatakan bahwa kata perkosaan seba-
gai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni verkrachting tidaklah tepat 
karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan 
menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi verkrachting, yakni perkosaan untuk 
bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 
ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. 
Apabila rumusan pemerkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur seba-
gai berikut. 
                                                          
56 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta- 
Bandung, 1980, hal. 103 
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a. Perbuatan: memaksa; 
b. Caranya: 1) dengan kekerasan; 
   2) ancaman kekerasan; 
c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya; 
d. Bersetubuh dengan dia; 
Subyek dalam Pasal 285 hanyalah pria yang normal (bukan pria yang impo-
ten), karena syarat pasal tersebut adalah pesetubuhan yang hanya dapat dilaku-
kan pria yang normal dan korbannya adalah wanita. 
Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang dituju-
kan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan 
dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang 
yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya 
ini setidaknya ada dua macam, yaitu : 
a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau 
b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dike-
hendaki orang yang memaksa. 
Untuk yang pertama terdapat pada memaksa menurut Pasal 285, yakni ber-
setubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa Pasal 289 
dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sementara itu, untuk yang ke-
dua misalnya terdapat pada Pasal 368 (pemerasan), 369 (pengancaman) di mana 
perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan 
yang sama dengan kehendaknya, yakni menyerahkan benda, menghapuskan piu-
tang dan membuat utang. 
Cara-cara memaksa di sini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (ge-
weld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld). Dua cara memaksa itu 
tidak diterangkan lebih jauh dalam undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, 
ada Pasal 89 yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu mem-
buat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekera-
san.  
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R. Soesilo57 memberi arti kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Menurut Satochid Kartane-
gara58  kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekua-
tan badan yang tidak ringan atau agak berat. 
Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang 
bersangkutan, yaitu sebagai berikut59. 
a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan 
disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada casual-
verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contoh-
nya kekerasan pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara dari 
memaksa bersetubuh.  
b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, 
bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan 
pada Pasal 211 atau Pasal 212. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 
(kekerasan yang disebut pertama) dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara/upa-
ya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujud-
kan disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan 
badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. 
Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekera-
san terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (wa-
laupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai 
atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertenta-
ngan dengan kehendaknya sendiri. 
Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya 
cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul 
                                                          
57 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor,  hal. 98 
58 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, Balai Lektur Mahasiswa, 
tt, hal. 192 
59 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 64 
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dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain seba-
gainya. 
Kini apakah yang dimaksud dengan ancaman kekerasan? Ancaman keke-
rasan adalah “ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada 
dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa 
perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar 
yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan ke-
mudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang di-
inginkan pelaku.” Contoh si laki-laki (pembuat) menghunus belati dengan mengan-
cam hedak melukai tubuh atau membunuh korban dengan belati dan memkasa 
korban untuk bersetubuh dengan dia, yang akibatnya korban secara psikis timbul 
rasa ketakutan akan ditusuk dengan belati. Rasa cemas akan dibunuh, menye-
babkan korban menjadi tidak berdaya sehingga dalam keadaan yang tidak berda-
ya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap dirinya. 
Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai beri-
kut60: 
1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang be-
rupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan 
permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih be-
sar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang 
menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa 
takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan). 
2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima 
kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak 
dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu be-
nar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting da-
lam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada 
diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu 
perbuatan terhadap dirinya. 
                                                          
60 Adami Chazawi, Ibid, hal. 66 
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Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan 
yang bukan istrinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu 
terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat 
terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat da-
ri perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan 
itu. Oleh karena itu, pemerkosaan ini adalah tindak pidana materiil, dan bukan 
tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam 
Pasal 285 yakni memaksa. 
 Bersetubuh adalah masuknya alat kelamin pria ke alat kelamin si wanita 
sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria ha-
nya menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetu-
buhan, melainkan percabulan dalam arti sempit yang untuk itu diterapkan Pasal 
289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh pria yang memaksa tersebut. 
Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka adalah 
peserta petindak (mededader).61 
Dalam rangka pembahasan pasal ini dapat dipertanyaan, mungkinkah seo-
rang wanita justru yang memperkosa pria?  
S.R. Sianturi62 menyatakan bahwa pada jaman emansipasi wanita dewasa 
ini, tidak mustahil seorang wanita karateka membanting seorang pria. Namun kira-
nya hal seperti itu belum perlu dipertimbangkan untuk dijadikan delik dengan ala-
san: 
a.  Pada umumnya pria yang terancam apabila dipukul tidak membuat dia 
bergairah, yang karenanya tidak mungkin untuk memasukkan/dima-
sukkan kemaluannya; 
b.  Jika terjadi persetubuhan seperti ini pada umumnya justru wanita yang 
akan lebih rugi, karena kemungkinan dia hamil yang akan mengun-
dang kehinaan bagi dirinya. 
1.3 Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang dalam Keadaan Pingsan 
                                                          
61 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 231 
62 S.R. Sianturi, Ibid., hal. 231-232 
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Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan yang dimaksudkan ini, diru-
muskan dalam Pasal 286 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. 
Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, 
padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 
Apabila dirinci rumusan Pasal 286 tersebut di atas, terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut. 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: bersetubuh; 
b. Objeknya: seorang perempuan bukan istrinya; 
c. Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; 
Unsur Subjektif: 
d. Diketahuinya perempuan itu dalam keadaaan pingsan atau tidak ber-
daya 
Persamaan antara kejahatan Pasal 286 dengan Pasal 285, ialah sebagai 
berikut: 
1. Persetubuhan itu telah terwujud pada perempuan (korban), pada saat 
korban dalam keadaan tidak berdaya. 
2. Perempuan (korban) bukan istri si pembuat. 
Sementara itu, perbedaannya, ialah sebagai berikut. 
1. Ketidakberdayaan atau pingsan perempuan (korban) pada Pasal 286 
ini tidak disebutkan sebab-sebabnya, yang jelas bukan sebab dari per-
buatan si pembuat sebab jika disebabkan oleh si pembuat maka masuk 
dalam Pasal 285. Akan tetapi, pada Pasal 285 ketidakberdayaan dise-
babkan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 
si pembuat. Misalnya seorang dokter menyuntikkan obat tidur pada se-
orang pasien perempuan, dalam keadaan tertidur kemudian perempu-
an itu disetubuhinya. 
2. Persetubuhan menurut Pasal 286 ini merupakan unsur perbuatan, se-
dangkan menurut Pasal 285 adalah yang dituju oleh perbuatan memak-
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sa atau apa yang dikehendaki si pembuat, yang sekaligus adalah unsur 
akibat konstitutif dalam perkosaan. 
3. Pada Pasal 286 terdapat unsur diketahui bahwa perempuan itu dalam 
keadaan tidak berdaya atau pingsan, yang dalam Pasal 285 tidak ada 
unsur demikian. 
Keadaan pingsan dan keadaan tidak berdaya memiliki perbedaan makna 
walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna 
itulah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sa-
darkan diri, yang dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat 
oleh orang lain dalam hal ini disetubuhi terhadap dirinya. Orang dalam keadaan 
tidur biasa, tidaklah disebut dalam keadaan pingsan. Akan tetapi, keadaan tidur 
karena menelan obat tidur, atau disuntik dengan obat tidur, keadaan tidur itu dapat 
disebut dengan keadaan pingsan. Misalnya orang dalam keadaan tidak sadar 
karena meminum obat penenang yang melebihi dosis, atau obat tidur. Akan tetapi, 
dalam keadaan tidak berdaya orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah 
diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong de-
ngan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-
laki yang memperkosanya, atau dalam keadaan sakit.63 
Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah  merupakan unsur 
objektif, yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Untuk yang disebutkan ter-
akhir, yaitu disadari atau diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan ping-
san atau tidak berdaya adalah berupa unsur subyektif, yakni unsur kesalahan da-
lam bentuk kesengajaan si pembuat. 
Pada kejahatan Pasal 286 ini oleh Pasal 291, ditetukan adanya dua alasan 
pemberatan pidana yaitu: (1) jika mengakibatkan luka berat; dan (2) jika mengaki-
batkan kematian bagi perempuan (korban). Akibat luka berat korban diperberat 
ancaman pidana penjara menjadi selama-lamanya dua belas tahun. Sementara 
itu, akibat kematian diperberat pidana penjaranya paling lama lima belas tahun. 
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1.4 Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Umurnya Belum 15 Ta-
hun 
Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 287, yang 
selengkapnya sebagai berikut. 
1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawi-
nan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umur-
nya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia 
belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 9 (sembilan) tahun. 
2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perem-
puan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal 
berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294. 
Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) dirinci terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut. 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: bersetubuh; 
b. Objek: dengan perempuan di luar kawin; 
c. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum 
waktunya kawin; 
Unsur Subjektif: 
d. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 
tahun. 
Berbeda dengan Pasal 285 dan 286 di mana persetubuhan itu terjadi di luar 
kehendak korban perempuan, pada Pasal 287 ini persetubuhan itu terjadi atas 
persetujuan perempuan itu sendiri. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 
ini adalah pada umur wanita yang belum lima belas tahun atau belum waktunya 
untuk dikawin. 
Perempuan di luar kawin, artinya bukan istrinya. Pada dasarnya hukum 
pidana tidak mengancam pidana pada pembuat yang menyetubuhi perempuan 
belum berumur lima belas tahun. Jika perempuan itu adalah istrinya sendiri, ke-
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cuali apabila dari persetubuhan itu menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau 
kematian (Pasal 288). 
Pengertian belum waktunya untuk dikawin, adalah belum waktunya dise-
tubuhi. Indikator belum waktunya untuk disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan 
secara psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya masih wajah anak-
anak atau tubuh kecil, seperti tubuh anak-anak pada umunya, belum tumbuh buah 
dadanya atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang 
haidnya. Secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang 
bermain-main seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.64 
Dalam kejahatan  ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: 
(1) Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun; dan 
(2) Kealpaan, yakni sepatutnya harus diduganya umurnya belum lima be-
las tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin. 
Kejahatan Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan relatif karena pega-
duan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan 
pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika 
dalam melakukan persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam 
Pasal 291 dan 294. Akan tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan pada anak 
perempuan belum berumur dua belas tahun, dan terdapat unsur-unsur yang dise-
butkan dalam Pasal 291 dan 294, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana 
aduan. 
Unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 291, merupakan unsur akibat per-
buatan menyetubuhi, yakni luka-luka, luka berat dan kematian. Unsur ini disebut 
dengan unsur akibat konstitutif (constitutiefgevolg) yang timbul setelah dilakukan-
nya perbuatan. Antara perbuatan dan akibat terdapat casual verband, artinya 
akibat-akibat itu benar-benar langsung diakibatkan oleh sebab persetubuhan. 
Sementara itu, yang dimaksud dengan salah satu dari hal berdasarkan Pa-
sal 294, ialah bila persetubuhan itu dilakukan pada anak kandungannya, anak tiri, 
anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya. 
 
                                                          
64 Adami Chazawi, Ibid., hal. 71 
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Catatan : 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur lebih 
khusus tentang persetubuhan terhadap anak, baik yang dilakukan dengan keke-
rasan atau dengan ancaman kekerasan maupun dengan tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau de-
ngan orang lain, sehingga pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut ti-
dak diterapkan  Pasal 287 KUHP, tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak yakni 
pada Pasal 81 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. 
- Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau anca-
man kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  dengan-
nya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan laing singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
sedikit Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah); 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) berlaku 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, se-
rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubu-
han dengannya  atau dengan orang lain. 
 
Pasal ini telah diubah dengan : 
- Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara  paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu musli-
hat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dila-
kukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anca-
man pidana sebagaimana dimaksud ayat (1). 
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Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain. 
1.5 Bersetubuh dengan Istri yang Belum Waktunya untuk Dikawin 
Kejahatan yang dimaksudkan ini dirumuskan dalam Pasal 288 yang seleng-
kapnya adalah: 
(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perem-
puan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan meng-
akibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4  
(empat) tahun. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana pen-
jara paling lama 8 (delapan) tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun. 
 
Mengenai deliknya, dirumuskan pada ayat (1), sedangkan ayat (2) dan ayat 
(3) merumuskan dasar pemberatan pidananya. Kejahatan pada ayat (1) terdapat 
unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur-unsur Objektif: 
a. Perbuatannya: bersetubuh; 
b. Objek: dengan perempuan istrinya yang belum waktunya dikawin; 
c. Menimbulkan akibat luka-luka; 
Unsur Subjektif: 
d. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu be-
lum waktunya untuk dikawin. 
Berbeda dengan yang ditentukan pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 
287, pada Pasal 288 dicantumkan bahwa  status wanita tersebut adalah dalam 
perkawinan. Ukuran untuk menentukan status di dalam perkawinan adalah Un-
dang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya seperti diuraikan pada 
Pasal 284 dan seterusnya. Jadi kawin gantung yang dikenal dalam hukum adat, 
tidak dapat diterapkan dalam pasal ini.65 
                                                          
65 S.R. Sianturi, Op.Cit, hal. 234 
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Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa seorang 
wanita baru dapat diijinkan untuk kawin, jika ia telah berumur 16 tahun atau jika 
umurnya kurang dari itu harus telah memperoleh dispensasi dari pengadilan. 
Dalam pasal ini tidak ditentukan batas umur seperti tersebut seperti pada Pasal 
286. Karenanya tidak dipersoalkan apakah wanita itu berumur 16 tahun atau 
kurang dari itu. Ukurannya ialah bahwa sudah dapat dikawin atau tidak dan harus 
dihubungkan dengan sudah dapat disetubuhi atau tidak. 
Perempuan yang disetubuhi si pembuat ini adalah istri sendiri, yang belum 
waktunya dikawin. Belum waktunya dikawin artinya belum pantas untuk disetubuhi 
karena masih anak-anak. Pada Pasal 288 ini tidak dimasukkan unsur belum ber-
umur lima belas tahun seperti pada Pasal 287. Apakah di sini tidak berlaku menge-
nai umur belum lima belas tahun? Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 287 yang 
menyebutkan sebagai alternatif dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal 
tidak diketahui secara jelas umumnya adalah belum waktunya untuk dikawin, ma-
ka dalam Pasal 288 ini dapat juga diartikan (ditafsirkan) bahwa perempuan (istri-
nya) yang belum waktunya untuk dikawin itu belum berumur lima belas tahun (pe-
nafsiran sistematis). 
Menyetubuhi istrinya yang belum waktunya untuk dikawin ini tidaklah dila-
rang dan tidak dipidana. Baru dapat dipidana apabila dari persetubuhan itu timbul 
akibat luka-luka. Akibat luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istrinya) itu 
belum waktunya untuk disetubuhi. Sebab perempuan yang sudah pantas disetu-
buhi, tidaklah menimbulkan luka-luka sebagaimana yang dimaksudkan di sini, 
apalagi luka berat. Robeknya selaput dara (keperawanan) semata-mata karena 
persetubuhan tidaklah masuk dalam pengertian luka-luka di sini. Karena robeknya 
keperawanan itu adalah suatu keharusan dari persetubuhan pertama. Jadi, yang 
dimaksud dengan luka-luka adalah luka-luka lain di luar robeknya selaput dara. 
Misalnya luka-luka di dalam liang vagina. Jadi unsur akibat ini adalah berupa unsur 
syarat untuk dapatnya dipidana, yang timbul setelah perbuatan menyetubuhi dila-
kukan. 
Apabila akibat menyetubuhi itu bukan sekedar luka-luka, tetapi luka berat, 
maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Bahkan apabila 
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berakibat kematian istrinya itu, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun. Akibat luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan 
pidana pada Pasal 288 ini. 
Mengenai luka berat oleh undang-undang telah diberikan pengertian khu-
sus secara limitatif oleh Pasal 90, maka tidak ada luka berat lain di luar dari yang 
telah disebutkan secara limitatif menurut Pasal 90 tersebut. 
2. Delik Kesusilaan dalam Hal Perbuatan Cabul 
Tindak pidana atau delik kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan 
dalam Pasal: 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295,  dan 
Pasal 296, yang semuanya merupakan kejahatan.  
2.1 Perbuatan Cabul yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan 
Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga 
disebut dengan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya 
berbunyi: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seo-
rang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dian-
cam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusila-
an, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 
Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur beri-
kut. 
a. Perbuatannya: memaksa; 
b. Caranya dengan: 
1) Kekerasan; 
2) Ancaman kekerasan; 
c. Objeknya : seorang untuk : 
1) Melakukan; atau 
2) Membiarkan dilakukan; 
d. Perbuatan cabul 
Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan pemekosa-
an bersetubuh (Pasal 285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak 
pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) 
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dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada 
pemerkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat 
dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada berbuat 
cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, 
baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebalinya korban 
yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang 
yang dipaksa pada pemerkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, se-
dangkan pada berbuat cabul korbannya boleh laki-laki atau seorang perempuan. 
Adami Chazawi66 menyatakan bahwa perbuatan memaksa ditujukan pada 
dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiar-
kan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan 
perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul 
dilakukan? Pada rumusan Pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya 
ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa 
orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa 
seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh 
kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal 
ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipak-
sa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang 
bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya. 
Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul 
adalah si pembuat yag memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau me-
megang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan 
itu. 
Pengertian perbuatan cabul (ontuchtigehandelingen) adalah segala macam 
wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada 
orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tu-
buh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau 
menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seo-
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rang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut de-
ngan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289. Mengapa begi-
tu? Karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetu-
buhan terjadi, bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi pemerkosaan (Pasal 
285).67 
Begitupula S.R. Sianturi68 menyatakan bahwa mengenai perbuatan cabul 
di dalam KUHP tidak dijelaskan pengertiannya. Untuk penjelasan Pasal 289 dise-
butkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga perse-
tubuhan. Kiranya hal ini  dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetu-
buhan di mana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ma-
suknya alat kelamin itu sampai keluar spermanya dan dapat membuahi atau  
menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain adalah bahwa pokoknya 
alat kelamin pria masuk ke alat kelamin wanita dan tidak dipersoalkan apakah 
sperma tersebut keluar atau kemudian dibuang oleh pria tersebut. Jika terdapat 
kesulitan untuk membuktikan adanya persetubuhan sebaiknya disubsiderkan dak-
waannya. Pengertian percabulan termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya di 
mana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya dan bahkan 
memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi. 
Perbuatan cabul dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita 
atau sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Oleh karena itu pelaku 
delik ini bisa seorang pria atau seorang wanita. 
2.2 Perbuatan Cabul terhadap Orang Pingsan, Orang yang Belum Berumur 15 
Tahun 
Tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal 290 KUHP yang rumu-
sannya sebagai berikut :   
Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun : 
1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal 
diketauinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal 
diketahuinya atau sepatutnya  harus diduganya, bahwa umurnya belum 
                                                          
67 Adami Chazawi, Ibid., hal. 80 
68S.R. Sianturi, Op.Cit, hal.235 
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15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersang-
kutan belum waktunya untuk dikawin; 
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 
harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau 
umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 
bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. 
 
Pada Pasal 290 ada 3 (tiga) bentuk delik yang dirumuskan pada butir 1, 
butir 2 dan butir 3. 
Butir 1 
Unsur-unsurnya adalah : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : perbuatan cabul; 
b. Obyeknya : dengan seorang; 
c. Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya 
Unsur Subyektif : Diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan 
atau tidak berdaya 
Obyek delik ini adalah orang pingsan atau tidak berdaya. Delik ini untuk 
melindungi kepentingan hukum orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-
perbuatan tidak senonoh. Pingsan adalah suatu keadaan seorang yang tidak 
sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya. 
Segala perbuatan yang dilakukan terhadap tidak diketahuinya, di sini ketidakber-
dayaan itu bersifat mutlak, sementara itu ketidakberdayaannya itu terletak di luar 
ketidaksadaran diri.69 
Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur obyektif, yang se-
kaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si 
pelaku yang berbuat cabul. Pembuat dalam hal ini disyaratkan harus mengetahui 
bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan wajib di-
buktikan. 
 
 
                                                          
69 Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 82 
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Butir 2  
Unsur-unsurnya adalah : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatannya  : perbuatan cabul; 
b.  Obyeknya : dengan seseorang; 
c. Yang umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang ter-
sebut belum waktunya untuk dikawin. 
Unsur subyektif : Diketahuinya atau sepatutnya harus  diduga bahwa umur-
nya belum 15 tahun. 
Delik dalam Pasal Pasal 290 butir 2 mirip dengan delik dalam Pasal  287 
ayat (1), kemiripan itu karena unsur-unsurnya sama, kecuali : 
1. Unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, sedangkan 
menurut Pasal 290 butir 2 adalah perbuatan cabul; 
2. Unsur obyek delik menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang 
bukan isterinya, tetapi obyek delik menurut Pasal 290 butir 2 adalah 
dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan. 
S.R. Sianturi70 bahwa Pasal 290 butir 2 merupakan ketentuan penampung 
dalam hal ada kesulitan untuk membuktikan persetubuhannya. Namun jika ter-
nyata  dapat dibuktikan ada persetubuhan dan yang didakwakan Pasal 290 butir 
2, maka si pelaku tetap dapat dipidana berdasarkan Pasal 290 butir 2, karena 
perbuatan cabul juga mencakup persetubuhan. Perbedaannya ada pada sanksi, 
yaitu ancaman pidana Pasal 287 lebih tinggi dari ancaman pidana maksimumnya. 
Butir 3 
Unsur-unsurnya adalah : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatannya : membujuk 
b. Obyeknya  : orang yang  
- Umurnya belum 15 tahun, atau 
- Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin. 
 
                                                          
70 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 238 
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c. Untuk melakukan : 
- Perbuatan cabul; 
- Dilakukan perbuatan cabul; 
- Bersetubuh di luar perkawinan. 
 Unsur subyektif : yang diketahuinya umurnya belum 15 tahun, atau jika 
tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya 
untuk dikawin. 
Untuk butir 3, subyeknya bisa pria bisa pula wanita, dalam hal ini ada 3 
macam perbuatan yang dikehendaki si pelaku untuk dilakukan oleh korban, yakni 
: 1) melakukan perbuatan cabul dengan orang ketiga, 2) membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul pada dirinya oleh  orang lain, dan 3) bersetubuh di luar perka-
winan dengan orang lain. 
Khusus untuk yang ke 3 perlu mendapat perhatian bahwa pengertian per-
setubuhan tidak harus diartikan sebagaimana diutarakan pada Pasal 285, Pasal 
286 dan seterusnya, karena jika yang dibujuk adala pria yang masih berumur 10 
tahun misalnya, dapat dibayangkan bahwa spermanya belum akan dapat mem-
buahkan pada seorang wanita. Dan jika seorang wanita yang dibujuk itu, juga 
belum tentu akan dapat terjadi persetubuhan yang sesungguhnya.71 
Catatan : 
 Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan cabul terhadap orang 
yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 290 butir 2 dan butir 3 tidak 
diterapkan lagi, tetapi yang diterapkan adalah Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbua-
tan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000. 
                                                          
71 S.R. Sianturi, Ibid, hal.239 
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000.00,- (tiga jatus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00,- 
(enam puluh juta rupiah). 
 
Pasal ini telah diubah dengan : 
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00,- (lima miliar rupah); 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-
kan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kepen-
didikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 76E  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, me-
maksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbua-
tan cabul 
 
2.3 Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (Homoseksual) 
Delik perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual) diatur dalam Pasal 292 
KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : 
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama 
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewa-
sa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
Adapun unsur-unsur Pasal 292 adalah : 
Unsur obyektif : 
a. perbuatannya : cabul; 
b. obyeknya        : orang yang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. 
Unsur subyektif    :  
c. yang diketahuinya belum dewasa, atau yang seharusnya patut diduga-
nya belum dewasa. 
Subyek Pasal 292 adalah seorang dewasa pria atau wanita, sedang korban 
harus orang yang sejenis kelamin yang belum dewasa. Bukan sebaliknya. Apabila 
korban itu lain jenis kelamin, maka yang diterapkan adalah Pasal 290 dengan 
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memperhatikan umur atau sudahkah waktunya untuk dikawin sebagaimana diten-
tukan dalam pasal tersebut (dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan 
Anak, maka yang diterapkan adalah undang-undang tersebut). 
Sama seperti perzinaan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang 
terlibat, kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang yang lain jenis, tetapi pada 
perbuatan cabul menurut pasal ini  terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, 
lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Karena perzinaan disya-
ratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut pasal ini 
tidak mungkin terjadi persetubuhan karena dilakukan antara sesama jenis kela-
min. 
Unsur kesalahan ada dua macam yakni bentuk kesengajaan dengan peru-
musan diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa dan 
bentuk kealpaan dengan perumusan sepatutnya dapat diduga berdasarkan kea-
daan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa. 
Mengenai pengertian dewasa sebelum berlakunya Undang-Undang Perlin-
dungan Anak, maka menurut S.R Sianturi yang digunakan adalah Pasal 7 Un-
dang-Undang Perkawinan yakni pria yang berumur di bawah 19 tahun dan bagi 
wanita yang berumur di bawah 16 tahun. 
Catatan : 
 Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan cabul sesama jenis 
kelamin terhadap orang yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 292 
KUHP tidak diterapkan lagi, tetapi yang diterapkan adalah Pasal 82  ayat (1) jo. 
Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan per-
buatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
ta-hun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 
000.000.00,- (tiga jatus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00,- 
(enam puluh juta rupiah). 
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Pasal ini telah diubah dengan : 
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00,- (lima miliar rupah); 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-
kan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kepen-
didikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 76E  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, me-
maksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbua-
tan cabul 
2.4 Menggerakkan Orang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul 
Delik menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbua-
tan cabul diatur dalam Pasal 293 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut; 
(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang 
dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan 
atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang yang be-
lum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membi-
arkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang kebelum-
dewasaannya diketahui atau selayaknya  harus diduganya, diancam 
dengan pidana paling lama  5 (lima) tahun; 
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap 
dirinya dilakukan kejahatan itu; 
(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah 
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 
 
Yang diancam pidana pada pasal ini adalah : 
- Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau 
membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya; 
- Cara membujuk dengan menggunakan : 
a. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; 
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b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan; 
c. Tipu daya. 
- Orang yang dibujuk belum dewasa dan tidak tercatat kelakuannya. 
Subyek dari delik ini adalah pria atau wanita dan obyek  (yang dilindungi) 
adalah yang belum dewasa baik sejenis kelamin maupun tidak. 
Unsur kesalahannya berbentuk sengaja baik yang tersirat pada tindakan-
nya maupun yang secara tegas dirumuskan yang mencakupi perbutannya itu. 
Sedangkan untuk kebelumdewasaan obyek tersebut bentuk kesalahannya adalah 
sengaja (mengetahui) atau alpa (sepatutnya dapat menduga). Apakah cara yang 
digunakan untuk menggerakkan tersebut diliputi/dipengaruhi oleh unsur kesenga-
jaan itu tidak dipersyaratkan. Berarti sudah cukup bila hal itu sesuai dengan 
kenyataan.72 
Perbuatan menggerakkan (bewegen) adalah perbuatan mempengaruhi 
kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke 
arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi 
obyek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Perbuatan 
menggerakkan adalah perbuatan yang masih bersifat abstrak, dan akan lebih 
kongkrit wujudnya setelah dihubungkan pada cara-cara bagaimana perbuatan 
menggerakkan diwujudkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 293 ayat 
(1) yakni : 1) dengan memberinya uang atau barang, 2) dengan menjanjikan 
memberi uang atau barang, 3) dengan menyalahgunakan kekuasaan yang timbul 
dari hubungan keadaan atau 4) dengan penyesatan.73 
Baik tingkah lakunya maksudnya yang bersangkutan menurut kenyataan di 
lingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal 
sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Orang yang menge-
nalnya mengetahui dia sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. 
Jadi sebagai indikator seseorang yang berkelakuan baik atau tidak baik di bidang 
kesusilaan ialah terletak pada semua orang yang mengenalnya sebagai orang 
yang baik atau orang yang buruk kelakuannya  di bidang kesusilaan. 
                                                          
72 S.R. Sianturi, Ibid, hal. 242 
73 Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 91-92 
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Cara menggerakkan dapat dilakukan dengan tiga cara, cara yang pertama 
yang diberikan/dijanjikan adalah uang atau barang. Kalau dijanjikan untuk dikawini 
tidak termasuk dalam pasal ini. Cara yang kedua, misalnya seorang pria yang 
memelihara seorang janda yang punya anak perempuan yang belum dewasa yang 
dijadikan sebagai anak angkat, dimana segala kebutuhan anak tersebut dipenuhi. 
Maka si pria ini mempunyai hubungan nyata dengan anak perempuan tersebut. 
Kekuasaan yang dimiliki terhadap anak tersebut disalahgunakan untuk kepuasan 
hawa nafsunya, pada hal seharusnya dia melindungi anak tersebut. 
Delik ini termasuk delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah 
9 bulan bagi orang yang tinggal di dalam negeri dan 12 bulan bagi orang yang 
tinggal di luar negeri. 
2.5 Perbuatan Cabul terhadap Anaknya, Anak Tirinya, Orang yang Karena Jaba-
tannya adalah Bawahannya atau Orang yang Penjagaannya Dipercayakan 
Kepadanya 
Tindak pidana ini diatur pada Pasal 294 KUHP, yang rumusannya adalah : 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatn cabul dengan anaknya, anak tirinya, 
anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, 
yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan ke-
padanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum 
dewasa, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun; 
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
1. Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
karena jabatan adalah bawahannya atau orang yang penjagaannya 
atau diserahkan kepadanya; 
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam 
penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan rumah piatu, 
rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan 
perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. 
 
Khusus untuk delik yang disebutkan dalam ayat (1) tidak dapat lagi diterap-
kan/diberlakukan mengingat bahwa pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak yakni pada Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E telah 
mengancam pidana perbuatan tersebut. 
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Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 294 ayat (2) : 
Butir 1 
Unsur-unsurnya : 
a. Subyek hukum/pembuatnya adalah pejabat; 
b. Perbuatan : melakukan perbuatan cabul 
c. Dengan bawahannya karena jabatan dan orang karena penjagaan-
nya diserahkan kepadanya. 
Pasal 294 ayat (2) ke 1 bahwa orang yang dicabuli oleh pegawai itu adalah: 
(1) bawahannya karena jabatannya, dan (2) orang yang penjagaannya diserahkan 
kepadanya. Bawahannya karena jabatan adalah seorang yang diserahkan kepa-
danya untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya 
karena jabatannya seorang Pembantu Dekan II Bidang Keuangan dan Kepega-
waian, dia membawahi seorang Kepala Bagian Personalia (seorang wanita) yang 
bertugas menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian yang 
tugas itu berada di bawah kekuasaan Pembantu Dekan II tersebut. Dalam menja-
lankan tugasnya Kepala Personalia ini tunduk pada perintah Pembantu Dekan II. 
Di sini ada hubungan kekuasaan atas dasar jabatan publik. Pembantu Dekan II 
tersebut mencabuli bawahannya tersebut. 
Sedangkan orang yang penjagaannya diserahkan atau dipercayakan kepa-
danya adalah orang yang karena jabatan di bidang publik yang dipangkunya ditu-
gaskan menjaga seseorang. Misalnya seorang polisi yang bertugas menjaga para 
tahanan tersangka wanita, menggunakan kesempatan itu untuk berbuat cabul de-
ngan seorang di antara tahanannya itu. Berbuat cabul di sini termasuk bersetubuh. 
Butir 2  
unsur-unsur adalah : 
a. 1) seorang pengurus; 
    2) seorang dokter; 
    3) seorang guru; 
    4) seorang pegawai; 
    5) seorang pengawas; 
    6) seorang pesuruh; 
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b. 1) dalam penjara; 
      2) tempat pekerjaan negara; 
      3) rumah piatu; 
      4) di rumah sakit; 
      5) di rumah sakit; 
      6) di rumah sakit jiwa; 
      7) di lembaga sosial; 
   c. Perbuatannya: perbuatan cabul. 
   d. Objek: dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. 
Kejahatan dalam ayat (2) butir 2 Pasal 294 ini, kualitas subjek hukum atau 
si pembuat ada enam, berikut tujuh unsur keadaan yang menyertai kualitas pem-
buat tersebut, sesuai yang telah dirinci di atas. Sudah barang tentu setiap unsur 
keadaan yang menyertai akan melekat pada kualitas si pembuat yang sesuai. Mi-
salnya unsur keadaan yang menyertai rumah sakit atau rumah sakit jiwa, pastilah 
melekat pada kualitas seorang dokter, dan unsur lembaga sosial melekat pada un-
sur pengurus, dan tidak mungkin melekat pada kualitas seorang guru. 
Pengurus adalah orang-orang yang bergabung dalam suatu perkumpulan 
yang bertugas menjalankan kegiatan perkumpulan. Misalnya pada yayasan yatim 
piatu, salah seorang pengurus mencabuli seorang anak yatim piatu yang diurus 
oleh yayasan tersebut. 
Dokter yang merawat pasien di rumah sakit atau rumah sakit jiwa, menca-
buli salah seorang pasien. Guru mencabuli salah seorang siswa tempat guru terse-
but mengajar, demikian seterusnya. Pencabulan itu tidaklah harus dilakukan di se-
kolah atau pun di rumah sakit jiwa. Bisa saja pencabulan itu di tempat lain, missal-
nya murid dibawa oleh gurunya ke losmen, lalu di salah satu kamar losmen ter-
sebut, murid itu dicabuli (termasuk disetubuhi). 
Perlu diperhatikan bahwa pada bentuk kejahatan pencabulan dalam ayat 
(2) Pasal 294 ini tidak harus dilakukan pada orang yang belum dewasa, tetapi da-
pat juga dilakukan pada orang dewasa. Begitu juga tidak ditentukan jenis kelamin 
si pembuat maupun jenis kelamin korban. Perbuatan cabul dapat saja dilakukan 
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oleh seorang guru perempuan pada seorang murid lelakinya, walaupun pada ke-
biasaannya kaum lelaki yang mencabuli kaum perempuan. 
Catatan :  
Khusus untuk guru atau tenaga kependidikan yang berbuat cabul terhadap 
siswanya atau muridnya akan diterapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E.  
2.6 Memudahkan Perbuatan Cabul oleh Anaknya, Anak Tirinya, Anak Angkatnya 
dan Lainnya yang Belum Dewasa 
Delik yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 295 KUHP, yang 
rumusannya sebagai berikut : 
(1) Dipidana : 
1. Dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun barangsiapa 
yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak 
di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau orang yang be-
lum dewasa dipeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserah-
kan kepadanya, ataupun oleh pembantunya yang belum cukup 
umur dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan 
perbuatan cabul dengannya; 
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun barangsiapa 
yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang yang se-
lain disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya 
atau sepatutnya patut diduganya belum dewasa  dengan orang lain, 
dengan sengaja  atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul 
tersebut. 
 
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau 
kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. 
Pasal 295 KUHP ini ada dua delik yang dirumuskan pada ayat (1) butir 1 
dan butir 2. 
Butir 1 
Unsur-unsurnya : 
Unsur obyektif 
a. Perbuatan  : -   Menyebabkan perbuatan cabul; 
- Memudahkankan perbuatan cabul. 
b. Obyek         : 1. Oleh anaknya yang belum dewasa; 
              2. Anak tirinya yang belum dewasa; 
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              3. Oleh anak angkatnya yang belum dewasa; 
              4. Oleh anak yang dibawah pengawasannya yang belum   
dewasa; 
                                           5. Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya 
atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang bel-
um dewasa; 
6. Oleh pembantunya yang belum dewasa; 
7. Oleh bawahannya yang belum dewasa. 
c. Dengan orang lain. 
Unsur subyektif : dengan sengaja. 
Butir 2 
 Unsur-unsurnya : 
a. Perbuatan  : -  Meyebabkan perbuatan cabul; 
- Memudahkan perbuatan cabul. 
b. Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas; 
c. Oleh orang yang belum dewasa. 
Unsur subyektif  : 
d. - Dengan sengaja; 
- Yang diketahuinya belum dewasa; 
- Yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. 
2.7 Menyebabkan dan Memudahkan Perbuatan Cabul 
Delik yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 296 yang seleng-
kapnya adalah sebagai berikut. 
Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pen-
caharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
(satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- 
(lima belas ribu rupiah). 
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Apabila rumusan di atas dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur Objektif: 
a. Perbuatannya:  
1) Menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul; 
2) Mempermudah dilakukannya perbuatan cabul; 
b. Objek: oleh orang lain dengan orang lain; 
c. Yang dijadikannya :  
1) Sebagai pencaharian; 
2) Sebagai kebiasaan; 
Unsur Subjektif: 
d. Dengan sengaja 
 Orang yang dengan menjadikannya sebagai pencaharian dari kejahatan 
inilah yang  disebut dengan germo atau mucikari. 
Kejahatan menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul menurut 
pasal ini, banyak persamaannya dengan kejahatan kesusilaan pada Pasal 295, 
persamaannya terletak pada sama-sama melakukan perbuatan menyebabkan 
dan memudahkan perbuatan cabul pada orang lain dengan orang lain. 
     Perbedaan yang mencolok dapat dilihat di bawah ini. 
1. Menurut Pasal 295 (ayat 1), orang yang dipermudah melakukan per-
buatan cabul itu adalah orang-orang yang berkualitas tertentu, yakni 
anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang belum dewasa. Sedang-
kan menurut Pasal 296 unsur-unsur itu tidak diperlukan. 
2. Unsur dijadikan mata pencaharian dan kebiasaan menurut Pasal 295 
adalah berupa syarat atau alasan pemberatan pidana. Kejahatan dapat 
terjadi tanpa harus dipenuhi unsur dijadikan mata pencaharian atau ke-
biasaan. Sebaliknya, menurut Pasal 296 ini adalah merupakan unsur 
esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa 
adanya unsur ini. 
3. Objek korban yang perbuatan cabulnya dipermudah itu menurut Pasal 
295 haruslah orang yang belum dewasa. Sebaliknya menurut Pasal 
296 syarat itu tidak diperlukan. Di sini boleh dewasa dan boleh tidak, 
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yang terang orang yang belum dewasa itu bukan orang yang berkua-
litas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 295 ayat (1). 
Walaupun ada persamaannya dengan kejahatan Pasal 295, ancaman pida-
na kejahatan Pasal 296 jauh lebih ringan. Hal lebih beratnya pidana pada Pasal 
295 terletak pada dua faktor, yaitu: 
1. Orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu adalah belum 
dewasa. Sedangkan menurut Pasal 296 tidak diperlukan syarat kebe-
lumdewasaan. 
2. Orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu ada hubungan 
tertentu dengan dia, hubungan yang mengandung sifat adanya kewaji-
ban hukum pada si pembuat seperti: untuk melindunginya, menghidupi-
nya, mendidiknya, merawatnya, menjaganya atau mengawasinya, me-
meliharanya dan sifat-sifat demikian, yang sifat-sifat demikian tidak di-
perlukan oleh kejahatan Pasal 296. 
Dalam kenyataannya, banyak orang yang menyewakan tempat peristiraha-
tan (rumah atau kamar) dan menyediakan pelacur-pelacur, yang bisa dipesan oleh 
setiap orang (termasuk persetubuhan).Orang-orang yang disebut dengan mucikari 
atau germo inilah yang menurut Pasal 296 ini dapat dipidana. Tetapi sangat jarang 
kita mendengar para muncikari itu diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan 
ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi 
pada kenyataannya lebih banyak dianulir oleh aparat penegak hukum. Mungkin 
sebabnya ialah adanya izin Pemerintah Daerah dalam suatu lokalisasi pelacuran. 
Jika demikian, adanya izin ini adalah menjadi dasar pertimbangan sebagai alasan 
hapusnya sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dari suatu 
perbuatan. Akan tetapi, sesungguhnya alasan penghapusan sifat melawan hukum 
materil dalam fungsinya yang negatif itu bukan pada adanya izin pemerintah dae-
rah, tetapi adanya pembenaran dari seluruh lapisan masyarakat, dan adanya pem-
benaran ini tidak harus diwujudkan dalam izin, tetapi lebih tepat melalui putusan-
putusan pengadilan, sehingga menjadi yurisprudensi. Karena putusan pengadilan 
telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup atas dasar fakta-
fakta kehidupan masyarakat tempat pelacuran itu telah diterima secara terbuka 
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oleh seluruh lapisan masyarakatnya, dasar peniadaan pidana yang didasarkan 
pada hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan ini tidak berlaku umum, tetapi 
pada masyarakat tertentu pada tempat tertentu. 
3.  Rangkuman 
3.1  Delik kesopanan di bidang kesusilaan adalah delik yang berhubungan de-
ngan masalah seksual antara lain : a) delik dengan melanggar kesusilaan 
di depan umum, b) delik fornografi (telah diatur dalam UU tentang pornog-
rafI), c) delik perzinaan, d) pemerkosaan, d) bersetubuh dengan perempuan 
di luar kawin yang dalam keadaan pingsan/tidak berdaya, e) bersetubuh de-
ngan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, f) bersetubuh 
dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya untuk kawin 
dan menimbulkan akibat luka-luka, g) perbuatan cabul terhadap orang yang 
pingsan, orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk 
kawin, dan yang lainnya. 
3.2  Perzinaan terjadi apabila memenuhi tiga syarat esensiel, yaitu: 1) melaku-
kan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau 
bukan istrinya, 2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW dan 3) Dirinya sedang 
berada dalam perkawinan. 
3.3  Pemerkosaan adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekera-
san memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh 
dengan dia; 
 
C.PENUTUP 
1. SoalLatihan  
1. Jelaskan pengertian perzinaan? 
2. Jelaskan pengertian pemerkosaan? 
3. Jelaskan pengertian perbuatan cabul? 
4. Bedakan antara pemerkosaan dengan perbuatan cabul? 
5. Uraikan unsur-unsur perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KU-
HP? 
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6. Uraikan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 
KUHP? 
7. Uraikan unsur-unsur Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan terhadap 
perempuan yang pingsan atau tidak berdaya? 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau ko-
mentar yang berkaitan dengan pembahasan materi tersebut, mahasiswa menga-
jukan pertanyaan terhadap hal-hal ia merasa belum jelas. 
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BAB IV 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA PENGHINAAN 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Setelah selesai membahas pokok bahasan Delik atau Tindak Pidana Peng-
hinaan, mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan secara sistematis ten-
tang Delik atau Tindak Pidana Penghinaan, menguraikan masing-masing unsur-
unsurnya dan dapat menerapkan dalam contoh kasus atau kasus nyata. 
2.  Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang : 
- Delik atau tindak pidana yakni pengetahuan tentang pengertian delik 
atau tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur 
subyektif/pembuat (unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yakni unsur 
kesalahan) dan unsur obyektif/perbuatan  (unsur yang terdapat di luar 
diri si pelaku yakni unsur perbuatan), jenis-jenis tindak pidana; 
- Mempunyai pengetahuan tentang penafsiran yakni pengertian penaf-
siran, urutan penafsiran dan jenis-jenis penafsiran; 
3.  Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Pada mata kuliah Delik-Delik di Dalam Kodifikasi setiap pokok bahasan 
yang terdiri dari delik atau tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, mem-
punyai unsur-unsur yang berbeda, pembahasannya tidak  harus berurutan berda-
sarkan GBRP, sehingga tidak dijelaskan keterkaitan antara pokok bahasan yang 
satu dengan pokok bahasan yang lainnya. Kecuali  antara pokok bahasan pembu-
nuhan dengan pokok bahasan penganiayaan khususnya jenis penganiayaan yang 
berakibat kematian, dan antara pokok bahasan delik harta benda khususnya pen-
curian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pokok bahasan 
pembunuhan khususnya pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
tindak pidana lain. 
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4.  Manfaat Bahan Pembelajaran 
Bahan pembelajaran ini bermanfaat/penting bagi setiap pembelajar  yakni 
mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai bahan dasar untuk 
mempelajari lebih lanjut materi yang akan dibahas, sedangkan bagi dosen penting 
sebagai batasan-batasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. 
5.  Petunjuk Belajar Mahasiswa  
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Delik-Delik dalam Kodifikasi sebe-
lum mengikuti setiap pembelajaran, terlebih dahulu harus mempunyai pengeta-
huan dasar tentang delik atau tindak pidana beserta unsur-unsurnya, karena seti-
ap pokok bahasan akan diuraikan setiap unsur dari delik atau tindak pidana yang 
dibahas. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA PENGHINAAN 
Penghinaan terdiri dari 6 (enam) macam, yakni: 
1. Pencemaran atau penistaan (smaad), Pasal 310 ayat (1), 
2. Pencemaran tertulis atau penistaan tertulis (smaadschrift), Pasal 310 
ayat (2); 
3. Pemfitnahan atau fitnah (Laster),  Pasal 311; 
4. Penghinaan ringan atau sederhana atau bersahaja, Pasal 315; 
5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijkaanklacht), Pasal 317; 
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterajkeverdarhtmaking), Pasal 318 
Sebelum membahas tentang penghinaan yang diatur dalam pasal-pasal 
KUHP, terlebih dahulu akan diberikan pengertian tentang penghinaan. Menurut R. 
Soesilo74 bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik sese-
orang, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini 
hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapa-
ngan seksuil.   
 
                                                          
74 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hal.225 
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1. Pencemaran atau Penistaan (Pasal 310 ayat (1)) 
Rumusan Pasal 310 adalah : 
(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik sese-
orang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang 
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling lama 
Rp. 300 (tiga ratus rupiah). 
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disebarkan, 
atau secara terbuka (openlijk) dipertunjukkan atau ditempelkan, dian-
cam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 
300 (tiga ratus rupiah). 
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbua-
tan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa 
untuk membela diri. 
 
Pada Pasal 310 ini memuat dua bentuk kejahatan penghinaan yaitu per-
tama pencemaran atau penistaan pada ayat (1) dan kedua pencemaran tertulis 
pada ayat (2). Sedangkan ayat (2) pasal tersebut mengatur tentang pencemaran 
yang tidak dihukum. 
Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) maka dapat diuraikan unsur-
unsurnya sebagai berikut : 
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan     : 
1)  Menyerang : 
- Kehormatan; 
- Nama baik. 
2) Menuduh melakukan suatu perbuatan 
Unsur subyektif : dengan maksud yang terang untuk supaya hal itu dike-
tahui umum 
 Subjeknya adalah barangsiapa dan unsur sengaja di sini ditempatkan di 
depan. Berarti mempengaruhi seluruh unsur (rumusan) yang mengikutinya. Na-
mun perlu diperhatikan bahwa dakam rangka penerapan pasal ini tidak perlu 
dipersoalkan apakah sipelaku juga mengetahui atau bahkan menghendaki akibat 
dari pencemarannya itu. Misalnya A yang dicemarkan nama baiknya/kehormatan, 
oleh atasannya telah dimutasikan atau ditunda kenaikan pangkat/jabatannya. Cu-
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kuplah jika sipelaku menyadari bahwa ia telah menyerang kehormatan/nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu dan dengan maksud supaya diketahui 
oleh umum. Kalaupun dipersoalkan atau dipertanyakan akibat yang lebih jauh 
yang dikehendaki sipelaku, maka hal ini hanyalah merupakan bahwa pertim-
bangan untuk penentuan berat/ringan pidana yang akan dituntutkan/dijatuhkan. 
Dalam rangka maksud sipelaku supaya pencemaran itu diketahui oleh 
umum, timbul permasalahan : apakah si koraban harus merasa tercemar ?”. Me-
ngingat bahwa delik ini pada umumnya merupakan delik aduan (kecuali Pasal 316 
yakni penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri pada sedang menja-
lankan pekerjaannya), maka dengan mudah persoalan itu dapat dijawab dengan : 
justru karena si korban merasa tercemar lalu ia mengadukannya.  
Sebenarnya yang terpenting dalam masalah ini ialah siapa yang menjadi 
ukuran tentang perasaan ketercemaran itu. Jawaban yang diutarakan tadi jelas 
mengindikasikan bahwa sang korbanlah yang menjadi ukuran.  
S.R. Sianturi75 menyatakan bahwa ukuran adanya pencemaran sebenar-
nya bukan hanya si yang merasa tercemar, ukuran lain masih banyak yang dapat 
dan lebih tepat digunakan, misalnya: a. Pendapat umum, b. Pendapat rata-rata 
masyarakat, c. Pendapat majelis hakim, dan lain sebagainya.  
Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1), maka penghinaan itu 
harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan 
tertentu dengan maksud tuduhan itu agar tersiar (diketahui orang banyak). Per-
buatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, 
seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya, cukup dengan perbua-
tan biasa yakni perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang 
pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur di rumah persundalan, ini bukan 
perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi memalukan bagi orang yang dituduh 
bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan. 
Pada dasarnya setiap orang dilarang atau tidak berwenang  untuk mence-
markan kehormatan atau nama baik orang lain kecuali dilakukan demi 
                                                          
75 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Tindak Pidana di KUHP Beser-
ta Uraiannya, Jakarta, 2016, hal. 559 
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kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri sebagaimana diatur 
dalam Pasal 310 ayat (2). Pantas atau tidak pantasnya pembelaan terhadap ke-
pentingan umum dan pembelaan diri yang dikemukakan oleh terdakwa itu terletak 
pada pertimbangan hakim.  
 Tindakan yang dilarang di Pasal 310 (1) ini ialah menyerang kehormatan 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu (hal/tindakan) dengan maksud yang je-
las  supaya hal itu tersiar pada umum, atau  menyerang nama baik seseorang. 
 Caranya untuk menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan me-
nuduhkan sesuatu hal/perbuatnnya. Yang dimaksud dengan sesuatu hal/perbua-
tan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terinci 
mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya.Cukuplah jika ia me-
nyebutkan/ menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dan lain 
sebagainya dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah 
dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu. Di lain fihak  ada yang berpendapat 
bahwa untuk dapat menyatakan menuduhkan sesuatu hal, setidak-tidaknya harus 
menyebutkan ancer-ancer/perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disim-
pulkan seperti itu. Dan justru hal inilah yang membedakan Pasal 310 (1) dengan 
Pasal 315.76 
 Maksud sipelaku untuk menyerang kehormatan/ nama baik sesorang ter-
sebut  ialah : agar tersiar berita yang mencemarkan itu. Maksud itu harus mudah 
dimengerti orang, atau dengan kata lain  maksudnya gamblang agar tersiar berita 
yang meresahkan itu (ruchtbaarheid te geven). Dan yang penting di sini ialah 
apakah maksud itu gamblang? jadi tidak harus sudah terbukti apakah sudah 
tersiar atau tidak. Cara penyiarannya untuk diketahui umum, tidak harus selalu di 
muka umum mengutarakan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melain-
kan dapat juga jika si pelaku itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu 
demi satu didatangi pada tempat dan waktu yang berlainan. Apabila jika diembel-
embel bahwa ini sudah menjadi rahasia umum.77 
                                                          
76 S.R. Sianturi, Ibid, hal. 559-560 
77 S.R. Sianturi, Ibid, hal. 560 
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 Penyerangan kehormatan itu harus tertuju kepada seseorang, walaupun 
tidak harus secara tegas menyebut nama seseorang. Namun orang-orang menge-
tahui secara pasti siapa yang dimaksud dalam penyerangan kehormatan tersebut. 
2. Pencemaran Tertulis (Pasal 310 ayat (2)) 
Unsur-unsur pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat (1)) dengan pence-
maran tertulis pada dasarnya adalah sama. Bedanya hanya terletak pada cara 
menuduhkan sesuatu hal itu. Pada pencemaran cara tersebut dilakukan dengan 
lisan, gerakan atau perbuatan yang dapat dimengerti oleh orang lain (umum) atau 
dengan suatu tulisan/gambaran yang diperlihatkan kepada orang lain secara satu 
demi satu pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, sedangkan pada pence-
maran tertulis cara itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di-
pertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Yang dimaksud dengan menyiar-
kan atau menyebarkan di sini ialah setelah memperbanyak tulisan/gambaran itu 
lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang/umum.Saat membagi-bagikan ter-
sebut tidak harus dimuka umum. 
Pengertian mempertunjukkan ialah memperlihatkan kepada khalayak 
ramai, sedangkan yang dimaksud dengan menempelkan ialah bahwa tulisan/gam-
baran itu ditempelkan di suatu tempat untuk dibaca/dilihat oleh siapa saja. Yang 
dimaksud dengan secara terbuka(openlijk) adalah pada suatu tempat yang dapat 
didatangi atau didekati oleh umum dan dari tempat tersebut umum dapat melihat 
atau membaca yang dipertunjukkan atau ditempelkan itu. Jadi dapat saja tulisan/ 
gambaran ditempelkan di suatu tempat yang bukan tempat umum, misalnya di 
belakang suatu pagar atau di belakang suatu kaca tetapi dapat didekati oleh 
umum. Bandingkanlah dengan istilah di tempat umum (in het openbaar), di mana 
tempat itu dapat didatangi oleh umum.  
 Cara penyiaran (penyebaran), ataupun secara terbuka (openlijk) memper-
tunjukkan atau menempelkan tersebut, adalah sekaligus merupakan pemberatan 
ancaman pidana. Hal ini dapat dimengerti karena penyebarluasan ini akan lebih 
merugikan objek (sang korban) dibandingkan dengan cara pencemaran (Pasal 
319 ayat 1). 
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3. Pencemaran yang Tidak Dihukum Diatur dalam Pasal 310 (3) 
 Ketentuan pada Pasal 310 ayat (3) merupakan peniadaan kualifikasi keja-
hatan pencemaran atau pencemaran tertulis jika sipelaku melakukan tindakan itu: 
a. Demi kepentingan umum, atau 
b. Untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa). 
Dari sudut teori peniadaan pidana, maka Pasal 310 ayat (3) ini telah menia-
dakan unsur sifat melawan hukum dari tindakan si pelaku dalam hal tersebut a 
atau b di atas. Karenanya apabila si pelaku  atas dasar Pasal 310 (3) ini dinyatakan 
telah melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan pencemaran atau 
pencemaran tertulis karena adanya tersebut a atau b, maka putusan hakim 
berbunyi : “................ dilepaskan dari segala tuntutan ..............” (ontslag van 
rechtsvervolging), bukan ............................. dibebaskan  dari tuduhan (vrijspraak). 
Karenanya putusan ini masih dapat dibanding. 
 Pengertian secara gamblang demi kepentingan umum ialah bahwa si pela-
ku memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar supaya umum 
waspada kepada oknum yang “dicemarkan” itu, misalnya : 
- Oknum tersebut selaku Direktur dari suatu perusahaan, jika mengha-
dapi pelamar-pelamar wanita, maka wanita-wanita tersebut tidak per-
nah lepas  dari pelukan atau cubit-cubitannya; 
- Oknum termaksud adalah orang pintar ngomong yang gayanya seperti 
pedagang yang bonafield, padahal setelah ia mendapat uang panjar, 
tidak pernah ada kelanjutan dari apa yang diperjanjikan. 
- Oknum tersebut suka membuat hutang di mana-mana tetapi tak pernah 
membayar, dan sebagainya. 
 Pengertian untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa) ialah 
untuk menghidarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi be-
bannya. 
Menurut R. Sugandhi78 bahwa pantas atau tidaknya pembelaan untuk ke-
pentingan umum dan pembelaan diri/ pembelaan terpaksa yang dikemukakan 
                                                          
78 R. Sugandhi, KUHP dan Pembahasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 331-
332 
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oleh tersangka/terdakwa terletak pada pertimbangan hakim. dalam hal ini hakim 
baru akan mengadakan pemeriksaan apakah penghinaan yang dilakukan  oleh 
terdakwa itu benar-benar terdorong demi membela kepentingan umum atau mem-
bela diri, bila terdakwa meminta untuk diperiksa (sebagaimana diatur dalam Pasal 
312). Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa tindakan terdakwa mela-
kukan penghinaan itu benar-benar untuk membela kepentingan umum atau mem-
bela diri yang dianggap pantas oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. 
Delik pencemaran atau pencemaran tertulis adalah delik aduan (klacht-
delict) murni, kecuali jika dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 316). Artinya bahwa delik tersebut 
baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang merasa diru-
gikan yakni orang yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh sipelaku. 
4.  Memfitnah (Pasal 311) 
Delik memfitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut : 
(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan 
tulisan, dalam hal dia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika 
ia tidak dapat membuktikan dan tuduhan dilakukan bertentangan de-
ngan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 
(2)  Pencabutan hak-hak tersebut Pasal 35 No, 1 s/d 3 dapat dijatuhkan. 
  
Fitnah adalah juga merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, te-
tapi selain ia harus memenuhi unsur-unsur dari kejahatan tersebut disertai tamba-
han, artinya bahwa delik memfitnah dikatakan terbukti jika memenuhi 3 (tiga) unsur 
tambahan, yaitu : 
a. Bahwa kepada sipelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran 
dari yang dituduhkan; 
b. Bahwa sipelaku tidak dapat membuktikannya, dan; 
c. Bahwa yang dituduhkan itu bertentangan dengan diketahuinya. 
 Dengan penambahan 3 syarat ini, timbul beberapa persoalan yaitu : 
a. Siapa yang berwenang memperbolehkan si pelaku (terdakwa) untuk 
membuktikan kebenaran dari yang dituduhkannya? 
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b. Apa pedoman untuk memperbolehkannya ? 
c. Apabila terdakwa dalam pemeriksaan persidangan berusaha membuk-
tikan kebenaran yang dituduhkannya, tanpa terlebih dahulu memper-
oleh kebolehan untuk itu, adakah pengaruhnya terhadap perkara ter-
sebut ? 
d. Apabila terdakwa gagal membuktikannya, apakah dengan demikian su-
dah dapat dikualifikasikan sebagai fitnah atau sebaliknya apabila ia 
berhasil membuktikannya, maka perkara itu merupakan delik sebagai-
mana diatur dalam Pasal 310. 
e. Apa yang dimaksud dengan diketahuinya ? 
Menurut Pasal 312, hanya dalam dua hal saja pembuktian akan kebenaran 
tuduhan dibolehkan yaitu dalam hal : 
(1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna 
menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan demi 
kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; 
(2) Apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan sesuatu dalam 
menjalankan tugasnya. 
Berdasarkan persoalan yang timbul yang disebutkan di atas, S.R. Sianturi  
memberikan jawaban sebagai berikut79 : 
a.  Berdasarkan Pasal 312 ke-1, persoalan pertama huruf a dapat disim-
pulkan bahwa yang berwenang membolehkan itu adalah hakim, karena 
justru hakim itulah yang membutuhkannya guna menimbang ketera-
ngan terdakwa apakah perbuatan terdakwa adalah demi kepentingan 
umum atau terpaksa untuk bela diri. Dengan menggunakan penafsiran 
secara sistematis, maka untuk tersebut Pasal 312 ke-2 juga kewena-
ngan itu ada pada hakim, untuk dapat menyatakan yang dihina itu ber-
salah atau tidak (Pasal 314 ayat (1)). 
b. Permasalahan kedua pada huruf b dapat dijawab dengan singkat yaitu 
Pasal 312 sampai dengan Pasal  314. 
                                                          
79 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal.564-565 
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c. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga pada huruf c ini, perlu diper-
hatikan jalannya pemeriksaan persidangan bahkan juga requisitor, ple-
doi, replik, duplik, dan seterusnya yang juga menjadi pertimbangan 
dalam putusan hakim. Artinya jika pembuktian itu telah diutarakan se-
bagian demi sebagian dalam seluruh pemeriksaan persidangan dan 
kemudian didapatkan dalam pleidoi, wajib menjadi pertimbangan dalam 
putusan, kendati selama persidangan tidak telah dibolehkan untuk itu 
secara tegas. Karenanya juga mempengaruhi penyelesaian perkara itu, 
kendati hakim bebas mendasarkan keyakinannya untuk menentukan 
apakah tuduhan itu (kendati sudah “dibuktikan” kebenarannya) dilaku-
kan demi kepentingan umum atau terpaksa bela diri. 
d. Jawaban untuk pertanyaan keempat huruf d ialah : bahwa apabila 
terdakwa gagal membuktikan, ini merupakan petunjuk yang kuat bagi 
hakim untuk membentuk keyakinannya bahwa kejahatan fitnah telah 
terjadi. Sedangkan jika terdakwa berhasil membuktikan yang dituduh-
kannya, ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa kejahatan itu tidak 
dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, melainkan tetap sebagai pence-
maran atau pencemaran tertulis sepanjang hal itu tidak ternyata dilaku-
kan demi kepentingan umum/ terpaksa bela diri. 
e. Yang dimaksud dengan pada huruf e yang diketahuinya di sini adalah 
dinyatakan melalui panca inderanya sendiri. Setidak-tidaknya telah 
diadakan penelitian tentang sesuatu yang semula didengarnya dari 
orang lain. Jika bertentangan dengan yang diketahuinya berarti berten-
tangan dengan yang dinyatakannya melalui panca inderanya sendiri 
atau bertentangan dengan penelitiannya itu. Dalam hal ini termasuk 
juga apabila semula sama sekali tidak ada pengetahuannya tentang hal 
itu, lalu “ngarang” seenanknya (isapan jempol). 
Pencemaran dengan memfitnah dapat dijatuhkan hukuman pencabutan 
hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 sampai dengan nomor 3. 
Selanjutnya berdasarkan Pasal 319, pasal ini adalah delik aduan kecuali 
Pasal 316. Pasal 319 merumuskan bahwa penghinaan yang dapat dipidana menu-
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rut bab ini (bab tentang penghinaan) hanya dituntut atas pengaduan orang yang 
terhadapnya  kejahatan itu dilakukan, kecuali dalam Pasal 316. 
Sedangkan Pasal 316 merumuskan bahwa pidana yang dijatuhkan pada 
pasal-pasal di atas dalam bab ini dapat ditambah sepertiga, bilamana yang dihina 
itu seorang pegawai negeri pada waktu atau dari sebab ia dengan sah menja-
lankan jabatannya. 
5. Mengadu Secara Memfitnah (Pasal 317) 
Delik mengadu secara memfitnah diatur pada Pasal 317 KUHP yang rumu-
sannya sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberita-
an palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk ditulis-
kan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya ter-
serang, diancam karena pengaduan fitnah dengan pidana penjara pa-
ling lama 4 (empat)  tahun. 
(2) Pencabutan hak-hak tersebut Pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan. 
 
Yang diancam pidana pada pasal ini adalah orang yang dengan sengaja : 
a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang 
pada pembesar negeri; 
b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang se-
seorang kepada pembesar negeri. 
Sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang. 
Delik yang diatur dalam pasal ini disebut dengan pengaduan secara mem-
fitnah. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, orang yang mengadu itu harus me-
ngetahui benar-benar, bahwa apa yang diadukan palsu dan menyerang kehor-
matan serta nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru 
atau kurang benar (tidak disengaja) tidak dapat dihukum. Pengaduan atau pem-
beritahuan tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mensyaratkan penan-
datanganan tulisan itu, sehingga menyampaikan surat kaleng (anonim) yang palsu 
menimbulkan juga kejahatan dalam pasal ini.80 
Pasal 317 ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan delik fitnah yang 
diatur dalam Pasal 311. Kesamaanya yang menonjol ialah sama-sama menuduh-
                                                          
80 R. Sugandhi, Ibid. hal. 338 
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kan (mengajukan) suatu “berita” palsu (yang tidak benar) dan sama-sama dituju-
kan kepada keterhinaan objek. Perbedaanya ialah bahwa pada fitnah penyampai-
an berita itu ditujukan kepada khalayak ramai/umum, sedangkan pada pengaduan 
fitnah ditujukan kepada penguasa. Perbedaan selanjutnya ialah, karena pada delik 
pengaduan fitnah ini harus terbukti kesadaran si pelaku tentang kepalsuan dari 
pengaduan/ pemberitahuannya, maka tidak ada masalah kebolehan pembuktian 
dan kelanjutannya sebagaimana diatur pada Pasal 312 sampai dengan Pasal  
314. 
Subjek dari delik ini adalah barangsiapa, unsur kesengajaan pada delik ini 
mencakup seluruh unsur di belakangnya. Jadi si pelaku harus menyadari kepalsu-
an dari pengaduan atau pemberitahuannya dan menyadari bahwa karena penga-
duan/ pemberitahuan itu dapat merusak kehormatan/ nam baik seseorang tertentu 
itu.  
 Yang dimaksud dengan mengajukan(inleveren) di sini, tidak saja hanya 
memberikan atau menerimakan, tetapi termasuk juga mengirimkan melalui sese-
orang atau melalui pos, ataupun berupa telegram.Yang dimaksud palsu di sini, 
tidak harus seluruhnya palsu melainkan dapat juga sebagiannya. Misalnya pada 
suatu malam benar terjadi suatu pencurian, kemudian dilaporkan seseorang ter-
tentu yang melakukannya pada hal diketahui bahwa orang itu bukan pelakunya81. 
 Laporan atau pengaduan yang berupa surat, tidak harus sesuai dengan 
bentuk tertentu. Juga tidak perlu harus jelas alamatnya si pelaku. Biasanya surat 
seperti ini disebut sebagai “surat kaleng”. Dan memang justru dalam hal seperti ini 
akan sukar melacak/ menyidik sipelakunya. Selanjutnya sesuai dengan kemajuan 
teknologi dewasa ini maka laporan yang telah direkam di suatu kaset yang 
dikirimkan harus dipandang sebagai surat. 
 Penyampaian laporan lisan, harus inisiatif pertama dari sipelaku untuk 
meminta dituliskan. Namun apabila sang penguasa yang menerima laporan lisan 
itu menuliskan dan tidak dicegah oleh si pengadu/sipelaku, maka dalam hal ini  
harus dipandang sebagai permintaan si pelaku untuk dituliskan. 
                                                          
81 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 573 
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 Dalam hal pengaduan/ pemberitahuan yang tidak tertulis oleh si pelaku atau 
tidak dituliskan atas permintaan sipelaku, tidak dapat dipandang sebagai telah me-
ngajukan pengaduan/pemberitahuan seperti dimaksud di pasal ini. Bahkan dalam 
arrest HR (W.7903 tanggal 16 Maret 1903) sebagai perbandingan, oret-oretan 
penguasa tersebut di suatu kertas  tidak dipandang sebagai laporan yang sempur-
na, melainkan sebagai persiapan laporan saja. 
 Sasaran dari pengaduan/ pemberitahuan palsu itu harus seseorang ter-
tentu. Ini tidak berarti harus jelas identitas dan alamat dari sasaran tersebut, cu-
kuplah jika segera dapat dipastikan siapa yang dimaksud. 
 Karena pengaduan/pemberitahuan itu, sipelaku juga harus mengetahui 
bahwa kehormatan/nama baik seseorang itu dapat terserang. Ini tidak disyaratkan 
supaya diketahui oleh umum. 
 Yang dimaksud dengan penguasa di sini, bukanlah semua pegawai negeri, 
melainkan terbatas kepada pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi we-
wenang di bidang penerimaan pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang 
menangani atau menyelesaikan hal yang diadukan itu. Hal yang diadukan/dila-
porkan itu tidak hanya dibidang perkara pidana saja, tetapi juga di bidang perkara 
administrasi. Dapat dibayangkan bahwa kendati dimaksudkan oleh sipelaku su-
paya sikorban diproses secara pidana, tetapi dengan keterhinaan dari sang objek, 
maka konditenya dapat turun atau jelek yang dapat berpengaruh kepada kedu-
dukannnya82. 
Perbuatan ini bukan untuk mengelabui pembesar yang berwajib, akan te-
tapi sekedar untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Sehingga 
penuntutannya membutuhkan pengaduan dari orang yang diserang kehormatan 
atau nama baiknya. Penarikan di kemudian hari pengaduan atau pemberitahuan 
ini tidak dapat membebaskan tersangka dari tuntutan pidana. 
6.  Tuduhan Secara Memfitnah (Pasal 318) 
Penamaan Pasal 317 dan Pasal 318 hanyalah sekedar pembedaanya 
terhadap pencemaran/pencemaran tertulis yang juga dapat berupa penuduhan 
palsu. Kepalsuan pada Pasal 317 terletak pada isi pengaduan (klachte) atau pem-
                                                          
82 S.R. Sianturi, Ibid., hal. 574 
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beritahuan (aangifte) itu, sedangkan kepalsuan pada Pasal 318 terletak pada 
perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu itu 
Pasal 318 ini dinamakan dengan tuduhan secara memfitnah, rumusannya 
sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa dengan suatu tindakan sengaja menimbulkan secara palsu 
persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak 
pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan fitnah, dengan pida-
na penjara paling lama 4 (empat) tahun. 
(2) Pencabutan hak-hak tersebut Pasal 35 No. 1-3 dapat diajatuhkan. 
 
Diancam pidana pada pasal ini adalah orang yang dengan sengaja mela-
kukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat 
dalam suatu tindak pidana, misalnya secara diam-diam menaruh sesuatu barang  
asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu 
dituduh melakukan kejahatan. Kesengajaannya/niatnya harus ditujukan supaya 
orang lain dituduh melakukan tindak pidana. 
Pasal-pasal lain yang tidak memuat rumusan delik atau tindak pidana, 
tetapi bersifat memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal tentang penghinaan, 
yaitu : 
Pasal 312 
Rumusan Pasal 312 adalah : 
Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal beri-
kut : 
Ke-1, Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu gu-
na menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan 
demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri; 
Ke-2,  Apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan sesuatu hal 
dalam menjatuhkan tugasnya. 
Maksud membela kepentingan umum, misalnya menunjukkan kekeliruan-
kekeliruan dan kelalaian-kelalaian yang nyata-nyata merugikan atau membahaya-
kan pada umum kepada pihak yang berwajib. Sedangkan maksud membela diri, 
misalnya orang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan (sebenarnya ti-
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dak benar), lalu menunjukkan orang yang sebenarnya melakukan perbuatan 
tersebut. 
Pasal 313 
Pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang 
dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan  pengaduan itu tidak 
dimajukan. 
Pada umumnya mengenai ketentuan pada Pasal 312 ini telah dimasukkan 
dalam uraian Pasal 311. Yang perlu diingat bahwa Pasal 312 ini tidak hanya 
dikaitkan dengan Pasal 311 untuk menentukan adanya fitnah atau tidak, 
tetapi juga tertuju kepada Pasal 310 untuk memutuskan apakah hal itu 
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela 
diri. Di sini kita lihat seakan-akan ada pembuktian terbalik (omkeeringvan 
bewijs last), yaitu mengenai tugas pembuktian itu seharusnya menjadi 
beban dari penuntut umum, di sini  justru terdakwa “dibebani” pembuktian. 
Hal ini bukanlah pembebanan pembuktian melainkan memberi kesempatan 
kepada terdakwa untuk mengutarakan keadaan yang sebenarnya, sedang-
kan hakim tidak terikat kepada “pembuktian” tersebut, melainkan akan 
digunakan sebagai bahan pertimbangan membentuk keyakinannya untuk 
membuat suatu putusan yang adil83. 
Makna dari Pasal 313 dimisalkan : seseorang telah menyiarkan tuduhan 
bahwa seseorang yang lain telah melakukan perbuatan zina menurut Pasal 
284 KUHP, dengan keterangan bahwa disiarkannya tuduhan itu karena ia 
membela kepentingan umum atau membela diri. Maka dalam hal ini tidak 
boleh diadakan pemeriksaan tentang benar atau tidaknya soal perzinaan 
itu apabila dalam peristiwa perzinaan itu tidak diajukan pengaduan oleh 
pihak yang menderita (suami atau isteri yang melakukan zina) 
Pasal 314 
Rumusan Pasal 314 adalah : 
(1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyakan 
bersakah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah 
ditiadakan. 
                                                          
83 S.R. Sianturi, Ibid., hal. 566-567 
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(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari 
yang dituduhkan, maka putusan ini dipandang sebagai bukti sempurna 
bahwa hal yang dituduhkan tidak benar. 
(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal 
yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan 
sampai mendapat putusan yang manjadi tetap tentang hal yang 
dituduhkan itu. 
 
Pasal 314 ini mengatur kelanjutan dari kebolehan terdakwa (penghina) 
membuktikan tuduhannya, yang dalam hal ini tuduhan itu berupa suatu tindak pi-
dana yang dapat dituntut karena jabatan (ambtshalve vervolgbaredelict) atau 
berupa suatu delik aduan yang sudah diadukan oleh yang dirugikan (yang berhak). 
Jika siterhina yang dalam perkara sipenghina adalah saksi utama, maka dalam 
rangka penguraian Pasal 314 ini ia adalah terdakwa dalam perkara yang dituduh-
kan kepadanya. Misalnya siterhina itu dituduhkan melakukan korupsi, atau perzi-
nahan dan telah diadukan, maka jika ternyata ia bersalah dan putusan hakim untuk 
itu telah menjadi tetap, maka putusan ini berpengaruh kepada perkara sipenghina. 
Pengaruhnya ialah bahwa putusan itu merupakan bukti bahwa sipenghina itu 
dipandang perlu membuktikan tuduhannya. Dan sekaligus putusan itu meniada-
kan pemidanaan karena fitnah84 . 
 Dan jika siterhina dibebaskan dari yang dituduhkan, yang berarti yang 
dituduhkan oleh sipenghina itu tidak benar, maka putusan ini (jika sudah menjadi 
tetap) dipandang sebagai bukti sempurna. 
Sedangkan jika perkara yang dihina itu masih dalam penuntutan, maka 
penyelesaian perkara dari sipenghina ditunda sampai mendapatkan putusan ter-
hadap perkara yang dihina tersebut. 
Misalnya : A menuduh B, bahwa B telah memberi kesempatan kepada 
orang untuk melacurkan diri di rumahnya. Setelah diadakan penyelidikan, kea-
daan membuktikan bahwa tuduhan A itu benar, maka A tidak dapat dijatuhi pidana 
karena memfitnah. Tetapi apabila tuduhan A itu tidak benar, maka B dibebaskan 
dari tuduhan itu. Dalam hal ini keputusan hakimlah  yang dapat dianggap sebagai 
bukti yang cukup bahwa tuduhan itu tidak benar (ayat (2) Pasal 314). Pada waktu 
                                                          
84 S.R. Sianturi, Ibid., hal. 567-568 
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tuduhan A kepada B sedang dalam proses penuntutan, maka tuntutan B kepada 
A karena memfitnah ditangguhkan, sampai perbuatan yang dituduhkan A kepada 
B itu diputuskan oleh hakim (ayat (3) Pasal 314) 
Pasal 316 
 Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam Bab ini, 
dapat ditambah dengan sepertiga jika dihina adalah seorang pegawai ne-
geri pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 
Pasal 316 ini tidak merumuskan suatu kejahatan penghinaan tersendiri 
melainkan hanya memperberat ancaman pidana dan menjadikan sebagai 
delik yang dapat dituntut karena jabatan (dari klacht delict menjadiambt-
shalve vervolgbare delict) dari kejahatan penghinaan tersebut pasal-pasal 
terdahulu yaitu: 
a. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1)); 
b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)); 
c. Fitnah (Pasal 311) dan 
d. Penghinaan ringan (Pasal 315). 
Hal itu ditentukan apabila objeknya (sasarannya) adalah seseorang pega-
wai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 
Pengertian  pegawai negeri adalah pegawai negeri berdasarkan Pasal 92 
KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
Seorang pegawai negeri yang menjalankan tugasnya yang sah sama artinya de-
ngan menjalankan jabatannya yang tidak bertentangan dengan kewajibannya.  
Mengenai pegawai negeri yang dihina itu, harus sedang/sewaktu menja-
lankan tugasnya yang sah atau karena ia sudah atau akan menjalankan tugasnya 
yang sah. Pada waktu menjalankan tugasnya yang sah, misalnya : seorang polisi 
yang sedang melakukan penangkapan yang sah; seorang pegawai pajak yang 
sedang menaksir pajak seseorang, dan lain sebagainya. Karena sudah menjalan-
kan tugasnya yang sah, misalnya : seorang pegawai ketertiban kota setelah se-
lesai melakukan pembersihan gubuk-gubuk liar atau pedagang kaki lima. Karena 
akan menjalankan tugasnya yang sah, misalnya : seorang pegawai Perusahan 
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Listrik Negara yang akan membersihkan cantolan-cantolan listrik, seorang pega-
wai karantina yang akan memeriksa para imigran, dan lain sebagainya. 
Karena kejahatan penghinaan adalah delik dolus, timbul soal apakah si 
pelaku harus menyadari bahwa : 
a. Objeknya itu adalah seorang pegawai negeri ? 
b. Pegawai negeri itu telah/sedang/akan menjalankan tugasnya yang sah ? 
Bahwa objeknya itu setidak-tidaknya harus dapat diduga sebagai seorang 
pegawai negeri, karena justru dari dugaan inilah pelaku dapat melemparkan suatu 
penghinaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas itu. Namun me-
ngenai apakah tugas itu sah atau tidak, tidak harus disadari oleh sipelaku. Yang 
penting di sini, adakah secara objektif atau secara materiil tugas itu sah atau tidak. 
Pembuktian tentang sah/tidaknya tugas tersebut adalah merupakan beban dari 
penuntut umum. 
Delik ini ditentukan sebagai delik yang dapat dituntut karena jabatan. Dapat 
timbul persoalan yaitu apabila ternyata dalam persidangan bahwa tugas itu tidak 
sah, apakah dengan demikian penuntut ini harus “dinyatakan sebagai tidak diteri-
ma” (niet ontvangkelijk vefklaard)? Memang, jika ternyata tugas itu tidak sah, tidak 
ada dasarnya mendakwakan Pasal 316, melainkan harus kembali kepada salah 
satu Pasal 310 sampai dengan Pasal 315. Karena delik tersebut adalah delik adu-
an, maka harus dinyatakan tidak memenuhi syarat penuntutan yang karenanya 
harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima, oleh karena itu jika menangani 
suatu delik seperti Pasal 316 ini, dan jika korban (objek), berkehendak akan terus 
melanjutkan perkara tersebut, kendati nanti ternyata bahwa tugasnya itu tidak sah, 
maka tidak ada salahnya ia tetap memasukkan/mengajukan pengaduan85. 
Pasal 319 
Rumusan Pasal 319 adalah : 
Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak di tuntut 
jika tidak  ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali 
berdasarkan Pasal 316. 
                                                          
85 S.R. Sianturi, Ibid., hal.571 
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Menurut Pasal 319 semua penghinaan tersebut dalam Pasal-pasal  310, 
311, 315, 317, 318, 320 dan 321 adalah delik aduan. Namun untuk Pasal-pasal 
310, 311, 315, 317, 318 dan 321 (khusus untuk Pasal 321 dalam hal objeknya 
adalah orang yang masih hidup), seandainya sasarannya (objek yang dihina) itu 
adalah seseorang pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugas-
nya yang sah, maka delik-delik itu adalah delik yang dapat dituntut karena jabatan. 
Sudah barang tentu untuk Pasal 320 dan Pasal 321 (dalam hal objeknya adalah 
yang sudah mati) penuntutan karena jabatan ini tidak termasuk, karena sasaran-
nya sudah jelas yaitu orang yang sudah mati. Dalam hal ini tidak termasuk pega-
wai negeri yang sudah mati kendati karena menjalankan tugasnya yang sah. Itulah 
makna dari penempatan Pasal 319 sebelum Pasal 320. 
Jenis penghinaan yang lain adalah : 
1.  Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Mati (Pasal 320) 
Rumusan Pasal 320  adalah : 
(1) Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan tin-
dakan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencema-
ran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) bulan 2 (dua)  minggu atau pidana denda paling 
banyak Rp. 300,- tiga ratus rupiah (x15). 
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah 
seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau 
menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati, ataupun dari 
suami (isteri) nya. 
(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh 
orang lain dari pada bapak, maka kejahatan itu dapat juga dituntut 
atas pengaduan orang itu. 
 
Pasal ini mengingatkan dan senada dengan Pasal 310 (1) tentang pence-
maran dan Pasal 310 ayat  (2) tentang pencemaran tertulis. Bedanya ialah bahwa 
sasaran/objek pada delik ini adalah orang yang sudah mati yang diperandaikan 
masih hidup. Karena Pasal 310 ini terdiri dari 3 ayat, maka ayat ke-3 tersebut juga 
berlaku dalam penerapan pasal ini. Berarti jika sipelaku melakukan delik pence-
maran kepada seseorang mati demi kepentingan umum atau karena terpaksa 
untuk bela diri, maka tindakan itu tidak dikualifikasikan sebagai pencemaran. 
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Selanjutnya, apabila sipelaku hanya melakukan penghinaan ringan terha-
dap si orang mati tersebut  tidak dapat diterapkan pasal ini. 
Delik ini berdasarkan Pasal  319 adalah juga delik aduan, hanya yang ber-
hak mengadu ditentukan adalah keluarga atau isteri (suami) yang masih hidup dari 
si mati, dan belum bercerai ketika si mati itu masih hidup. 
Mengenai pengertian dari keluarga sedarah atau semenda dalam garis 
lurus (tanpa terbatas derajat) ataupun dalam garis menyimpang yang dibatasi ha-
nya sampai derajat kedua. 
2. Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Mati Melalui Penyebaran Tulisan/ 
Gambar (Pasal 321) 
       Rumusan Pasal 321 adalah : 
(1) Barangsiapa menyiarkan (menyebarkan), ataupun secara terbuka (open-
lijk) mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan atau gambar yang 
isinya menghina, atau bagi yang sudah mati mencemarkan namanya, de-
ngan maksud supaya isi tulisan atau gambar tersebut diketahui (tenar) 
atau lebih diketahui (tenar) oleh umum, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling ba-
nyak Rp. 300,-(tiga ratus rupiah)  (x15). 
(2) Jika melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, 
sedangkan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan 
yang menjadi tetap karena kejahatan serupa, maka dapat dicabut haknya 
untuk menjalankan pencaharian tersebut. 
(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang 
ditentukan pada Pasal 319 dan Pasal 320 ayat kedua dan ketiga. 
 
Delik ini termasuk delik penyebaran (verspreidings misdrijven). Yang dian-
cam pidana pada pasal ini adalah orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan surat atau gambar yang isinya menghina atau mencemarkan nama 
baik orang yang sudah  mati, dengan maksud supaya isi surat itu atau gambar itu 
diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum. 
Penyiaran ini misalnya dengan surat kabar, surat selebaran dan sebagai-
nya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa 
maksud orang yang menyiarkan atau mempertunjukkan atau menempelkan surat 
atau gambar itu ialah supaya isi tulisan atau gambar tersebar atau lebi tersebar 
lagi.  
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Perbuatan ini adalah delik aduan, dimana yang berhak mengajukan penga-
duan adalah salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam ketu-
runan lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang meninggal 
atau atas pengaduan suami (isterinya). Dan apabila dalam daerah itu berlaku adat 
istiadat keturunan ibu yang menjalankan kekuasaan bapak (misalnya di Minangka-
bau), maka orang inilah yang berhak mengajukan pengaduan. 
Catatan : 
Penghinaan yang dilakukan melalui alat elektronik diancam pidana berda-
sarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik (UU ITE), yakni pada Pasal 45 ayat  (1) jo. Pasal 27 ayat (3) 
Adapun rumusan Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah : 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. 
000,00,- (satu miliar rupiah); 
 
Sedangkan : 
Pasal 27 ayat (3) rumusannya sebagai berikut : 
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ 
atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elek-
tronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 
 
7.  Rangkuman 
7.1  Penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik  se 
seorang, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang 
diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan 
kehormatan dalam lapangan seksuil; 
7.2  Penghinaan terdiri dari 6 (enam) macam, yakni: Pencemaran atau penis-
taan (smaad), Pasal 310 ayat (1),Pencemaran tertulis atau penistaan tertu-
lis (smaadschrift), Pasal 310 ayat (2);Pemfitnahan atau Fitnah (Laster),  Pa-
sal 311;Penghinaan ringan atau sederhana atau bersahaja, Pasal 315; 
Mengadu secara memfitnah (lasterlijkaanklacht), Pasal 317 dan Tuduhan 
secara memfitnah (lasterajkeverdarhtmaking), Pasal 318. 
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7.3  Pencemaran atau menista adalah menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu dengan  maksud terang supaya 
hal itu diketahui umum. Sedangkan pencemaran tertulis adalah pencema-
ran dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disebarkan, atau secara 
terbuka (openlijk) dipertunjukkan atau ditempelkan. 
7.4  Delik pencemaran atau pencemaran tertulis tidak dihukum jika si pelaku 
melakukan tindakan itu demi kepentingan umum, atau untuk pembelaan diri 
yang sangat diperlukan (terpaksa). 
7.5  Delik memfitnah merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, tetapi 
selain ia harus memenuhi unsur-unsur dari pencemaran/pencemaran tertu-
lis juga ditambah 3 (tiga) unsur tambahan, yaitu bahwa kepada sipelaku di-
perbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan; bahwa 
sipelaku tidak dapat membuktikannya, dan bahwa yang dituduhkan itu ber-
tentangan dengan diketahuinya. 
7.6  Pencemaran ringan atau sederhana atau bersahaja adalah perbuatan de-
ngan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis 
yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum (in het openbaar) 
dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan 
atau tindakan nyata, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan 
kepadanya. 
7.7  Delik mengadu secara memfitnah adalah dengan sengaja mengajukan 
pengaduan atau pemberitaan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis 
maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau 
nama baiknya terserang. 
7.8  Delik dengan tuduhan secara menfitnah adalah suatu tindakan dengan 
sengaja menuduh terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak 
pidana. 
7.9  Semua jenis penghinaan termasuk delik aduan kecuali yang disebutkan 
pada Pasal 316 yakni penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang 
menjalankan jabatannya. 
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C. PENUTUP 
1. Soal Latihan 
1. Jelaskan pengertian penghinaan? 
2. Uraikan unsur-unsur penghinaan dengan pencemaran atau penistaan se-
bagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP? 
3. Uraikan unsur-unsur penghinaan dengan pencemaran melalui tulisan se-
bagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2)  KUHP? 
4. Uraikan unsur-unsur penghinaan dengan memfitnah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 311 KUHP? 
5. Uraikan unsur-unsur Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan atau se-
derhana atau bersahaja? 
6. Uraikan unsur-unsur Pasal 317 KUHP tentang mengadu secara memfit-
nah? 
7. Uraikan unsur-unsur Pasal 318 KUHP tentang tuduhan memfitnah? 
8. Uraikan unsur-unsur penghinaan terhadap orang yang sudah mati seba-
gaimana diatur dalam Pasal 320 KUHP? 
9. Uraikan unsur-unsur penghinaan terhadap orang yang sudah mati yang 
melalui tulisan atau gambar sebagaimana diatur dalam Pasal 321 KUHP? 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau ko-
mentar yang berkaitan dengan pembahasan materi tersebut, mahasiswa menga-
jukan pertanyaan terhadap hal-hal ia merasa belum jelas. 
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BAB V 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA 
TERHADAP NYAWA (PEMBUNUHAN) 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Setelah selesai membahas  pokok bahasan Delik atau Tindak Pidana Ter-
hadap Nyawa (Pembunuhan), mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan 
secara sistematis tentang pengertian pembunuhan dan menjelaskan masing-ma-
sing jenis  Delik atau Tindak Pidana  Pembunuhan, menguraikan unsur-unsurnya 
dan menerapkan dalam contoh kasus atau kasus nyata. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat  
Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang : 
- Delik atau tindak pidana yakni pengetahuan tentang pengertian delik 
atau tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur 
subyektif/pembuat  (unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yakni un-
sur kesalahan) dan unsur obyektif/perbuatan  (unsur yang terdapat di 
luar diri si pelaku yakni unsur perbuatan), jenis-jenis tindak pidana; 
- Mempunyai pengetahuan tentang penafsiran yakni pengertian penaf-
siran, urutan penafsiran dan jenis-jenis penafsiran; 
- Mempunyai pengetahuan  tentang percobaan, unsur-unsur percobaan. 
3. Keterikatan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Pada mata kuliah Delik-Delik di Dalam Kodifikasi setiap pokok bahasan 
yang terdiri dari delik atau tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, mem-
punyai unsur-unsur yang berbeda, pembahasannya tidak  harus berurutan berda-
sarkan GBRP, sehingga tidak dijelaskan keterkaitan antara pokok bahasan yang 
satu dengan pokok bahasan yang lainnya. Kecuali antara pokok bahasan pembu-
nuhan dengan pokok bahasan penganiayaan khususnya jenis penganiayaan yang 
berakibat kematian, dan antara pokok bahasan delik harta benda khususnya pen-
curian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pokok bahasan 
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pembunuhan khususnya pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
tindak pidana lain. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran  
Bahan pembelajaran ini bermanfaat/penting bagi setiap pembelajar yakni 
mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai bahan dasar untuk 
mempelajari lebih lanjut materi yang akan dibahas, sedangkan bagi dosen penting 
sebagai batasan-batasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. 
5. Petunjuk Belajar Mahsasiswa   
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Delik-Delik dalam Kodifikasi sebe-
lum mengikuti setiap pembelajaran, terlebih dahulu harus mempunyai pengeta-
huan dasar tentang delik atau tindak pidana beserta unsur-unsurnya, karena seti-
ap pokok bahasan akan diuraikan setiap unsur dari delik atautindak pidana. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA 
(PEMBUNUHAN) 
1. Pengertian Pembunuhan 
Pada pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa, kepentingan hukum 
yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa orang atau 
manusia. Pengertian pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP yang rumu-
sannya adalah barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa 
orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 
tahun. Dari rumusan Pasal 338 tersebut dapat diartikan bahwa pembunuhan ada-
lah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 
Pembunuhan termasuk delik materiil yang artinya bahwa pembunuhan baru 
dikatakan telah terjadi apabila timbul akibat yang dilarang sebagaimana yang 
tercantum pada Pasal 338 yakni matinya orang (korban). 
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2. Jenis-Jenis Pembunuhan 
Tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan diatur dalam Bab IX yakni 
Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. 
Adapun jenis-jenis pembunuhan adalah : 
a. Pembunuhan biasa (Pasal 338); 
b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana 
lain (Pasal 339); 
c. Pembunuhan berencana (Pasal 340); 
d. Pembunuhan ibu terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dila-
hirkan (Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343); 
e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344); 
f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345); 
g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 sam-
pai dengan Pasal 349). 
2.1  Pembunuhan Biasa  
Pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP disebut juga  pem-
bunuhan dalam bentuk pokok atau merupakan delik dasar yang artinya bahwa 
unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 338 menjadi unsur-unsur pada jenis delik 
pembunuhan yang lain. Perbedaannya pada unsur tambahan yang dapat berupa 
unsur pemberatan sehingga ancaman pidana lebih berat dibanding dengan delik 
pokoknya atau tambahan unsur yang meringankan sehingga ancaman pidananya 
lebih rendah dari delik pokoknya. 
Pasal 338 rumusannya sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 
Apabila rumusan tersebut dirinci, maka unsur-unsurnya adalah : 
a. Unsur obyektif : 
1. Perbuatan menghilangkan nyawa 
2. Obyeknya nyawa orng lain 
b. Unsur subyektif : dengan sengaja 
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Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus 
dipenuhi : 
1. Adanya wujud perbuatan; 
2. Adanya suatu kematian (orang lain); 
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian 
(orang lain) 
Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan 
terdapat syarat yang juga harus dibuktikan yakni pelaksanaan perbuatan meng-
hilangkan nyawa harus tidak lama setelah timbulnya niat/kehendak untuk menghi-
langkan nyawa orang lain. 
Menurut S.R. Sianturi86 unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya, 
artinya mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. 
Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan 
penganiayaan yang mengakibatkan matinya oran lain. Dalam hal penganiayaan, 
si petindak benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya, melainkan su-
paya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera. 
Menurut Sugandhi87 bahwa untuk dapat dituntut menurut pasal ini. Pembu-
nuhan itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak dipikir-
pikir lama. Apabila jarak antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih 
ada waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk memutuskan 
dengan cara bagaimana akan melakukan pembunuhan itu, maka dikenakan Pasal 
340 (pembunuhan yang direncanakan). 
Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abs-
trak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari 
sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, 
misalnya memasukkan racun ke dalam minuman. Disebut abstrak karena perbua-
tan itu tidak menunjuk perbuatan kongkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyata-
annya secara kongkret perbuatan itu dapat beraneka ragam wujudnya, misalnya 
menembak, memukul, membacok, meracun dan sebagainya.  
                                                          
86 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta, 2016, hal. 485 
87  Sugandhi, KUHP dan Pembahasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 357 
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S.R. Sianturi88 menyatakan bahwa tindakan yang dilarang adalah meram-
pas jiwa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala 
cara merampas jiwa yang dicakup oleh Pasal 338 ini, misalnya memukul, menen-
dang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrom dengan aliran 
listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari 
suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati dan lain 
sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan. 
Saat timbulnya akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak 
lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang 
penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah 
dibacok, karena menderita luka-luka berat, korban dirawat di rumah sakit, dua 
minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal. 
2.2 Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului oleh Tindak Pidana Lain  
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain 
diatur dalam Pasal 339 KUHP, Pasal ini  disebut sebagai pembunuhan yang dikua-
lifikasikan  atau pembunuhan  dengan keadaan yang memberatkan. 
Rumusan Pasal 339 adalah : 
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindk pidana 
lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memper-
mudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun 
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hu-
kum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara  waktu 
paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
 
Apabila rumusan Pasal 339 tersebut dirinci, maka unsur-unsurnya sebagai 
berikut : 
1. Semua unsur pembunuhan (subyektif dan obyektif) pada Pasal 338; 
2. Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain; 
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud : 
a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain; 
b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain; 
                                                          
88  S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 486-487 
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c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan : 
1) Untuk mempermudah diri sendiri atau peserta lain dari pidana; 
2) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya seca-
ra melawan hukum (dari tindak pidana). 
Pembunuhan yang diperberat ini sebenarnya terjadi dua tindak pidana 
sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 
338) dan lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana itu 
harus terjadi, tidak boleh baru percobaan. Apabila pembunuhannya telah terjadi, 
akan tetapi tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk memper-
siapkan pencurian di mana pencuriannya belum terjadi, maka tindak pidana ber-
dasarkan Pasal 339 tidak terjadi. 
Walaupun ada dua tindak pidana yang terjadi sekaligus, tetapi bukan 
perbarengan tindak pidana (concursus), karena dua atau lebih tindak pidana da-
lam concursus, antara yang satu dengan yang lainnya masing-masing berdiri 
sendiri dan tidak ada hubungan. Sedangkan dalam Pasal 339 antara pembunuhan 
dengan tindak pidana lain dapat dilihat dari perkataan atau unsur diikuti, disertai 
atau didahului dengan tindak pidana lain dan dengan makud untuk mempersiap-
kan atau mempermudah dan seterusnya. 
Apabila pembunuhan itu diikuti oleh tindak pidana lain, yang artinya pembu-
nuhan itu dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian tindak pidana lain, maka mak-
sud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk mempersiapkan tindak pidana 
lain. 
Apabila pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain, yang berarti bah-
wa pelaksanaan pembunuhan dan pelaksanaan tindak pidana lain terjadi secara 
serentak. Maka maksud melakukan pembunuhan itu ditujukan untuk mempermu-
dah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana lain. 
Apabila pembunuhan didahului dengan tindak pidana lain, yang artinya 
tindak pidana lain itu dilakukan lebih dahulu dari pembunuhan, maka maksudnya 
melakukan  pembunuhan itu adalah dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk: 
1. Menghindari diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana; 
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2. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya dari tindak 
pidana. 
Pembunuhan Pasal 339 ada kemiripannya dengan pencurian dengan keke-
rasan yang mengakibatkan kematian orang lain (Pasal 365 ayat (3)). 
Adami Chazawi mengemukakan  persamaan dan perbedaan antara kedua 
pasal tersebut, yaitu89 : 
a. Persamaan  
1.  Kedua kejahatan ini mempunyai unsur kesalahan yang sama 
yakni dengan maksud. Maksud digunakannya kekerasan atau 
ancaman kekerasan pada kedua pasal tersebut ditujukan 1) 
untuk mempersiapkan, 2) mempermudah pelaksanaan, dan 3) 
dalam hal tertangkap tangan untuk : a) melepaskan dari pemi-
danaan (Pasal 339), memungkinkan melarikan diri (Pasal 365), 
b) dapat tetap/memastikan menguasai benda yang diperoleh dari 
kejahatan; 
2. Waktu/saat digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan 
(Pasal 365), membunuh (Pasal 339) adalah : sebelum atau pada 
saat, setelah pencurian (Pasal 365), dan kejahatan lain (Pasal 
339) 
3. Baik pencurian (Pasal365) maupun pembunuhan (Pasal 339) 
sama berakibat kematian orang lain. 
b. Perbedaan 
1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) kejahatan pokoknya 
adalah pencurian, sedangkan kejahatan (Pasal 339) kejahatan 
pokoknya adalah pembunuhan; 
2. Kesengajaan pada Pasal 365 tidak ditujukan pada kematian 
orang lain, sedangkan pada Pasal 339 ditujukan pada kematian 
orang lain; 
3. pada pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), menggunakan 
upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Artinya kekera-
                                                          
89 Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 78-80 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 144 
san atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan/hubungan 
(secara subyektif) terhadap kejahatan pokok (pencurian), tetapi 
pada Pasal 339, kejahatan lain itu tidak mempunyai peranan 
atau andil (secara subyektif) terhadap kejahatan pokok yakni 
pembunuhan. Tetapi pembunuhanlah yang yang mempunyai pe-
ranan/hubungan (secara subyektif) terhadap tindak pidana lain; 
4. pada unsur maksud, apabila tertangkap tangan, kekerasan atau 
ancaman kekerasan (Pasal 365) ditujukan untuk dapat melarikan 
dirinya sendiri atau peserta lainnya. sedangkan pada Pasal 339 
maksud itu, apabila tertangkap tangan ditujukan untuk menghin-
darkan dari pemidanaan bagi dirinya ataupun peserta lainnya; 
5. Kejahatan Pasal 365 hanya ada satu tindak pidana saja yakni 
pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan bukan tindak pi-
dana, tetapi upaya yang memberatkan pidana pada pencurian.  
Tetapi kejahatan Pasal 339 ada 2 tindak pidana, namun bukan 
perbarengan tindak pidana. Karena di sini diantara tindak pidana 
itu ada hubungan yang erat dan berupa suatu rumusan tindak 
pidana yang berdiri sendiri; 
6. Faktor pemberat pada pencurian Pada Pasal 365 adalah kekera-
san atau ancaman kekerasan, sedangkan faktor pemberat pada 
Pasal 339 adalah tindak pidana lain; 
7. Pada pencurian dengan kekerasan ada bentuk yang memung-
kinkan untuk dijatuhi pidana mati (Pasal 365 ayat (4), sedangkan 
bagi Pasal 339, tidak ada kemungkinan seperti itu; 
8. Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah upaya melakukan 
kejahatam pokok yakni pencurian (Pasal 365), sedangkan keja-
haan pokok pembunuhan  dapat dianggap sebagai upaya bagi 
dilakukannya tindak pidana lain (Pasal 339). 
2.3 Pembunuhan Berencana  
Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman 
pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa.  
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Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya 
sebagai berikut :  
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghi-
langkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu paling lama 20 (dua puluh)tahun. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 340 tersebut, maka unsur-unsurnya dapat diu-
raikan sebagai berikut : 
1. Unsur subyektif : 
a. Dengan sengaja; 
b. Dengan rencana terlebih dahulu. 
2. Unsur obyektif : 
a. Perbuatan : menghilangkan nyawa; 
b. Obyeknya : nyawa orang lain. 
Pembunuhan berencana adalah pembunuhan dalam arti Pasal 338, kemu-
dian ditambah unsur yang memberatkan yakni dengan rencana lebih dahulu.  
S.R. Sianturi90 menyatakan bahwa rencana terlebih dahulu dipandang ada 
jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-
nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain seba-
gainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini  dapat 
juga telah terfikirkan olehnya akibat dari  pembunuhan itu ataupun cara-cara lain 
sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuh-
nya. 
Menurut R. Soesilo91 bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah antara 
timbulnya  maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu, masih ada tem-
po bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagai-
mana pembunuhan itu akan dilakukan. 
 Menurut Adami Chazawi92 bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu 
pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat : 
                                                          
90  S.R. Sianturi, Ibid. hal. 48 
91  R. Soesilo, Op.Cit. hal 241 
92  Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 82 
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a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai de-
ngan pelaksanaan kehendak; 
c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada waktu memu-
tuskan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang 
adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan ter-
paksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan 
kehendak  untuk membunuh  telah dipikirkan dan dipertimbangkan, sudah dipikir-
kan  untung ruginya. 
Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak  sampai 
pelaksanaan keputusan kehendaknya. Waktu yang cukup itu adalah relatif dalam 
arti tidak diukur dari lamanya  waktu tertentu, melainkan bergantung dari keadaan 
atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat , karena jika terlalu singkat 
tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Waktu yang demikian tidak 
menggambarkan suasana yang tenang. Begitu pula tidak boleh terlalu lama, se-
bab bila terlalu lama tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengam-
bilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. 
Pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana yang tenang, mak-
sudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam kea-
daan tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan seba-
gainya. 
2.4 Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat atau Tidak Lama  Setelah    
dilahirkan  
Pembunuhan ibu terhadap bayinya ada 2 (dua) jenis yakni yang dirumus-
kan pada Pasal 341 dan Pasal 342 KHUP. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi 
yang dilakukan tidak dengan rencana terlebih dahulu (pembunuhan bayi biasa 
atau kinderdooslag). Sedangkan Pasal 342 adalah pembunuhan bayi yang dilaku-
kan dengan rencana terlebih dahulu (kindermoord) 
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2.4.1 Pembunuhan Biasa oleh Ibu Terhadap bayinya Pada Saat atau Tidak Lama 
Setelah Dilahirkan. 
Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya yang baru dilahirkan diatur 
dalam Pasal 341 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : 
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat 
dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nya-
wa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 341 tersebut, maka dapat diuraikan unsur-un-
surnya: 
a. Unsur obyektif adalah : 
1. Pelakunya seorang ibu; 
2. Perbuatan : menghilangkan nyawa; 
3. Obyeknya : nyawa bayinya sendiri; 
4. Waktunya : 
a) Pada saat bayi dilahirkan; 
b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan 
5. Motifnya : karena takut ketahuan melahirkan. 
b. Unsur subyektif : dengan sengaja 
Pelaku dalam Pasal 341 harus seorang ibu dari bayi yang dilahirkan. Dalam 
hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat 
yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa tindak pidana ini tidak 
bisa dilakukan oleh setiap orang. 
Sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada bahwa  bayi tersebut 
dihasilkan dari hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah 
ada alasan untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahir-
kan itu diperoleh dari perkawinan yang sah. Jadi kekhususan dari pembunuhan ini 
adalah adanya pengaruh tertentu pada jiwa/hati pelaku, bahwa sang ibu itu  keta-
kutan bahwa ia melahirkan anak. 
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Adanya takut diketahui melahirkan bayi karena alasan belum melakukan 
perkawinan yang sah, tidaklah dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengha-
puskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu yang membunuh bayinya. 
Apabila seluruh tubuh bayi sudah terpisah dari badan ibu, kemudian ibu 
tersebut membunuh bayinya, maka pembunuhan ini termasuk pembunuhan bayi 
tidak lama setelah dilahirkan. 
Pengertian tenggang waktu tidak lama setelah dilahirkan terdapat 2 (dua) 
pandangan  yakni 93 : 
1. Pandangan pertama, setelah tubuh bayi  terpisah dari tubuh ibu sam-
pai dengan diketahuinya oleh orang lain perihal ia melahirkan bayinya 
itu. 
2. Pandangan kedua, yakni saat setelah tubuh bayi keluar dari vagina/ 
terpisah dari tubuh si ibu sampai dengan si ibu melakukan tindakan 
perawatan terhadap bayinya. 
Berdasarkan pandangan pertama maka jangka waktu saat tidak lama sete-
lah dilahirkan adalah menjadi tidak dapat ditentukan selama kerahasiaan belum 
diketahui orang, selama itu pula masih termasuk dalam jarak tidak lama setelah 
dilahirkan. 
2.4.2 Pembunuhan Ibu Terhadap Terhadap Bayinya Pada Saat atau Tidak Lama 
Setelah Dilahirkan dengan Direncanakan Terlebih Dahulu 
Delik tersebut diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang rumusannya adalah : 
Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah 
diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pa-
da saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja meng-
hilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri 
dengan rencana dengan pidana penjara  paling lama 9 (sembilan) tahun. 
 
Unsur-unsur pasal tersebut adalah : 
a. Pelaku : seorang ibu; 
b. Adanya keputusan kehendak yang telah diambil sebelumnya; 
                                                          
93  Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 93 
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c. Perbuatan : menghilangkan nyawa; 
d. Obyek : nyawa bayinya sendiri 
e. Waktu :  
1) Pada saat bayi dilahirkan; 
2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan. 
f. Karena takut akan ketahuan melahirkan bayi; 
g. Dengan sengaja. 
Pembunuhan bayi oleh ibunya dengan rencana adalah pembunuhan bayi 
biasa (Pasal 341) ditambah unsur rencana terlebih dahulu. Karena unsur rencana 
ini maka diberi kualifikasi  pembunuhan bayi berencana. 
Adami Chazawi94 menyatakan bahwa unsur keputusan kehendak yang te-
lah diambilnya adalah keputusan kehendak untuk menghilangkan nyawa bayi 
yang akan dilahirkannya yang terbentuknya kehendak adalah sebelum bayi dila-
hirkan. 
Tenggang waktu antara sejak timbulnya: tanda-tanda akan melahirkan 
sampai dengan keluarnya dari tubuh ibu, maka diambilnya keputusan kehendak 
untuk membunuh adalah sebelum tanda-tanda tersebut timbul. Waktu pengam-
bilan keputusan kehendak sebelum timbulnya tanda adalah syarat mutlak untuk 
adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan bayi berencana. 
Dalam hal pengambilan keputusan kehendak ada perbedaan antara unsur 
berencana pada Pasal 342 dengan unsur berencana pada Pasak 340. Pada  Pasal 
340, kehendak dari pelaku dilakukan dalam keadaan hati yang tenang. Tetapi 
sebaliknya pada Pasal 342 terbentuknya kehendak dari pelaku adalah dalam 
suasana batin yang tidak tenang, karena dalam suasana batin yang ketakutan 
akan diketahui bahwa dia melahirkan bayi.  
Pasal lain yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut adalah Pasal 343 
KUHP. Pasal 343 merumuskan bahwa  bagi orang yang turut campur  dalam keja-
hatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai 
makar mati atau pembunuhan. R. Soesilo95 menyatakan bahwa orang yang turut 
                                                          
94  Adami Chazawi, Ibid. hal. 96 
95  R. Soesilo, Op.Cit. hal. 242 
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melakukan  (mededader) dan membantu melakukan (medeplichtig) pada pembu-
nuhan  anak tersebut dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dihukum menurut peraturan 
tentang turut serta dan membantu kejahatan Pasal 338 (doodslag) dan Pasal 340 
(moord). 
2.5 Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri  
Pembunuhan atas permintaan sendiri diatur dalam Pasal 344 KUHP,yang 
rumusannya adalah : 
Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 
Berdasarkan rumusan Pasal 344 tersebut, unsur-unsurnya dapat dirinci 
sebagai berikut : 
1. Perbuatan menghilangkan nyawa; 
2. Obyek : nyawa orang lain; 
3. Atas permintaan orang itu sendiri; 
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. 
Perbedaan antara Pasal 344 dengan Pasal 338 adalah bahwa pada Pasal 
344 terdapat unsur atas permintaan korban sendiri yang jelas dinyatakan dengan 
sungguh-sungguh, dan tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana da-
lam Pasal 338. 
Dari unsur atas permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk me-
lakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada Pasal 338 
ada pada pelaku. 
Unsur dinyatakan dengan sungguh-sungguh mengandung arti bahwa per-
nyataan untuk dilakukan pembunuhan itu haruslah dengan sungguh-sungguh, dan 
kesungguhan itu harus dinyatakan dengan jelas. 
2.6 Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri  
Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya sebagai 
berikut : 
Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya  
dalam perbuatan itu atau  memberi sarana  kepadanya untuk itu, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 4  (empat) tahun kalau orang itu jadi 
bunuh diri. 
 
Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut  :  
a. Perbuatan : 
1. Mendorong; 
2. Menolong; 
3. Memberikan sarana; 
b. Pada orang itu untuk bunuh diri; 
c. Orang tersebut jadi bunuh diri; 
d. Dengan sengaja. 
Perbuatan mendorong, inisiatif untuk melakukan bunuh diri bukan berasal 
dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang yang men-
dorong. Perbuatan mendorong adalah perbuatan dengan cara dan bentuk apapun 
terhadap orang lain yang sifatnya mempengaruhi kehendak orang, agar pada 
orang itu  timbul kehendak sebagai akibat sekaligus merupakan kehendak yang 
ingin dicapai oleh petindak atau orang yang mendorong. 
2.7 Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan                 
2.7.1 Dilakukan oleh perempuan sendiri (Pasal 346) 
Rumusan Pasal 346 : 
Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan  atau mematikan kandu-
ngannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 4 (empat) tahun. 
Berdasarkan rumusan tersebut, dapat  dirinci unsur-unsurnya : 
a. Unsur obyektif  
1. Pelaku : seorang perempuan 
2. Perbuatan  
a) Menggugurkan  
b) Mematikan 
c) Menyuruh orang lain menggugurkan dan 
d) Menyuruh  orang lain mematikan 
3. Obyek :  kandungan sendiri 
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b. Unsur subyektif : sengaja 
Pelaku pada Pasal 346 haruslah seorang perempuan yakni perempuan 
yang hamil. Ada 4 (empat) perbuatan yang dilarang, yakni menggugurkan kandu-
ngan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan 
dan menyuruh orang lain mematikan kandungan. 
Menurut Adami Chazawi96 yang dimaksud dengan perbuatan menggu-
gurkan  kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud  dan 
caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat 
lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya 
dilahirkan  menurut alam. Lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi 
maksud atau diketahui pelaku. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin 
belum waktunya ini sering disebut dengan abortus provocatus. 
  Mematikan kandungan  harus sengaja ditujukan  pada matinya bayi atau 
janin  yang dikandung dalam rahim  seorang perempuan  setelah dilahirkan . Disini 
ada dua yang dituju pada unsur kesengajaan, yakni kelahiran janin atau bayi dari 
dalam rahim dan matinya bayi atau janin tersebut. Sedangkan pada perbuatan 
menggugurkan kesengajaan hanya ditujukan semata-mata pada kelahiran/keluar-
nya bayi atau janin dari dalam rahim, apakah hidup atau mati tidak menjadi per-
soalan. 
Menyuruh orang lain menggugurkan kandungan  atau menyuruh orang lain 
mematikan kandungan, di sini ada dua orang yang terlibat untuk timbulnya akibat 
bayi atau janin lahir belum waktunya dan atau matinya bayi atau janin yang dila-
hirkan belum waktunya, yakni perempuan yang bersangkutan yang menyuruh 
melakukan (bukan doenpleger) sebagaimana pada Pasal 55 ayat (1) dan orang 
lain yang melaksanakan kedua perbuatan menggugurkan dan mematikan kandu-
ngan. 
 
 
 
                                                          
96  Adami Chazawi, Op.Cit. hal. 113 
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2.7.2 Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan Perempuan 
yang mengandung  
Delik tersebut diatur dalam Pasal 347 KUHP yang merumuskan : 
(1) Barangsiapa  dengan sengaja menggugurkan  atau mematikan kandu-
ngan seoran perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pida-
na penjara palin lama 12 (dua belas) tahun 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, di 
pidana dengan pidana penjara palin lama 15 (lima belas) tahun 
 
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur-
nya sebagai berikut : 
a. Unsur obyektif :  
1) Perbuatan : -  Menggugurkan; 
- Mematikan; 
2) Obyek         : kandungan seorang perempuan; 
3) Tanpa persetujuan perempuan itu; 
b. Unsur subyektif : dengan sengaja. 
Pasal 347 ini mempunyai persamaan dan perbedaan  dengan Pasal 346. 
Persamaannya pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan, dan 
obyeknya yakni kandungan seorang perempuan. Sedangkan perbedaannya ada-
lah pada Pasal 346 terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) menggugurkan dan 
menyuruh  (orang lain) mematikan yang tidak ada dalam Pasal 347. Pada Pasal 
347 ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung). Pelaku 
pada Pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedangkan pelaku pada 
Pasal 347 adalah orang lain. 
Menurut Adami Chazawi97 tanpa persetujuan dapat terjadi dalam beberapa 
kemungkinan. Mungkin terjadi dalam hal perempuan tersebut tidak mengetahui 
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu maksudnya adalah untuk 
menggugurkan atau mematikan kandungan, misalnya dalam keadaan sakit, ke-
mudian sengaja disuntikkan sesuatu obat oleh  perawat kesehatan yang obat itu 
                                                          
97  Adami Chazawi, Ibid, hal. 117 
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mematikan atau menggugurkan kandungan. Bisa juga terjadi dalam hal ia menge-
tahui bahwa perbuatan oleh orang lain terhadap kandungannya itu dapat berakibat 
gugurnya atau matinya kandungannya, akan tetapi ia tidak berdaya karena missal-
nya dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Selanjutnya dikatakan oleh Adami Chazawi98 tanpa persetujuannya artinya 
perempuan itu tidak menghedaki akibat gugurnya atau matinya kandungannya itu, 
dan tidak selalu tidak setuju terhadap wujud perbuatannya. Bisa terjadi terhadap 
perbuatan yang dilakukan orang lain itu disetujuimya baik secara diam-diam mau-
pun secara terang, akan tetapi karena ia tidak mengetahui bahwa akibat perbuatan 
itu hamilnya akan gugur atau mati. Misalnya seorang bidan yang dengan maksud  
untuk  menggugurkan  kandungan seorang perempuan, menyuntikkan suatu obat 
yang dapat menimbulkan keguguran pada perempuan tersebut. Dalam kasus ini 
perempuan menyetujui atas perbuatan menyuntuk yang dilakukan oleh bidan tadi, 
tetapi dia tidak meyetujui/tidak menghedaki  akibatnya gugur kandungannya. 
2.7.3 Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan  Perempuan 
yang Mengandung  
Delik tersebut diatur dalam Pasal 348, yang merumuskan  sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandu-
ngan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya lima tahun 6 (enam) bulan; 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, di 
pidana dengan pidana penjara paling  lama 7 (tujuh) tahun. 
Adapun unsur-unsurnya adalah: 
a. Unsur obyektif : 
(1) Perbuatan   : - menggugurkan; 
                      - mematikan; 
(2) Obyek         : kandungan seorang perempuan 
(3) Dengan persetujuannya; 
b. Unsur subyektif  :  dengan sengaja. 
                                                          
98  Adami Chazawi, Ibid, hal. 120 
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Perbedaan pokok Pasal 347 dengan Pasal 348 adalah bahwa perbuatan 
menggugurkan atau mematikan  kandungannya dalam Pasal 348 adalah dengan 
pesetujuan perempuan yang mengandung. 
Persetujuan artinya dikendaki bersama dengan orang lain, ada dua atau 
lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya 
kandugan itu. 
2.7.4 Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan oleh Dokter Atau Juru Obat  
Delik tersebut dalam Pasal 349, yang merumuskan sebagai berikut : 
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan 
berasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan 
salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal  347 dan Pasal 348, 
maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 
sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam 
mana kejahatan itu dilakukan. 
 
Subyek dari pasal ini adalah dokter, bidan atau tukang obat. Mereka ini 
adalah subyek khusus. 
Tindakan yang dilakukan : 
a. Membantu melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 346. Membantu 
di sini adalah dalam arti Pasal 56. Namun kepada mereka ini bukannya 
diancamkan maksimal empat tahun dikurang dengan sepertiganya, 
melainkan empat tahun ditambah dengan sepertiganya; 
b.  Melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 347 atau Pasal 348; 
Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan 
sepertiga dari  Pasal 347 atau Pasal 348; 
c. Membantu melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 347 atau Pasal 
348; dalam hal ini maksimum ancaman pidananya sama dengan yang 
ditentukan pada pasal   tersebut. 
Selain delik atau tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan 
sengaja (pembunuhan), terdapat pula ketentuan pidana bagi kejahatan terhadap 
nyawa yang dilakukan dengan kealpaan/cupa, yakni pada Pasal 359 KUHP. 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 156 
Adapun  rumusan Pasal 359 sebagai berikut :  
Barangsiapa karena kesalahannya (keapaannya) menyebabkan orang lain 
mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pida-
na kurungan paling lama 1 ((satu) tahun. 
Unsur-unsur Pasal 359 adalah : 
Unsur obyektif  
a. Perbuatan : wujud perbuatan tertentu. 
b. Akibat        : kematian orang lain. 
c. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat 
kematian orang lain. 
Unsur subyektif : karena kelalaian/kealpaan 
Perbuatan tertentu, tidak terbatas wujud dan caranya, misalnya menjatuh-
kan balok, menembak, memotong pohon. Yang penting dari perbuatan itu ada 
orang mati. 
Wujud perbuatan ini dapat berupa perbuatan aktif, misalnya seperti disebut 
di atas, dan dapat pula berupa perbuatan pasif, misalnya penjaga gawang kereta 
api, karena tertidur ia lupa menutup palang pintu ketika kereta api lewat yang 
mengakibatkan sebuah bis ditabrak oleh kareta api dan banyak orang meninggal. 
Pengaturan mengenai pengguguran kandungan telah diatur lebih khusus 
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, yakni pada Pasal 75, Pasal 
76, Pasal 77 dan  Pasal 194. Adapun rumusan pasal tersebut adalah sebagai beri-
kut : 
- Pasal 75 : 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi; 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecua-
likan berdasarkan : 
a. Indikasi medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik 
yang mengancam  nyawa ibu dan/atau cacat bawaan, maupun 
yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut 
hidup di luar kandungan; atau  
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 157 
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dila-
kukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tinda-
kan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan 
oleh konselor yang kompeten dan berwenang; 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dia-
tur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Peme-
rintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 
- Pasal 76 : 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: 
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari 
pertama haid terakhir; 
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewena-
ngan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; 
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan  
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetap-
kan oleh menteri. 
- Pasal 77 : 
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak 
bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, serta bertentangan 
dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
- Pasal 194 : 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai de-
ngan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) di 
pidana dengan pidana penjara paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 
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3.  Rangkuman 
3.1  Pengaturan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP 
yaitu untuk melindungi kepentingan hukum nyawa orang atau manusia.  
3.2  Pengertian pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP yang rumusan-
nya adalah barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa atau  jiwa 
orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling 
lama 15 tahun. Dari rumusan Pasal 338 tersebut dapat diartikan bahwa 
pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 
3.3  Pembunuhan termasuk delik materiil yang artinya bahwa pembunuhan ba-
ru dikatakan telah terjadi apabila timbul akibat yang dilarang sebagaimana 
yang tercantum pada Pasal 338 yakni matinya orang (korban). 
3.4  Jenis-jenis pembunuhan adalah : Pembunuhan biasa (Pasal 338), Pem-
bunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain 
(Pasal 339), Pembunuhan berencana (Pasal 340), Pembunuhan ibu terha-
dap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342 dan 
343), Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344), Penganjuran dan 
pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345), Pengguguran dan pembunuhan 
terhadap kandungan (Pasal 346 sampai dengan Pasal 349). 
3.5 Direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk 
membunuh dengan pelaksanaannya itu, masih ada tempo bagi si pembuat 
untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pem-
bunuhan itu akan dilakukan (Pasal 340). 
 
C.  PENUTUP 
1. Soal Latihan  
1. Jelaskan pengertian pembunuhan? 
2. Pembunuhan termasuk delik materiil? Jelaskan! 
3. Uraikan unsur-unsur  pembunuhan sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP? 
4. Uraikan unsur-unsur pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti de-
ngan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP? 
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5. Uraikan unsur-unsur pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur da-
lam Pasal 340 KUHP? 
6. Uraikan unsur-unsur pembunuhan ibu terhadap anak yang baru dilahirkan 
atau tidak lama setelah dilahirkan sebagaimana dalam Pasal 342 KUHP? 
7. Uraikan unsur-unsur pembunuhan atas permintaan korban sebagaimana 
dalam Pasal 344 KUHP? 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau ko-
mentar yang berkaitan dengan pembahasan materi tersebut, mahasiswa menga-
jukan pertanyaan terhadap hal-hal ia merasa belum jelas. 
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BAB VI 
 DELIK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH 
(PENGANIAYAAN) 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Setelah selesai membahas  pokok bahasan Delik  atau Tindak Pidana Ter-
hadap Tubuh (Penganiayaan), mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan 
secara sistematis tentang pengertian penganiayaan dan menjelaskan masing-ma-
sing jenis  delik atau tindak pidana penganiayaan, menguraikan unsur-unsurnya 
dan menerapkan dalam contoh kasus. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang : 
- Delik atau tindak pidana yakni pengetahuan tentang pengertian delik 
atau tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur 
subyektif/pembuat  (unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yakni un-
sur kesalahan) dan unsur obyektif/perbuatan  (unsur yang terdapat di 
luar diri si pelaku yakni unsur perbuatan), jenis-jenis tindak pidana; 
- Mempunyai pengetahuan tentang penafsiran yakni pengertian penafsi-
ran, urutan penafsiran dan jenis-jenis penafsiran. 
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Pada mata kuliah Delik-Delik di Dalam Kodifikasi setiap pokok bahasan 
yang terdiri dari delik atau tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, mem-
punyai unsur-unsur yang berbeda, pembahasannya tidak harus berurutan berda-
sarkan GBRP, sehingga tidak dijelaskan keterkaitan antara pokok bahasan yang 
satu dengan pokok bahasan yang lainnya. Kecuali antara pokok bahasan pembu-
nuhan dengan pokok bahasan penganiayaan khususnya jenis penganiayaan yang 
berakibat kematian, dan antara pokok bahasan delik harta benda khususnya pen-
curian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pokok bahasan 
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pembunuhan khususnya pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
tindak pidana lain. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran 
Bahan pembelajaran ini bermanfaat/penting bagi setiap pembelajar yakni 
mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai bahan dasar untuk 
mempelajari lebih lanjut materi yang akan dibahas, sedangkan bagi dosen penting 
sebagai batasan-batasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Delik-Delik dalam Kodifikasi sebe-
lum mengikuti setiap pembelajaran, terlebih dahulu harus mempunyai pengeta-
huan dasar tentang delik atau tindak pidana beserta unsur-unsurnya, karena se-
tiap pokok bahasan akan diuraikan setiap unsur dari delik atau tindak pidana. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH 
(PENGANIAYAAN) 
1. Pengertian Penganiayaan 
Delik atau tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh 
manusia (misdrijiven tegen bet Ijif) ditujukan bagi perlindungan kepentingan 
hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau 
bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka 
sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. 
Pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam KUHP. Pada Pasal 351 
ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah penganiayaan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Pengertian penganiayaan 
ditemukan dalam yurisprudensi, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo99 
bahwa penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak 
                                                          
99 R. soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1995, hal. 
245 
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enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal ter-
sebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang. 
Penganiayaan termasuk delik materiil yang artinya bahwa penganiayaan 
baru dikatakan terjadi bila akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan akibat beru-
pa perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh korban. 
2. Jenis-Jenis Delik Penganiayaan  
Delik Penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP Pasal 351 sampai dengan 
Pasal 358. Penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, yakni : 
a. Penganiayaan biasa (Pasal 351); 
b. Penganiayaan ringan (Pasal 352); 
c. Penganiayaan berencana (Pasal 353); 
d. Penganiayaan berat (Pasal 354); 
e. Peganiayaan berat berencana (Pasal 355); 
f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas 
tertentu yang memberatkan. 
2.1  Penganiayaan Biasa  
Penganiayaan biasa sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) dapat 
disebut juga penganiayaan dalam bentuk pokok atau bentuk standar ataupun 
bentuk dasar. Maksudnya bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) merupakan 
unsur-unsur pada jenis delik penganiayaan yang lain, yang membedakan adalah 
ditambahkannya unsur yang memberatkan sehingga ancaman pidananya lebih 
berat dari delik pokoknya atau unsur meringankan sehingga ancaman pidananya 
lebih rendah dari delik pokoknya. 
Rumusan Pasal 351 KUHP adalah : 
(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dipidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
(3) Jika menyebabkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
7 (tujuh)  tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
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(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa 
sakit atau luka pada tubuh orang lain. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka penganiayaan mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut : 
a. Adanya kesengajaan (unsur subyektif) 
b. Adanya perbuatan (unsur obyektif) 
c. Adanya akibat (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh, dan atau luka 
pada tubuh (unsur obyektif). 
Kesengajaan di sini sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada per-
buatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sifat kesengajaan yang demikian 
lebih nyata lagi pada rumusan ayat (4). 
Menurur S.R Sianturi100 unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja, 
apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. 
Dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukan-
nya dan menghendaki sakit atau lukanya obyek tersebut. Bahkan dapat juga 
dikatakan bahwa tujuan si pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, 
memotong) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang. Dengan pendirian 
ini dapat ditafsirkan bahwa seorang dokter yang dengan hati-hati membedah 
pasiennya, malahan sebaliknya ditujukan untuk mengobati pasien tersebut, kepa-
danya tidak terdapat kesalahan untuk menyakiti/melukai pasiennya. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro101 bahwa sikap batin petindak dalam penga-
niayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga 
harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi 
kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan da-
lam pembunuhan, dimana kesengajaan pada penganiayaan termasuk dalam tiga 
                                                          
100 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 2016, Jakarta, hal. 503 
101  Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, 
Jakarta-Bandung, 1980, hal 71 
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bentuk, yakni kesengajaan dengan tujuan,  kesengajaan sebagai kepastian dan 
kesengajaan sebagai kemungkinan. 
Begitu pula pandangan HIR bahwa kesengajaan dalam penganiayaan da-
pat juga terjadi dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan, pandangan 
tersebut menurut Adami Chazawi102 masih dapat dimengerti bila kesengajaan se-
bagai kemungkinan ditujukan pada akibatnya saja, bahkan masih dapat dime-
ngerti bagi kesengajaan bagi kepastian bila ditujukan pada akibat dari perbuatan, 
sedangkan pada perbuatan haruslah berupa kesengajaan sebagai maksud. 
Menurut Adami Chazawi103 mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat 
abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan  saja, maka dalam bentuknya yang 
konkrit tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan 
itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau 
luka tubuh. 
S.R. Sianturi menyatakan bahwa unsur tindakan yang dilarang adalah me-
nyakiti atau melukai seseorang, bagaimana carannya tidak ditentukan. Karenanya 
semua cara yang membuat sakit/ luka seseorang dicakup oleh pasal ini. Cara-cara 
tersebut seperti : pemukulan, penembakan kaki/tangan, menusuk, memotong, 
menabrak, menyetrom, menendang, menggigit, dan sebagainya. Cara apapun 
yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksana-
kan kegiatan jabatan atau pekerjaan. 
Luka diartikan terdapatnya perubahan menjadi lain dari semula sebelum 
perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada anggota tubuh 
dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan 
rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, tidak enak atau pen-
deritaan. 
Menurut Soegandhi104 bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak 
enak misalnya mendorong orang masuk dalam kubangan air sehingga basah, 
menyuruh orang berdiri di terik matahari, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit 
                                                          
102 Adami Chazawi, Op.Cit., hal 13-14 
103 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hal.10-12 
104 Sugandhi, KUHP dan Pembahasannya, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, hal. 366 
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misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Perbua-
tan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan 
benda tajam dan sebagainya dan perbuatan yang merusak kesehatan, misalnya 
menyiram dengan air aki.  
Pasal 351, penganiayaan biasa dapat berupa : 
a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian 
(ayat (1); 
b. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (ayat 2); 
c. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (ayat 3); 
d. Penganiayaan biasa yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 
4). 
Perbedaan penganiayaan tersebut berdasarkan pada akibat dari pengania-
yaan. Walaupun pada yat (4) dapat dipandang sebagai perluasan arti dari penga-
niayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik 
hukum, maka ayat (4) itu adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan. 
Bagaimana cara merusak kesehatan seseorang tidak ditentukan. Cara-cara 
merusak kesehatan antara lain : menempatkan seseorang di suatu tempat  yang 
hawanya busuk, memberikan makanan yang sudah membusuk. 
Akibat yang terjadi seperti disebutkan pada ayat (2) dan (3) bukanlah tujuan 
atau kehendak, melainkan hal itu terjadi di luar kehendaknya 
Kemudian pengertian luka berat pada  ayat (2), dapat dilihat dalam rumusan 
Pasal 90 KUHP yaitu : 
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sem-
buh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan pencaharian; 
3. Kehilangan salah satu panca indera; 
4. Mendapat cacat berat; 
5. Menderita sakit lumpuh; 
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih; 
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
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Dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan biasa jenis pertama bila menim-
bulkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana yang dimak-
sud dalam Pasal 90 KUHP), dan luka ringan ini harus berupa luka yang menim-
bulkan penyakit atau luka yang menimbulkan halangan untuk menjalankan peker-
jaan jabatan atau mata pencaharian. Sebab apabila luka ringan itu tidak menimbu-
lkan penyakit atau halangan untuk menjalankan  pekerkaan jabatan atau pencaha-
rian, maka penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan ringan sebagaimana 
diatur pada Pasal 352 KUHP. 
Antara perbuatan dan akibat seperti rasa sakit maupun luka (baik luka berat 
maupun luka ringan) atau kematian terdapat hubungan sebab akibat, artinya rasa 
sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbua-
tan itu. 
Sedangkan merusak kesehatan menurut Adami Chazawi105 adalah meru-
sak kesehatan fisik. Sengaja merusak kesehatan tidak saja berarti melakukan per-
buatan dengan sengaja untuk menjadikan orang menderita sakit, tetapi juga ber-
arti sengaja melakukan perbuatan untuk menjadikan orang yang sedang mende-
rita sakit untuk lebih parah sakitnya. 
Pada ayat (5) ditentukan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan 
Pasal 351 tidak dipidana. Rasio dari ketentuan ini ialah agar seseorang itu berke-
cendrungan mengurungkan niatnya karena mengetahui bahwa jika hanya menga-
cungkan tongkatnya saja, tidak merupakan percobaan yang dapat dipidana. Seka-
lipun tersirat di dalamnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, yaitu ter-
hindarnya obyek dari penganiayaan, kendati dalam hal ini dapat dirasakan 
keberbahayaan sikap atau oknum tersebut.106 
2.2 Penganiayaan Ringan  
Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang merumuskan 
sebagai berikut : 
(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penga-
niayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menja-
lankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai 
                                                          
105  Adami Chazawi, Ibid., hal. 21 
106S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 505 
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penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan 
atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus 
rupiah) dan pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melaku-
kan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi 
bawahannya; 
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
 
Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda, dengan 
dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP (Hindia Belanda) adalah seba-
gai pengecualian dari asas concordantie. 
Rumusan ayat (1), terdapat dua ketentuan, yakni : 
a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan; 
b. Alasan pemberat pada penganiayaan ringan; 
Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang : 
1. Bukan merupakan penganiayaan berencana; 
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap : 
a) Ibu atau bapaknya yang sah, isteri atau anaknya; 
b) Pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tu-
gasnya yang sah; 
c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan untuk dimakan atau diminum; 
d) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencaharian. 
Menurut R. Soesilo107 bahwa yang masuk dalam Pasal 352 adalah penga-
niayaan yang tidak menjadikan sakit (ziek bukan pijn) atau terhalang untuk mela-
kukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Penganiayaan yang dilakukan  dengan 
direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan terhadap ibunya dan sebagainya 
senantiasa tidak bisa masuk penganiayaan yang ringan. 
Menurut Andi Hamzah108 bahwa penganiayaan ringan adalah yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau 
                                                          
107  R. Soesilo, Op.Cit, hal. 246 
108 Andi Hamzah, Deli-Delik Tertentu  (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2010, hal. 72 
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pencaharian. Dengan demikian jika korban sempat diopname di rumah sakit, ber-
arti terhalang untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, maka ter-
masuk penganiayaan biasa. 
Jadi berdasarkan rumusan Pasal 352 tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penganaiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 
353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu (Pa-
sal 356). Walaupun pada penganiayaan berencana tersebut tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. 
Contoh kasus : A menempeleng B tiga kali, B merasa sakit tetapi tidak jatuh 
sakit dan masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Perbuatan A tersebut ada-
lah penganiayaan ringan. 
2.3 Penganiayaan Berencana  
Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana rumusannya sebagai 
berikut : 
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
(2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana 
dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun; 
(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 
Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni : 
a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kema-
tian; 
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat; 
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. 
Delik yang dirumuskan pada Pasal 353 diberi kualifikasi sebagai pengania-
yaan berencana, oleh terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu, adalah bentuk 
khusus  dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana yang terdapat 
pula pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Unsur-unsur  pada Pasal 
353  adalah unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) dan ditambah 
dengan unsur direncanakan terlebih dahulu. 
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Maksud direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud 
untuk menganiaya dengan pelaksanaannya  itu masih ada tempo bagi si pembuat 
untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pengania-
yaan itu akan dilakukan (pengertian direncanakan lebih dahulu diambil dari pe-
ngertian direncanakan lebih dahulu pada pembunuhan berencana)109. 
Adami Chazawi 110 menyatakan bahwa istilah direncanakan terlebih dahulu, 
pada dasarnya mengandung pengertian harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a) Pengambilan keputusan unuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan 
dalam suasana yang tenang (kebalikan dari pengambilan keputusan 
secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh tentang 
misalnya akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya sen-
diri); 
b) Sejak timbulnya kehendak/ pengambilan keputusan untuk berbuat sam-
pai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. 
Dalam jarak tersedianya waktu yang cukup itu, dapat digunakan oleh-
nya untuk berpikir-pikir/memikirkan; 
c) Dalam melaksanakan perbuatan (yang telah menjadi keputusannya 
tadi) dilakukan dalam suasana tenang. Maksudnya ketika melaksana-
kan perbuatan itu suasana hati, pikiran tidak dikuasai oleh perasaan 
emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain 
sebagainya. 
2.4 Penganiayaan Berat  
Kualifikasi Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP adalah: 
(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena mela-
kukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun; 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
 
                                                          
109 R. Soesilo, Ibid., hal. 241 
110 Adami Chazawi, Op.Cit, hal.  27 
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Berdasarkan pengertian penganiayaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka penga-
niayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Kesengajaan (unsur pembuat atau unsur subyektif) 
b. Melukai berat (unsur perbuatan atau unsur obyektif) 
Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pa-
da tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Disini haruslah diartikan 
secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini 
didasarkan pada keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam 
rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan itu  harus diartikan ketiga 
bentuk kesengajaan. 
Menurut Andi Hamzah111 bahwa kesengajaan di sini ditujukan kepada me-
lukai berat orang. Jadi disini ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesenga-
jaan ditujukan untuk melukai berat orang  dan tidak termasuk mencederai. Luka 
berat menurut Hoge Raad diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa 
akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada tubuh. 
Penganiayaan berat ada 2 bentuk, yakni : 
a. Penganiayaan berat biasa (ayat (1)), pada penganiayaan berat dapat 
menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam pe-
nganiayaan berat sama dengan kesengajaan terhadap kematian pada 
penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan 
kematian. Dalam arti bahwa kematian pada penganiayaan berat 
bukanlah menjadi tujuan atau dikehendaki tetapi hanya merupakan 
akibat. 
b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat (2)). Akibat 
kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur pe-
nganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memper-
berat pidana dalam penganaiayaan berat. 
Apabila diperbandingkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) dengan Pasal 354 
ayat (1) yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) tahun, padahal 
                                                          
111  Andi Hamzah, Op.Cit.  hal. 74 
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kenyataannya pada korban adalah sama-sama luka berat, tentu timbul pertanyaan 
mengenai penyebab berbeda ancaman pidana atau ukuran yang digunakan. Ter-
nyata perbedaan terletak pada unsur kesengajaannya, yaitu pada Pasal 351 ayat 
(2) luka-luka itu sebenarnya tidak dikehendaki tetapi hanya merupakan akibat saja, 
sedangkan pada Pasal 354 ayat (1) justru luka berat itu yang dikehendaki. Dalam 
Pasal 354 ini jelas terlihat keberbahayaan dan tindakannya dibandingkan dengan 
Pasal 351. 
2.5 Penganiayaan Berat Berencana  
Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumu-
sannya adalah sebagai berikut : 
(1) Penganaiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)  tahun; 
(2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana de-
ngan pidana penjara paling lama15 (lima belas) tahun. 
 
Penganiayaan berat berencana merupakan bentuk gabungan antara pe-
nganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 
353 ayat (1)). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau 
bersamaan. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik 
unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. 
Penganiayaan berat berencana  terdiri dari 2 bentuk, yakni : 
a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat (1)); 
b. Penganiayaa berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbul-
kan kematian orang lain (ayat (2). 
Kematian pada penganiayaan berat berencana  bukanlah menjadi tujuan. 
Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak 
pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan petindak telah ditujukan pada ma-
tinya korban, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana. 
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2.6 Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu yang Membe-
ratkan   
Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu diatur dalam 
Pasal 356 yang rumusannya rumusannya sebagai berikut : 
Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 yang dapat 
ditambah sepertiganya :  
1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang 
sah, isterinya atau anaknya; 
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau ka-
rena menjalankan tugasnya yang sah; 
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang merusak-
kan jiwa atau kesehatan orang. 
Bentuk penganiayaan yang disebutkan dalam Pasal 356 tersebut, sifat 
yang memberatkan pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan beren-
cana (Pasal 353, penganiayaan berat (Pasal 354) dan penganiayaan berat be-
rencana (Pasal 355) terletak pada 2 hal, yakni : 
a. Pada kualitas pribadi korban sebagai : 
1) Ibunya; 
2) Bapaknya; 
3) Isterinya; 
4) Anaknya; 
5) Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah 
b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan 
untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa dan atau 
kesehatan. 
 Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga de-
ngan pelaku, didasarkan pada alasan : (1) bahwa sebagai usaha pencegahan khu-
sus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga; (2) bahwa 
bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam keluarga dari gangguan sesamaa 
anggota keluarga dan (3) terhadap anggota keluarga sepatutnya bersikap dan ber-
tindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan keter-
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 174 
gantungan, masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan ka-
rena hukum, akan tetapi ada keterikatan batin. 
Namun pada kualitas korban yang dimaksud dalam Pasal 356 butir 1 (satu) 
tersebut, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pemberatan tersebut 
pada Pasal 356 tidak berlaku lagi. Pada UU PKDRT  terdapat tindak pidana keke-
rasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan sudah diperberat ancaman pidananya. 
Oleh karena itu berlaku asas lex specialis derogate lei generalis (ketentuan khusus 
mengenyampingkan ketentuan umum). 
Adapun tindak pidana kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 PKDRT, yang 
rumusannya sebagai berikut : 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak          
Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah); 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menga-
kibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling 
banyak Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah); 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menga-
kibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama  
15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00,- 
(empat puluh lima juta rupiah); 
(4)  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau ma-
ta pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000,00,- (lima juta rupiah). 
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Sedangkan Pasal 5 UU PKDRT rumusannya sebagai berikut :  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga  terhadap 
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 
a. Kekerasan fisik; 
b. Kekerasan psikis; 
c. Kekerasan seksual; atau 
d. Penelantaran rumah tangga. 
Pasal 6 UU PKDRT : 
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.      
2.7 Turut Serta dalam Penyerangan dan Perkelahian 
Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian diatur dalam Pasal 358 
KUHP yang merumuskan sebagai berikut : 
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di 
mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing ter-
hadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana : 
1. Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, 
jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika akibatnya ada 
yang mati 
Unsur-unsurnya adalah : 
Unsur obyektif : 
1) Perbuatan turut serta : 
2) -   dalam penyerangan 
-  dalam perkelahian  
3) terlibat beberapa orang 
4) mengakibatkan luka atau mati 
Unsur subyektif : dengan sengaja. 
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Perbuatan turut serta dalam Pasal 358 berbeda dengan turut serta dalam 
Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP. Menurut Adami Chazawi112 bahwa perbedaan an-
tara keduanya adalah : 
a. turut serta dalam Pasal 55 adalah berupa turut serta melakukan bagi 
segala tindak pidana, sedangkan turut serta dalam Pasal 358 adalah 
berupa turut serta dalam hal penyerangan dan perkelahian saja; 
b. orang yang turut serta dalam Pasal 55 (disebut pelaku peserta atau 
medeplegen), mempunyai sikap batin atau kehendak yang sama 
dengan sikap bati orang yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan 
sikap batin orang yang turut serta dalam Pasal 358 tidak diperlukan 
sama dengan sikap batin orang yang melakukan penyerangan atau 
orang yang melakukan perkelahian.; 
c. tanggung jawab pidana orang yang turut serta menurut Pasal 55 sama 
dengan tanggung jawab orang yang melaksanakan tindak pidana. 
Sedangkan tanggung jawab pidana bagi orang yang turut serta dalam 
Pasal 358 tidak perlu sama dengan tanggung jawab bagi orang yang 
menyerang atau orang yang berkelahi. Hal ini terbukti dengan 
dicantumkannya kalimat “….selain tanggung jawab masing-masing 
terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya…” 
Contoh : A menyerang X dengan sebilah pisau. Kemudian dating B ikut 
serta dalam penyerangan itu dengan penyepak punggung X yang 
hanya menimbulkan rasa sakit saja. Sedangkan atas serangan A 
dengan menggunakan pisau, menimbulkan  akibat X luka berat. 
Dalam peristiwa itu, B dibebani tanggung jawab sebagai orang yang 
turut serta dalam penyerangan A terhadap X (Pasal 358). Sedangkan 
A dibebani tanggung jawab sebagai melakukan penganiayaan yang 
menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (2)). 
d. Timbulnya tanggung jawab bagi pelaku peserta (Pasal 55)  tidak 
tergantung dari akibat, tetapi tergantung pada selesainya atau percoba-
an tindak pidananya. Sedangkan tanggung jawab orang yang turut 
                                                          
112  Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 47 
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serta menurut Pasal 358 baru timbul setelah adanya orang luka berat 
atau adanya orang mati. 
e. Turut serta menurut Pasal 55 adalah bukan berupa unsur perbuatan 
dalam tindak pidana, melainkan suatu perbuatan ambil bagian dari per-
buatan yang dilakukan oleh pelaku pelaksananya. Perbuatan pelaku 
pelaksana mana berupa unsur perbuatan dari suatu tindak pidana. 
Perbuatan pelaku peserta adalah berupa perbuatan yang sama dan 
yang berhubungan dengan perbuatan pelaku pelaksananya, berupa 
bagian  dari perbuatan pelaku pelaksana tersebut.  Sedangkan  turut 
serta dalam Pasal 358 adalah berupa unsur perbuatan dari tindak 
pidana Pada Pasal 358. Karena merupakan unsur tindak pidana, maka 
perbuatan turut serta tidak disyaratkan harus sama dan ada hubungan  
langsung dengan perbuatan-perbuatan orang yang menyerang dn per-
buatan orang yang berkelahi. Meraka masing-masing dapat melakukan 
perbuatan sendiri-sendiri secara terpisah, dan  karena juga dibebani 
tanggung jawab sendiri-sendiri. 
f. Oleh sebab itu perbuatan turut serta (Pasal 358) tidak perlu mempunyai 
peranan terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang menyerang atau 
oleh orang yang berkelahi, yang dalam penyerangan atau perkelahian 
itu menimbulkan akibat adanya orang luka berat atau adanya orang 
mati. Misalnya dalam perkelahian Budi dan Yanto, dimana Amin ikut 
serta membantu Budi dalam perkelahian itu. Dalam perkelahian itu 
Amin memukul Yanto. Sedang Budi menusuk Yanto dengan pisau yang 
menimbulkan luka berat pada Yanto. Dalam hal ini Amin tidak diper-
tanggungjawabkan atas luka berat yang dialami Yanto, akan tetapi 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan ikut serta dalam perkelahian 
itu, yang wujudnya memukul Yanto. Sedangkan untuk Budi dipertang-
gungjawabkan atas perbuatan yang mengakibatkan luka beratnya 
Yanto. 
Sedangkan turut serta dalam melakukan (Pasal 55), perbuatannya mempu-
nyai andil atau peranan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku pelaksananya. 
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Contoh dalam Arrest HR tanggal 29 oktober 1934, di mana perbuatan orang 
memegang tangga (sebagai pelaku peserta), sedangkan yang satunya (pelaku 
pelaksananya) naik melalui tangga tersebut dan kemudian melakukan perbuatan 
membakar jerami di atas loteng untuk membakar seluruh kandang kuda. Dari 
sudut obyektif, perbuatan memegang tangga itu sedikit atau banyak mempunyai 
peranan terhadap perbuatan membakar. 
Selain delik atau tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan 
kesengajaan (penganiayaan), dalam KUHP diatur pula tindak pidana terhadap 
tubuh yang dilakukan dengan kealpaan/culpa, yakni yang diatur dalam Pasal 360. 
Adapun rumusan Pasal  360 adalah : 
(1) Barangsiapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan 
orang lain mendapat luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun; 
(2) Barangsiapa karena kurang hati-hatinya (kealpaannya) menyebabkan 
orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau 
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 
masa waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama  9 
(sembilan) bulan. Atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima  ratus 
rupiah). 
 
Adapun unsur-unsur Pasal 360 tersebut adalah : 
Ayat (1)  
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan;   
b. Menimbulkan akibat luka-luka berat. 
Unsur subyektif : karena kesalahan (kealpaan). 
Ayat (2)  
Unsur obyektif : 
a. Perbuatan; 
b. Menimbulkan akibat : 
1) Luka yang menimbulkan penyakit, atau  
2) Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian 
selama waktu tertentu. 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 179 
unsur subyektif : karena kesalahan (kealpaan). 
Perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak dicantumkan secara 
konkrit dalam rumusan tindak pidana. Walaupun demikian perbuatan tersebut ha-
rus terwujud agar tindak pidana tersebut dapat terjadi. Wujud perbuatan tersebut 
dapat bermacam-macam. Misalnya perbuatan kurang hati-hati dalam memotong 
ranting pohon sehingga mengenai orang, perbuatan membuang puntung rokok di 
tempat sampah yang ada sampah yang mudah terbakar, sehingga terjadi kebaka-
ran, dan sebagainya. 
Unsur kesalahan pada pasal tersebut adalah kealpaan/kelalaian, yakni 
kekurang hati-hatian dari pelaku sehingga perbuatannya menimbulkan akibat 
yang tidak diinginkan. 
Adami Chazawi menyatakan bahwa dari sudut subyektif, kelalaian (sama 
dengan kesengajaan), adalah mengenai sikap batin seseorang dalam hubungan-
nya perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan pada pembuatnya. 
Hubungan batin dalam hubungannya dengan akibat perbuatan yang demikian ini 
terletak pada dua hal, yakni113 : 
- Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali bahwa dari perbuatan yang 
ia lakukan dapat menimbulkan akibat terlarang. Dalam hal ini kesala-
hannya terletak pada sikap batin yang meremehkan/tidak memikirkan 
atas kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang, yang seharus-
nya ia mempunyai pikiran tentang dapat timbulnya akibat itu. Sikap ba-
tin tanpa memikirkan akan akibat yang dapat timbul ini disebut sebagai 
kealpaan yang tidak disadari; 
- Terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan pada akibat, namun 
pada pikir yang demikian itu akibat tidak akan timbul. Pikiran yang de-
mikian ternyata keliru atau salah, karena akibat itu ternyata timbul. Le-
tak kesalahan orang ini adalah pada kesalahan dalam berpikir.  
 
 
 
                                                          
             113  Adami Chazawi, Ibid, hal. 52  
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3. Rangkuman 
3.1   Pada Delik (tindak pidana) penganiayaan kepentingan hukum yang dilin-
dungi adalah kepentingan hukum atas tubuh. Penganiayaan termasuk 
delik materiil artinya delik penganiayaan baru dikatakan terjadi bilamana 
akibat yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana terlasana 
yakni timbulnya akibat pada tubuh orang berupa perasaan tidak enak, 
sakit atau luka. 
3.2   Penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 
KUHP. Penganiayaan biasa atau penganiayaan dalam bentuk pokok  (Pa-
sal 351)  yang merupakan delik dasar atau delik pokok, dimana unsur-
unsurnya merupakan pula unsur-unsur pada jenis penganiayaan yang 
lainnya. Perbedaannya karena ditambah unsur yang memberatkan se-
hingga ancaman pidananya lebih berat dari delik pokok  atau ditambah 
unsur yang meringankan sehingga ancaman pidananya lebih rendah dari 
delik pokok. Bentuk yang lain adalah penganiayaan ringan (Pasal 352), 
penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), 
penganiayaan berat berencana (Pasal 355), penganiayaan terghadap 
orang yang mempunyai kualitas tertentu  (Pasal 356) dan turut serta dalam 
penyerangan atau perkelahian (Paal 358). 
 
C.  PENUTUP 
1. Soal Latihan 
1. Jelaskan pengertian penganiayaan? 
2. Jelaskan jenis-jenis penganiayaan? 
3. Uraikan  masing-masing unsur-unsur : 
a. Penganiayaan biasa 
b. Penganiayaan ringan 
c. Penganiayaan berencana 
d. Penganiayaan berat 
e. Penganiayaan berat berencana 
f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu 
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g. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian. 
3.  Jelaskan pengertian berencana pada penganiayaan berencana? 
4.  Jelaskan pengertian luka berat? 
5.  Soal Kasus 
A sakit hati kepada B karena sering dipermalukan atau dihina di depan 
umum, karena tidak tahan sering dipermalukan, maka timbul niat A untuk 
membalas dendan kepada B dengan menyakiti dengan cara memukul. A 
kemudian menetapkan waktu kapan dan di mana dia melakukan pemukulan 
tersebut. Pada saat yang sudah ditentukan dan di tempat yang sudah 
ditentukan di mana B sering lewat, A menunggu dan ketika B lewat langsung 
ia memukul dan menendang berkali-kali dan B terjatuh dan bekas pukulan 
bengkak. 
Pertanyaan : 
Pada kasus tersebut, jenis penganiayaan apa (Pasal berapa) yang dilakukan 
oleh A. Kaitkan antara fakta peristiwanya dengan unsur-unsurnya sehingga 
A dikatakan terbukti melakukan penganiayaan jenis tersebut? 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau ko-
mentar yang berkaitan dengan pembahasan materi tersebut, mahasiawa menga-
jukan pertanyaan terhadap hal-hal ia merasa belum jelas. 
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BAB VII 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA 
TERHADAP HARTA BENDA 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Setelah selesai membahas pokok bahasan Delik atau Tindak Pidana ter-
hadap Harta Benda, mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan secara 
sistematis yang termasuk dalam delik atau tindak pidana terhadap harta benda 
dan menguraikan masing-masing unsur-unsurnya dan menerapkan dalam contoh 
kasus atau kasus nyata. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang : 
-  Delik atau tindak pidana yakni pengetahuan tentang pengertian delik 
atau tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur 
subyektif/pembuat (unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yakni unsur 
kesalahan) dan unsur obyektif/perbuatan  (unsur yang terdapat di luar 
diri si pelaku yakni unsur perbuatan), jenis-jenis tindak pidana; 
- Mempunyai pengetahuan tentang penafsiran yakni pengertian penafsi-
ran, urutan penafsiran dan jenis-jenis penafsiran. 
3.Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Pada mata kuliah Delik-Delik di Dalam Kodifikasi setiap pokok bahasan 
yang terdiri dari delik atau tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, mem-
punyai unsur-unsur yang berbeda, pembahasannya tidak  harus berurutan berda-
sarkan GBRP, sehingga tidak  dijelaskan keterkaitan antara pokok bahasan yang 
satu dengan pokok bahasan yang lainnya. Kecuali  antara pokok bahasan pembu-
nuhan dengan pokok bahasan penganiayaan khususnya jenis penganiayaan yang 
berakibat kematian, dan antara pokok bahasan delik harta benda khususnya pen-
curian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pokok bahasan 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 184 
pembunuhan khususnya pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
tindak pidana lain. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran  
Bahan pembelajaran ini bermanfaat/penting bagi setiap pembelajar yakni 
mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai bahan dasar untuk 
mempelajari lebih lanjut materi yang akan dibahas, sedangkan bagi dosen penting 
sebagai batasan-batasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Delik-Delik dalam Kodifikasi sebe-
lum mengikuti setiap pembelajaran, terlebih dahulu harus mempunyai pengeta-
huan dasar tentang delik atau tindak pidana beserta unsur-unsurnya, karena se-
tiap pokok bahasan akan diuraikan setiap unsur dari delik atau tindak pidana yang 
dibahas. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
DELIK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA 
1. Pencurian 
Delik pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP yakni Pasal 362 sampai de-
ngan Pasal 367. Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk  delik pencurian adalah : 
a. Pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa; 
b. Pencurian dengan pemberatan; 
c. Pencurian ringan;  
d. Pencurian dengan kekerasan; 
e. Pencurian dalam lingkungan keluarga; 
1.1 Pencurian dalam Bentuk Pokok atau Pencurian Biasa  
 Delik atau tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII 
Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat 
semua unsur dari tindak pidana pencurian. 
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 Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP, yang 
rumusan adalah :  
Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya 
merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda 
tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau de-
ngan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). 
 
 Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 
KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut : 
a. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut 
secara melawan hukum; 
b. Unsur-unsur objektif   : Mengambil : 
1. Sesuatu benda; 
2. Sebagaian atau seluruhnya kepunyaan 
orang lain. 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana 
pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak 
pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun 
pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana 
pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan 
sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana 
pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang 
pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang 
dilakukan dengan tidak sengaja. Kesengajaan pelaku itu meliputi unsur-unsur : 
1. Mengambil; 
2. Sesuatu benda; 
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
4. Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan 
hukum. 
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Menurut S.R Sianturi114 unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat 
pada kata “mengambil” yang dipertegas lagi dengan kata “dengan maksud untuk 
memiliki”. Di sini kata “dengan maksud” berfungsi ganda, yaitu di satu pihak me-
nguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menon-
jolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Dengan maksud tidak selalu meru-
pakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Se-
seorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguh-
nya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehen-
dak  berarti ada kesengajaan.  
Tindakan terlarang yang dirumuskan pada Pasal 362 ialah mengambil se-
suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan 
maksud untuk memiliki secara melawan hukum.  
Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-
undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang 
dimaksud dengan perbuatan mengambil. Pengertian mengambil dapat diketahui 
dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin). 
Yang dimaksud dengan mengambil : 
- Menurut  S.R. Sianturi115  mengambil adalah  memindahkan penguasaan 
nyata terhadap  suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari 
penguasaan nyata orang lain. 
    Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan 
penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan 
pasal ini tidak disyaratkan untuk dibuktikan. Bahkan pada hakikatnya 
telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut. Karena sean-
dainya kemudian si pelaku itu tertangkap dan barang itu dikembalikan 
kepada si pemilik asal, tidaklah telah terjadi penguasaan yang baru oleh 
si pemilik. 
                                                          
114 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya, Jakarta, 2016, hal. 591 
115 Ibid., hal. 591 
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    Selanjutnya beliau menyatakan bahwa mengenai cara pengambilan atau 
pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi tiga, 
yakni: 
                1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan 
berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasa-
an nyata terhadap barang itu, misalnya Badu mengambil TV milik 
Amat dengan memindahkan dari rumah Amat ke rumah Badu atau 
bahkan sekaligus menjualnya ke tukang tadah, maka kekuasaan 
terhadap TV itu telah berpindah secara nyata kepada Badu. 
2. Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur. Karena sifat barang 
itu sedemikian tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas ba-
rang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di 
sini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara 
panas,uap fan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini, ada 
yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Ada yang ber-
pendapat bahwa aliran listrik adalah suatu barang dengan menggu-
nakan penafsiran secara analogi. Tetapi bagaimanapun caranya, 
namun semua pendapat pada akhirnya bahwa aliran listrik itu adalah 
merupakan suatu barang. 
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang 
saja. Tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa 
barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang me-
nyangka demikian itu. Di sini barang sama sekali tidak dipindahkan. 
Misalnya L pedagang lembu meninggalkan lembunya pergi ke wa-
rung agak jauh untuk makan siang. Si M yang melihat kepergian si L 
mendekati lembu itu dan menawarkannya kepada calon-calon pem-
beli yang lewat. Si P yang serius menawar lembu itu telah menutup-
nya dengan harga Rp. 50.000, dan uang itu diserahkan pada M yang 
dikiranya pemilik/penjual. Ketika lembu ditarik, M sudah pergi, si L 
meneriaki si P sebagai maling lembu. Dari kejadian ini kita lihat ber-
pindahnya kekuasaan nyata itu tidak memerlukan berpindahnya 
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tempat lembu itu. Bahkan ketika tawar menawar antara M dan P ten-
tang harga lembu itu sebenarnya telah terjadi pencurian atau seti-
dak-tidaknya percobaan pencurian. 
- Menurut R. Soesilo116 mengambil atau mengambil untuk dikuasainya 
maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut 
belum ada dalam penguasaannya, apabila waktu memiliki itu ba-
rangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu bukan pencu-
rian tetapi penggelapan. 
- Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, unsur mengambil ini 
merupakan unsur terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak 
pidana pencurian. Yang dikatakan oleh van Bemmelen dan Van 
Hattum di atas memang tidak salah, karena yang dilarang untuk 
dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP sebenarnya ialah per-
buatan mengambil, yakni mengambil suatu benda yang sebagian 
atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk me-
nguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena rumusan 
Pasal 362 KUHP mengandung larangan untuk melakukan suatu 
perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil seperti dimaksud di 
atas, maka dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP di dalam doktrin 
disebut sebagai delik yang dirumuskan secara formal ataupun 
disingkat dengan kata delik formal117. Selanjutnya menurut van 
Bemmelen dan van Hattum 118 bahwa dalam peristiwa kehilangan 
itu, hubungan hukum antara benda yang hilang dengan orang yang 
berhak atas benda tersebut masih tetap ada, selama benda yang 
hilang masih berada di tempat di mana orang yang berhak telah 
kehilangan benda tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan 
bahwa benda yang hilang kitu dapat perpindah tempat karena 
                                                          
116 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komen-
tarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,  Politea, Bogor, 1995, hal 250 
117  Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Benda, 
2009, hal. 12 
118 Ibid., hal. 14 
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tidanakan-tindakan manusia atau binatang yang tidak di sengaja 
atau karena diterbangkan oleh angin, dengan alasan karena orang 
yang berhak itu masih dapat berusaha untuk menemukan kembali 
barangnya yang hilang. 
Unsur objektif kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 
362 KUHP itu ialah suatu benda atau barang. Kata barang atau benda itu oleh 
para pembentuk KUHP yang berlaku di Indonesai dewasa ini, ternyata bukan 
hanya dipakai dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga di dalam 
rumusan dari  tindak pidana lain seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, 
pengrusakan, dan lain-lain, sedangkan untuk maksud yang sama para pembentuk 
KUHP tersebut telah memakai kata voorerp di dalam rumusan tindak pidana 
penadahan dalam Pasal 480 KUHP. 
Menurut  S.R. Sianturi119 bahwa yang dimaksud barang dalam delik ini pada 
dasarnya adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini 
adalah wajar, karena kalau tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal 
bahwa  seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang 
diketahuinya yang akan diambil tidak ada nilai ekonominya. Dalam perkembangan 
pengertian sesuatu barang kiranya timbul nilai-nilainya yang juga perlu dipertim-
bangkan, misalnya kegemaran seseorang mengumpulkan aneka kotak korek api, 
aneka bungkus rokok (nilai estetika bagi yang bersangkutan), nilai historiknya bagi 
seseorang misalnya kain goni yang dipakai pada masa penjajahan Jepang. Nilai 
kegunaannya seperti surat keterangan dokter yang akan dipakai untuk menyata-
kan bahwa ia tidak dapat memasuki dinas militer ataupun sobekan karcis kereta 
api dalam perjalanan. 
Unsur objektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 
362 KUHP ialah yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Mengenai 
benda atau barang kepunyaan orang lain itu menurut Simons, tidaklah perlu bah-
wa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku 
mengetahui bahwa benda atau barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan 
pelaku. 
                                                          
119  S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 593 
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Menurut Simons120, karena maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP itu 
artinya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, orang 
dapat mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan oogmerk sebenarnya bukan 
sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. 
Sedangkan menurut S.R. Sianturi121 yang dimaksud dengan memiliki ialah 
melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. 
Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang 
lain, semata-mata tergantung pada kemauannya. 
Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeeginen atau me-
nguasai  sifatnya harus wederrechttelijk atau melawan hukum. Jika kata zich toee-
ginen diartikan yakni sebagai het als heer en mees ter beschikken atau menguasai 
seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya, maka 
menurut undang-undang perbuatan menguasai seperti pemilinya itu sifatnya harus 
wederrechtelijk atau melawan hukum. Itu berarti karena seorang pencuri bukan 
merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan 
sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang 
berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya 
dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, 
menggadaikan atau menguasai benda bagi dirinya sendiri. Dari uraian di atas, 
kiranya sudah cukup jelas bahwa zich toeeginen itu artinya tidak sama dengan 
memiliki dan zich wederrechtelijk toeeginen itu artinya tidak sama dengan memiliki 
secara melawan hukum. 
Jika ketentuan pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP 
akan dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang 
dibentuk, kiranya bijaksana unsur met het oog merk im het zich zvederrechteliijk 
toe te eigenen yang oleh para penerjemah biasanya diterjemahkan dengan kata-
kata dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum itu di dalam KUHP 
                                                          
120 Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Benda, 
2009, hal. 23 
              121 S.R. Sianturi, Op. Cit, hal. 597 
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nasional yang akan datang dituliskan dengan maksud untuk menguasai secara 
melawan hukum. 
Kata memiliki secara melawan hukum memiliki arti yang jauh lebih luas dari 
sekedar apa yang disebut zich toeeginen, karena termasuk dalam pengertiannya 
anatara lain ialah cara untuk memiliki suatu benda. 
Memiliki secara melawan hukum dapat juga terjadi jika penyerahan telah 
terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya 
dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya. 
1.2  Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan 
Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun 
yang didalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde diestal atau pencurian 
dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 
KUHP.  
Adapun rumusan Pasal 363 adalah : 
(1) Dipdana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun : 
Ke-1 pencurian ternak 
Ke-2 pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, genpa bumi 
atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal ter-
dampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau 
bahaya perang; 
Ke-3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekara-
ngan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada 
di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya 
yang berhak; 
Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-
sama; 
Ke-5 pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan 
atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan 
jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak 
kunci palsu, peritah palsu atau pakaian palsu. 
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(2) Jika pencurian yang ditenagakan dalam nomor 3 disertai dengan salah 
satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara 
selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun. 
Kata pencurian pada rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi 
seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti yang sama 
dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang telah dibica-
rakan dibahas terdahulu dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang 
sama, masing-masing yakni : 
a. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk menguasai secara melawan  
                           hukum; 
b. Unsur-unsur objektif :  
1. Mengambil; 
2. Sebuah benda; 
3. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.  
Pada pencurian ternak, agar jaksa dan hakim dapat menyatakan pelaku 
terbukti dengan sah telah melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal ini ialah  
pencurian ternak, mereka harus dapat membuktikan tentang dipenuhinya semua 
unsur tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan tindak pidana 
pencurian ternak seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP, 
yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan 
hukum; unsur subjektif ini dapat dipandang sebagai terbukti telah 
dipenuhi oleh pelaku, jika atas pertanyaan hakim, jaksa atau penasehat 
hukum, pelaku telah memberikan keterangan bahwa ternak itu telah 
diambilnya misalnya dengan maksud: untuk dijual, untuk dipotong, 
untuk diberikan kepada orang lain, untuk dipakai sendiri mengerjakan 
sawahnya, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti yang dimak-
sudkan oleh pelaku di atas sifatnya melawan hukum, karena ia bukan 
merupakan pemilik dari ternak yang ingin diambilnya dari kekuasaan 
orang lain. Seperti yang telah dikatakan di atas, untuk selesainya tindak 
pidana pencurian ternak itu, maksud pelaku tidak perlu telah terlaksana 
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pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya yang terlarang, 
yakni perbuatan mengambil. 
b. Unsur-unsur objektif : 
Syarat yang dipenuhi oleh pelaku, jika terbukti: 
a) Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan meng-
ambil ternak kepunyaan orang lain; 
b) Pelaku merupakan orang yang dapat diminta pertanggung jawa-
bannya menurut hukum pidana; 
c) Pelaku tidak mempunyai kesalahpahaman mengenai salah satu 
unsur tindak pidana pencurian ternak; 
d) Tidak ada satu pun dasar yang membuat pelaku tidak dapat ditun-
tut; dan 
e) Tidak ada satu pun dasar yang membuat pelaku tidak dapat di 
pidana. 
1. Mengambil; 
Unsur mengambil ini harus terbukti telah selesai dilakukan oleh pelaku, 
sebab jika perbuatan tersebut ternyata belum selesai, maka yang terjadi itu sebe-
narnya bukan merupakan tindak pidana pencurian melainkan hanya merupakan 
percobaan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Menurut Hoge Raad, 
perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambil oleh pelaku sudah 
berada dalam penguasaan pelaku, walaupun mungkin benar bahwa pelaku kemu-
dian telah melepaskan kembali benda tersebut dari penguasaanya, yakni misalnya 
karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. 
2. Ternak; 
Undang-undang ternyata  tidak memberikan penjelasannya tentang yang 
disebut ternak, melainkan dalam Pasal 101 KUHP hanya menyamakan tiga jenis 
ternak, masing-masing yakni: 
a. Hewan-hewan berkuku tunggal (satu); 
b. Hewan-hewan memamah biak, dan 
c. Babi. 
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3. Yang sebagian yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. 
Unsur objektif ini dapat dipandang sebagai terbukti dipenuhi oleh pelaku, 
jika atas pertanyaan hakim, jaksa atau penasehat hukum, pelaku telah 
menerangkan, misalnya bahwa orang lain juga mempunyai hak atas ternak yang 
diambilnya atau bahwa ternak yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. 
Selanjutnya unsur-unsur lain yang memberatkan pidana pada tindak pencu-
rian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP ialah karena tindak 
pidana tersebut telah dilakukan pelaku: 
1. Pada waktu terjadi kebakaran; 
2. Pada waktu terjadi ledakan; 
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir; 
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut; 
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi; 
6. Pada waktu ada kapal karam; 
7. Pada waktu ada kapal terdampar; 
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api; 
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan; 
10. Pada waktu terjadi hura-hura, dan 
11. Pada waktu terjadi bahaya perang. 
Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang 
diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana 
pencurian seperti yang diamaksudkan dengan Pasal 362 KUHP telah dilakukan 
pada malam hari, yakni:di dalam suatu tempat kediaman; atau di atas sebuah 
pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; ataupun 
dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau 
bertentangan dengan keinginan orang yang berhak. 
Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur 
dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian 
seperti yang diamaksudkan dalam Pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua 
orang atau lebih secara bersama-sama.  
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Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan, yakni agar para pelaku dapat dinya-
takan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian 
seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di 
sidang pengadilan yang memeriksa perkara para pelaku harus dapat dibuktikan: 
1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa 
mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian; 
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki 
untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian; 
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu 
disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti 
memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur 
dalam Pasal 362 KUHP, yang terdiri atas: 
a. Unsur  subjektif : Dengan maksud untuk memiliki secara mela- 
                                 wan hukum; 
b. Unsur-unsur objektif : 1. Mengambil; 
2. Suatu benda; 
3. Yang sebagian atau seluruhnya 
merupakan kepunyaan orang lain. 
Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana di dalam rumusan-rumusan 
tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP oleh van Bem-
melen dan van Hattum telah disebut sebagai objectiv verzwarende omstandighe-
den atau keadaan-keadaan yang memberatkan secara objektif, yang berlaku bagi 
setiap peserta dalam tindak pidana. 
Itu berarti pidana yang diancamkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP 
bukan hanya dapat dijatuhkan bagi pelaku-pelaku tindak pidana-tindak pidana itu 
saja, tetapi juga dapat dijatuhkan bagi medeplictigen, yakni mereka yang ternyata 
hanya memberikan bantuan mereka kepada para pelaku tindak pidana pencurian 
seperti yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. 
Jika ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 363 (1) angka 1 sampai 
dengan angka 5 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam 
Pasal 362 KUHP yang telah dibicarakan terdahulu, maka ketentuan pidana yang 
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diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5 KUHP mengatur 
tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP itu 
secara lebih khusus, yakni karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud-
kan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5 KUHP terdapat 
unsur-unsur yang memberatkan, yang membuat ancaman pidana bagi para 
pelakunya harus diperberat menjadi selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
Oleh karena itu ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP juga 
disebut ketentuan pidana yang sifatnya umum atau lex generalis, sedangkan ke-
tentuan pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan 
angka 5 KUHP itu disebut ketentuan pidana mana yang harus diberlakukan, jika 
suatu perbuatan terlarang yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana 
umum itu kemudian ternyata telah diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana 
yang bersifat khusus, Pasal 63 (2) mengatakan: jika untuk suatu perbuatan yang 
diatur dalam suatu ketentuan pidana umum itu terdapat suatu ketentuan pidana 
khusus, maka ketentuan pidana khusus inilah yang diberlakukan. 
Itu berarti seseorang yang telah melakukan salah satu tindak pidana 
pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka  1 sampai 
dengan angka 5 KUHP tidak dapat didakwa telah melakukan tindak pidana 
pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. 
Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti yang telah 
dibicarakan di atas, pidana yang diancamkan bagi pelakunya telah diperberat 
menjadi selama-lamanya tujuh tahun, maka di dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, 
pembentuk undang-undang telah lebih memperberat pidana yang diancamkan 
bagi pelakunya menjadi selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, yakni jika tindak 
pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu tempat suatu 
tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya ter-
dapat sebuah tempat kediaman, atau yang dilakukan oleh seseorang yang berada 
di sana berada  tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang 
yang berhak itu ternyata: 
a. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; 
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b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pembongkaran, perusa-
kan, pemanjatan atau dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu 
atau seragam polisi dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk ke 
tempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang 
hendak diambilnya. 
1.3  Pencurian Ringan 
Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut : 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 Nomor 4, 
begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 asal saja 
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup 
yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari 
dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 900 (Sembilan ratus) rupiah. 
 
Pasal 364 KUHP di atas dapat diketahui, bahwa yang oleh undang-undang 
disebut pencurian ringan itu dapat berupa:  
a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa. 
b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih seca-
ra bersama-sama; atau 
c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke 
tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, 
orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pe-
manjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau 
seragam palsu. 
Dengan syarat : 
a. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman; 
b. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di 
atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan 
c. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh rupiah. 
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam 
KUHP dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” 
dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal dan Pasal 
482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
1.4  Pencurian dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya 9 (sembilan) tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan de-
ngan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian 
tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta 
dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, 
ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri. 
(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun: 
1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah 
tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di 
atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, 
atau di atas kereta api atau trem yang bergerak; 
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama; 
3. Jika untuk medapatkan jalan masuk ke tempat kejahatan, orang 
yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan 
atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau 
suatu seragam palsu; 
4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh. 
(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima belas) tahun, jika 
tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang. 
(4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pi-
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dana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai 
dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 
3. 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga menerap-
kan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun me-
rupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demi-
kian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu 
kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan 
kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan sua-
tu samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan 
terhadap orang. 
Dari arrest Hoge Raad dapat diketahui, bahwa keadaan yang memberatkan 
itu ialah, karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau 
ancaman kekerasan. 
Dalam Pasal 89 KUHP, pembentuk undang-undang telah menyamakan 
dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan 
pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang 
dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu 
bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah 
dicuri. 
Menurut Simons122 bahwa kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau 
cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi 
sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti 
yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni: 
a. Untuk memepersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan 
dilakukan; 
b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad betrapt atau 
diketahui pada waktu sedangkan dilakukan, untuk memungkinkan 
dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri; 
                                                          
122  Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit. hal. 58 
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c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi. 
Dari hal-hal di atas, dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai 
dengan pemakaian kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan 
dalam Pasal 365 (1) KUHP, yakni misalnya : pencurian pada malam hari dalam 
sebuah tempat kediaman yang disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk 
dapat melakukan perbuatan melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah. 
Kejahatan tersebut bukan merupakan kejahatan seperti yang dimaksudkan 
dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang 
dalam pasal ini juga harus dimaksud untuk maksud yang sama seperti yang 
ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. 
Kejahatan seperti yang dirumuskan di atas merupakan suatu gabungan dari 
beberapa tindak pidana ataupun juga disebut sebagai samenloop van meer ere 
strafbare feiten, yakni gabungan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 
KUHP yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, 
sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) jo. Ayat (2) 
KUHP, bagi pelakunya dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun 
kali (1/3 kali 12 tahun) = 16 tahun.  
Dalam Pasal 366 KUHP, undang-undang menetukan : 
Pada waktu menjatuhkan pidana karena tindak pidana –tindak pidana 
seperti yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan Pasal 365, dapat 
diputuskan pencabutan dari hak-hak seperti yang disebutkan dalam Pasal 
35 angka 1 sampai dengan angka 4. 
 
Pasal 35 KUHP seperti yang dimasukdkan dalam Pasal 366 KUHP di atas 
berbunyi: 
(1) Hak-hak yang dengan satu putusan hakim dapat dicabut sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan di dalam kitab undang-undang ini atau 
sesuatu peraturan umum yang lain ialah: 
a. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan terten-
tu; 
b. Hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata; 
c. Hak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang 
diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan umum; 
d. Hak untuk menjadi seorang panasihat atau kuasa yang diangkat 
oleh hakim, untuk menjadi wali pengawas, pengampu atau pe-
ngampu pengawas terhadap orang lain kecuali dari sendiri; 
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e. Hak orang tua, perwalian dan pengampunan atas anak-anaknya 
sendiri; 
f. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 
(2) Wewenang hakim untuk mencabut hak seorang pegawai negeri untuk 
menduduki suatu jabatan tertentu itu tidak ada, jika dengan suatu per-
aturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan lain yang dapat melaku-
kan pencabutan hak tersebut. 
 
1.5 Pencurian dalam Keluarga 
 Delik pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
(1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejaha-
tan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seorang suami atau istri 
yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta 
kekayaan dengan orang, terhadap siapa saja kejahatan itu telah dila-
kukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku 
atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut. 
(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan 
dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan  sau-
dara-saudara atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun 
dalam garis menyamping sampai derajat ke dua dari orang, tehadap 
siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka 
hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari 
orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan. 
(3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu 
dilakukan oleh orang lain dari pada seorang ayah, maka ketentuan 
dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut. 
 
Delik ini disebut dengan pencurian dalam keluarga. Melakukan pencurian 
atau membantu melakukan pencurian atas yang merugikan suami atau isterinya 
tidak dihukum,oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal 
ini didasarkan atas alasan tata susila. Bukankah mudah dapat dirasakan betapa 
tidak pantasnya  dua orang yang terikat dalam tali perkawinan diadu satu melawan 
yang lain di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum. Baik bagi mereka yang 
tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang tunduk pada 
hukum adat atau hukum Islam, selama tali perkawinan mereka belum putus, maka 
pencurian oleh mereka atas kerugian salah satu pihak tidak dapat dituntut.123 
                                                          
123 R. Sugandhi, Op.Cit. hal. 385-386 
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 Lembaga-lembaga scheiding van tafel en bed atau bercerai meja dan 
tempat tidur dan scheiding van geoderen atau bercerai harta yang merupakan 
lembaga-lembaga yang diatur dalam burgerlijk, dan dengan sendirinya juga hanya 
berlaku bagi mereka yang menundukkan diri mereka pada Burgerlijk Wetboek 
tersebut.  
 Bagi mayoritas warga negara Indonesia yang menganut agama dan meni-
kah menurut hukum Islam hanya dikenal lembaga sehingga untuk memberlakukan 
ketentuan-ketentuan yang dalam Pasal 367 KUHP bagi mereka, kata-kata 
bercerai meja makan dan tempat tidur dan bercerai harta kekayaan itu harus diba-
ca sebagai bercerai dalam pengertian talak tanpa perlu memperhatikan apakah 
talak tersebut merupakan talak pertama, talak kedua, atau talak ketiga.  
 Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP di atas orang 
dapat mengetahui, bahwa keadaan-keadaan tidak bercerai meja makan dan 
tempat tidur, tidak bercerai harta kekayaan atau tidak bercerai suami istri itu 
merupakan vervolgingsuitsluitings-grondon atau merupakan dasar-dasar yang 
meniadakan tuntutan bagi seorang suami atau seorang istri, jika mereka itu 
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana pencurian seperti yang diatur 
dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365 KUHP terhadap harta 
kekayaan berupa benda-benda bergerak kepunyaan istri atau suami mereka, yang 
pada hakikatnya juga merupakan harta kekayaan mereka sendiri. 
 Pada mulanya dikandung maksud untuk juga memasukkan mereka yang 
bercerai harta kekayaan ke dalam golongan orang-orang yang tertutup kemungki-
nannya untuk dituntut seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP, 
tetapi karena adanya amandemen tentang maksud tersebut, kemudian tindak 
pidana pencurian yang mungkin mereka lakukan terhadap harta kekayaan berupa 
benda-benda bergerak milik istri atau suami mereka telah dijadikan suatu klacht-
delict atau delik aduan di dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP. 
 Di dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang dinyatakan sebagai delik aduan 
ternyata bukan hanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh suami istri 
yang bercerai harta kekayaan dengan istri atau suaminya terhadap harta kekaya-
an berupa benda-benda bergerak dari istri atau suaminya itu saja, melainkan juga 
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jika suami atau istri tersebut ternyata telah bercerai meja makan dan tempat tidur 
dengan istri atau suami mereka. Bahkan juga jika tindak pidana pencurian itu telah 
dilakukan oleh saudara-saudara sedarah atau saudara-saudara karena perkawi-
nan, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat 
kedua dari korban tindak pidana pencurian yang mereka lakukan. 
 Dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP tersebut selanjutnya ditentukan, bahwa 
penuntutan terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan ter-
hadap mereka yang diajukan oleh korban tindak pidana pencurian yang mereka 
lakukan sebagaimana yang dirumuskan di atas. 
 Di dalam Pasal 367 ayat (3) KUHP, tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh orang-orang yang melakukan kekuasaan bapak berdasarkan lembaga kei-
buan terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak kepunyaan anak-
anak kemenakannya ataupun sebaliknya, oleh pembentuk undang-undang juga 
telah dijadikan delik aduan seperti yang dimasukkan di atas, bahkan dalam hal ini, 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP juga dinyatakan 
berlaku bagi mereka. 
 Delik-delik aduan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 367 ayat (2) dan 
ayat (3) KUHP itu merupakan relatieve klachtdelicten atau delik-delik aduan relatif, 
yakni delik-delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu syarat 
agar terhadap pelaku-pelakunya dapat dilakukan penuntutan. 
 Kiranya perlu diketahui bahwa pada delik-delik aduan relatif seperti yang 
antara lain dimaksudkan dalam Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP di atas, di 
dalam pengaduannya pengadu harus menyebutkan nama orang yang menurut 
dugaannya telah merugikan dirinya. 
 Pada delik aduan relatif seperti yang antara lain telah dimaksudkan dalam 
Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) KUHP di atas, alat-alat negara hanya dapat mela-
kukan penuntutan terhadap orang yang namanya disebutkan oleh pengadu di 
dalam pengaduannya. 
 Jika di dalam delik aduan relatif tersebut terdapat lain-lain peserta, maka 
tiap-tiap peserta itu tidak dapat dituntut, jika nama-nama mereka masing-masing 
tidak disebutkan oleh pengadu di dalam pegaduannya. Kecuali dalam yang diten-
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tukan dalam Pasal 72 dan Pasal 73 KUHP, pada umumnya yang berwenang 
mengadukan pengaduan ialah orang yang menurut sifat dari kejahatannya, meru-
pakan orang yang secara langsung telah menjadi korban atau merupakan orang 
yang secara langsung telah dirugikan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh 
orang lain. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP, penga-
duan seperti yang dimaksudkan di atas hanya dapat dilakukan dalam tenggang 
waktu 6 (enam) bulan jika orang yang berhak mengajukan pengaduan bertempat 
tinggal di Indonesia, yakni terhitung sejak saat ia mengetahui tentang terjadinya 
suatu tindak pidana yang  telah merugikan dirinya. 
 Tenggang waktu seperti yang diamaksudkan di atas telah ditentukan sede-
mikian rupa, yakni untuk meberikan kesempatan kepada orang yang merasa diri-
nya telah dirugikan oleh orang lain, apakah ia telah mengajukan pengaduan kepa-
da yang berwajib atau tidak.  
 Menurut Memorie van Toelichting, penentuan tenggang waktu seperti itu 
telah dimaksudkan untuk menentukan suatu vervalteermijn atau suatu tenggang 
waktu tertentu, yang apabila dalam tenggang waktu tersebut orang yang berwe-
nang mengajukan pengaduan ternyata tidak mengajukan pengaduan maka hak-
nya untuk mengajukan pengaduan menjadi batal. 
 Sebagai alasan telah dikemukakan didalam Memorie van Toelichting, ter-
sebut yakni orang yang berwenang mengajukan pengaduan jangan sampai terlalu 
lama memikul beban menurut undang-undang, dan agar perkaranya dapat diadili 
secepat mungkin. 
 Pihak yang berwenang mengajukan pengaduan pada delik-delik aduan 
relatif pada dasanrnya ialah mereka yang menurut sifat kejahatannya, secara lang-
sung telah menjadi korban atau secara langsung telah dirugikan oleh kejahatan 
tersebut, ternyata undang-undang juga telah memberikan kesempatan kepada 
orang lain untuk mengajukan pengaduan. 
 Dalam Pasal 73 KUHP telah ditentukan: jika orang terhadap siapa kejaha-
tan itu telah dilakukan, meninggal dunia, maka pengaduan dapat diajukan oleh 
orang tuanya, anak-anaknya atau istri ataupun suami dari orang yang meninggal 
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dunia, kecuali jika orang yang meninggal dunia itu ternyata tidak menghendaki 
adanya pengaduan seperti itu. 
 Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan pangaduan oleh mereka 
yang disebutkan dalam Pasal 73 KUHP di atas, dalam Pasal 74 ayat (2) KUHP 
telah ditentukan : jika pada saat, orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilaku-
kan berhak untuk mengajukan pengaduan, dan waktu yang disebutkan dalam ayat 
(1) belum lewat, maka setelah saat tersebut mereka hanya dapat mengajukan 
pengaduan dalam waktu yang tersisa. 
2.  Pemerasan dan Ancaman  
Delik pemerasan diatur dalam Bab XXIII KUHP yakni Pasal 368 dan Pasal  
369. Bentuk-bentuk pemerasan terdiri dari : 
a.Pemerasan dengan kekerasan; dan  
b. pemerasan dengan menista. 
2.1  Pemerasan dengan Kekerasan 
Delik pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang 
merumuskan sebagai berikut:  
(1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan keke-
rasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesu-
atu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya  kepunyaan orang itu 
atau orang lain, atau membuat hutang ataupun menghapuskan piu-
tang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara maksimum 
9 (sembilan) tahun. 
(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi 
kejahatan ini. 
 
Unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) 
a. Memaksa orang lain; 
b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk 
kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat 
utang atau menghapuskan piutang; 
c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hak; 
d. Memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. 
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Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan 
dengan maksud. Dengan maksud  di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku 
untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan 
atau kesadaran pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. 
Demikian juga unsur melawan hukumnya itu diliputi oleh kesengajaan tersebut. 
Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum mengun-
tungkan diri sendiri atau orang lain, berarti pelaku mengetahui bahwa untuk me-
nguntungkan diri sendiri/orang lain tersebu adalah suatu tindakan yang bertenta-
ngan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau si pelaku tidak berkehen-
dak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat 
diterapkan adalah Pasal 335. 
Tindakan yang dilarang adalah memaksa seseorang dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan untuk supaya memberikan sesuatu barang yang selu-
ruhnya atau sebahagian saja kepunyaan obyek tersebut atau kepunyaan orang 
lain, membuat hutang dan menghapuskan piutang. 
Pengertian memaksa menurut R.Soesilo124 melakukan tekanan pada 
orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehen-
daknya sendiri. Sedangkan menurut S.R. Sianturi125 memkasa adalah bahwa 
korban  itu tidak akan melakukan yang dikendaki si pelaku tanpa adanya paksaan 
tersebut. 
Pengertian kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan 
bahwa yang disamakan melakukan kekerasan  itu, membuat orang jadi pingsan 
atau tidak berdaya. Kemudian dalam penjelasan dikemukakan bahwa melakukan 
kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil yang 
secara tidak sah, misalnya memukul denga tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau 
tidak sadar akan dirinya, tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak 
berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga 
tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali 
                                                          
124 R. Soesilo, Op.Cit. hal. 256 
125 S.R. Sianturi, Op.Cit. hal. 617 
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kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar. Orang yang tidak berdaya itu masih 
mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. 
Selanjutnya menurut S.R. Sianturi 126 bahwa yang dimaksud : 
1  Memberikan adalah korban secara langsung menyerahkan barang ter-
sebut atau si pelaku dengan obyek langsung berhadapan  pada saat 
itu. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sama dengan pe-
ngertian barang pada Pasal 362 KUHP. 
2 Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan 
orang lain adalah seluruhnya kepunyaan korban atau sebahagian kepu-
nyaan korban sedangkan  sebagaian lainnya kepunyaan si pelaku atau 
kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain 
akan tetapi sedang ada di tangan korban (misalnya dipinjamkan). 
Dalam hal sekiranya barang itu kepunyaan si pelaku yang secara sah 
disewakan pada korban, maka hal ini tidak termasuk yang dilarang oleh 
Pasal 368, karena pasal tersebut menentukan bahwa barang itu hanya 
mungkin sebahagian kepunyaan si pelaku. 
3 Membuat hutang berarti korban mengakui berhutang pada si pelaku. 
Apakah pengakuan berhutang itu dibuat secara lisan atau tertulis tidak 
dipersyaratkan. Membuat hutang tidak harus kepada si pelaku, tetapi 
termasuk juga membuat hutang kepada orang lain. 
4 Menghapuskan piutang berarti bahwa korban menganggap piutangnya 
itu sudah  terlunasi atau sudah diselesaikan. Jadi dia tidak mempunyai 
tagihan lagi. Penghapusan piutang tidak hanya terbatas menghapus-
kan piutang korban kepada si pelaku tetapi juga kepada orang lain. 
Apabila pemaksaan dengan kekerasan/ancaman kekerasan telah terjadi, 
tetapi korban tetap bertahan tidak memenuhi untuk memberikan barang yang 
dimaksud atau tidak mau membuat hutang ataupun tidak mau menghapuskan 
piutang, maka percobaan telah terpenuhi. Kejahatan berdasarkan Pasal 368 ayat 
(1) baru sempurna terjadi apabila kepada si pelaku telah diserahkan barang yang 
dimaksud, atau korban membuat hutang ataupun telah menghapuskan piutang. 
                                                          
126 S.R. Sianturi, Ibid., hal. 617-618 
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2.2 Pemerasan dengan Mencemarkan/Menista  
Delik pemerasan dengan menista diatur dalam Pasall 369 adalah yang ru-
musannya sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum mengun-
tungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan anca-
man pencemaran/menista atau pencemaran tertulis, ataupun akan mem-
buka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruh-
nya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya 
membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam dengan 
pengancaman dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun. 
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali ada pengaduan orang yang terkena 
kejahatan 
 
Unsur-unsur Pasal 369 ayat (1) adalah : 
a. Unsur obyektif : 
1. Memaksa orang lain  
2. Untuk memberikan : 
- sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian  termasuk 
kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain; 
- membuat utang; 
- menghapuskan piutang. 
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hukum; 
4. Memaksa dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista 
dengan tulisan atau ancaman akan membuka rahasia. 
5. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 
Kejahatan ini dinamakan kejahatan dengan menista (afdreiging atau chan-
tage). Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan 
untuk memaksa. Pada Pasal 368 digunakan kekerasan ancaman kekerasan, se-
dangkan pada Pasal 369 digunakan akan menista atau menista dengan surat atau 
akan membuka rahasia. 
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3.  Penggelapan  
Delik penggelapan diatur dalam XXIV KUHP yakni pada Pasal 372 sampai 
dengan Pasal 377. Bentuk-bentuk penggelapan adalah : 
a. Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa; 
b. Penggelapan ringan; 
c. Penggelapan dengan pemberatan; 
d. Penggelapan karena terpaksa disuruh menyimpan  barang; 
e. Penggelapan dalam lingkungan keluarga. 
3.1 Penggelapan dalam Bentuk Pokok atau Penggelapan Biasa  
Delik penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP  
merumuskan : 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang 
yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang 
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena peng-
gelapan dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun atau pidana 
denda maksimum Rp. 60 (enam puluh) rupiah. 
 
Penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP 
ini dinamakan “penggelapan biasa” merupakan yang hampir sama dengan pencu-
rian Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki 
itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedang 
pada penggelapan waktu dimiliknya barang itu sudah ada di tangan si pembuat 
tidak dengan jalan kejahatan. 
Adapun unsur-unsur Pasal 372 tersebut adalah : 
a. Unsur obyektif : 
- Memiliki secara melawan hukum; 
- Sesuatu barang yang seluruhnya atau  sebahagian adalah 
kepunyaan orang lain; 
- Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
b. Unsur subyektif : sengaja 
Contoh sederhana dan mudah dimengerti adalah A meminjam sebuah 
sepeda motor kepada B, kemudian tanpa seizin B sepeda motor tersebut dijual 
oleh A dan hasil penjualannya dihabiskan; 
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Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditem-
patkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipe-
ngaruhinya. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum 
memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa  barang itu ada seluruhnya  atau 
sebahagian kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu  
ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.  
Unsur melawan hukum dari tindakan si pelaku harus dengan tegas dibuk-
tikan. 
Unsur perbuatan adalah “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau 
sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan”. Menurut Yurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai 
sesuatu benda  yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda 
itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai 
sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang 
atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal  5 Mei 1957). 
Begitupula dalam arrest Hoge Raad tanggal 16 oktober 1905 dan tanggal 26 maret 
1906 memberikan pengertian memiliki adalah pemegan barang yang menguasai 
atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang 
mengikat padanya sebagai sebagai pemegang barang. 
S.R. Sianturi127 menyatakan bahwa dalam praktik hukum yang sejalan 
dengan yurisprudensi, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara 
nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, 
menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Dalam kejadian 
yang lebih kompleks lagi telah dipandang ada pemilikan seperti diuraikan dalam  
contoh-contoh: 
a. A seorang yang menerima pembayaran yang lebih, kemudian me-
nyangkal menerima kelebihan tersebut dan tidak mau mengembalikan 
ketika diminta; 
                                                          
127 S.R. Sianturi, Ibid., hal.623 
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b. Seseorang pedagang komisioner yang mengikat kesepakatan untuk 
menjual sebuah mobil dengan harga minimum tertentu. Lalu menjual-
nya jauh di bawah minimum tersebut; 
c. Seseorang telah membeli sebuah barang dengan perjanjian dalam  
waktu tertentu si penjual berhak membeli kembali. Sebelum waktu yang 
diperjanjikan habis, orang tersebut telah menjual barang itu kepada 
pihak ketiga. Bahkan orang tersebut menawarkan kemana-mana sebe-
lum habis waktu yang diperjanjikan, setidak-tidaknya telah dipandang 
sebagai percobaan melakukan penggelapan. 
Yang dimaksud dengan barang sama saja dengan barang pada pencurian. 
Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-
tidaknya bagi pemiliknya. 
Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu, berarti tidak saja bahwa 
kepunyaan adalah seluruhnya kepunyaan korban atau sebahagian kepunyaan 
korban sedangkan  sebagaian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak 
ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sedang ada di 
tangan korban (misalnya dipinjamkan).  
Yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada 
padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang 
tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan orang tersebut, tetapi 
dapat juga jika barang itu ditipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu 
memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang etrsebut.128 
Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti 
barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan 
perundang-undangan yang berlaku, seperti : peminjaman, penyewaan, sewa-beli, 
jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak 
retensi, dan sebagainya. Tetapi juga karena sesuatu  hal yang tidak bertentangan 
dengan hukum, misalnya : 
- Menemukan suatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, 
dan sebagainya; 
                                                          
128  S.R. Sianturi, Ibid., hal. 625 
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- Tertinggalnya suatu barang tamu  oleh tamu itu sendiri di rumah orang 
ketika ia bertamu; 
- Terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadari-
nya, dan sebagainya. 
Mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu 
dengan barang tersebut ketika dia menemukan barang tersebut, atau mengetahui 
barang yang tertinggal tersebut atau menyadari terbawanya barang tersebut. Jika 
pada saat seketika itu dia mengatakan “oh ini rezeki nomplok, barang ini menjadi 
milikku”, maka dalam hal ini  dipandang telah terjadi  pengambilan (pemindahan 
pengasaan) yang menjadi unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362). Tetapi 
jika pada saat itu dia mengatakan “ah kasihan pemilik barang ini, nanti dia men-
cari-cari barangnya”. Ketika  pada kesempatan pertama dia mengatakan saya ha-
rus mengembalikan barang ini kepada yang punya, namun setelah beberapa hari 
berselang timbul keinginannya untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah 
penggelapan (Pasal 372). 
3.2 Penggelapan Ringan  
Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP, yang rumusannya se-
bagai berikut : 
 Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu 
bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, dihukum karena 
penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900, (sembilan ratus rupiah). 
 
Penggelapan ini merupakan penggelapan ringan (geprivilegeerd) yang 
diatur dalam Pasal 373 KUHP. Adapun unsur-unsurnya adalah : 
a. Unsur objektif: 
- Memiliki secara melawan hukum; 
- Sesuatu barang yang seluruhnya atau  sebahagian adalah 
kepunyaan orang lain; 
- Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
- Harga barang tidak lebih Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). 
b. Unsur subyektif : sengaja. 
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Barang yang digelapkan tidak boleh lebih dari Rp. 250,-  jika lebih dari 
Rp.250,- tidak masuk dalam penggelapan ringan, demikian pula penggelapan 
barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang. 
Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
dalam KUHP dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh 
rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal dan 
Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
Berbeda dengan Pasal 363, Pasal 373 ini tidak menjadikan penggelapan 
ternak sebagai sebagai keadaan yang memberatkan. Penggelapan ternak terma-
suk penggelapan biasa saja seperti yang diatur pada Pasal 372. 
 Tidak dijadikannya penggelapan ternak sebagai keadaan yang memberat-
kan adalah lebih tepat, mengingat bahwa di masyarakat pedesaan masih banyak 
terjadi titip pelihara ternak, yang nantinya jika ternak itu sudah besar, si pemilik 
menerima hasilnya dua pertiga atau setengahnya dan si pemelihra menerima 
selebihnya atau jika ternak itu beranak juga pembagiannya seperti perbandingan 
tersebut.129 
3.3 Penggelapan dengan Pemberatan 
Penggelapan dengan pemberatam diatur dalam Pasal 374 KUHP. 
Pasal 374 merumuskan sebagai berikut : 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap 
barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharianna 
atau karena mendapat upah untuk itu, dihukum dengan pidana penjara 
selama-lamanya 5 (lima) tahun. 
Penggelapan ini dinamakan sebagai penggelapan dengan pemberatan 
atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan (gequalifiseerd) yang diatur dalam 
Pasal 374 KUHP.  
Adapun unsur-unsurnya adalah unsur-unsur tang terdapat pada Pasal 372 
dan ditambah dengan unsur pemberatan, yakni : 
                                                          
129  S.R. Sianturi, Ibid., hal.626 
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a. Unsur obyektif : 
- Memiliki secara melawan hukum; 
- Sesuatu barang yang seluruhnya atau  sebahagian adalah 
kepunyaan orang lain; 
- Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
b. Unsur subyektif : sengaja 
Unsur pemberatannya adalah : 
a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena 
hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya 
hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau maji-
kan dan buruh. 
b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), mi-
salnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepa-
danya, tukang jam, sepatu, sepeda menggelapkan sepatu, jam dan 
sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki. 
c. Karena mendapat upah uang (bukan uang yang berupa barang), 
misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penum-
pang dengan upah uang, barang itu digelapkan. 
Jadi subyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang 
menguasai sesuatu barang yaitu130: 
1. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai  
sesuatu barang, misalnya : buruh terhadap majikan, pembantu rumah 
tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga, seorang karyawan 
perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai alat transport sehari-
hari, dan sebagainya; 
2. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya, missal-
nya : tempa-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-
barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan. Apabila barang yang dititip-
kan tersebut hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan 
itu, maka masalah ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para 
                                                          
130  S.R. Sianturi, Ibid., hal. 374 
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notaries, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang mene-
rima barang dagangan secara konsinyasi, pemegan kas swasta dan 
sebagainya; 
3. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk 
itu, misalnya : penagih-penagih rekening Koran, listrik, langganan sesua-
tu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, penitipan 
pakaian untuk dicuci, dan sebagaianya. 
Pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri, apabila pegawai negeri itu 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, ia 
dikenakan Pasal 415 (sekarang masuk UU Tindak Pidana Korupsi) ; dan barang 
bukti atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak atau surat akta, 
surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya dikenakan Pasal 
417 (sekarang masuk dalam UU Tindak Pidana Korupsi) 
3.4 Penggelapan Oleh Orang yang Disuruh  Menyimpan Barang       
Penggelapan oleh orang yang disuruh menyimpan barang diatur dalam 
Pasal 375. Rumusan Pasal 375  adalah sebagai berikut : 
Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang kepadanya  karena 
terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, pengampu, pengurus, 
orang yang menjalankan wasiat atau pengurus lembaga sosial atau 
yayasan terhadap sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena 
jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. 
 
Unsur-unsurnya adalah : 
a. Unsur obyektif : 
- Memiliki secara melawan hukum; 
- Sesuatu barang yang seluruhnya atau  sebahagian adalah kepu-
nyaan orang lain; 
- Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; 
- Barang tersebut disuruh untuk menyimpannya. 
b. Unsur subyektif : sengaja 
Unsur pemberat yaitu : hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja da-
lam mata pencaharian atau profesinya; memperoleh upah uang ditambah unsur : 
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orang yang diberikan barang untuk disimpan; barang pada mereka karena jaba-
tannya : wali; pengampu; kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya; 
pengurus yang menjalankan wasiat; pengurus lembaga sosial atau yayasan. 
Unsur pemberat dalam pasal ini adalah bahwa benda yang dikuasai itu ada 
pada pelaku yaitu : 
1. Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk disimpan; 
2. Dalam keadaannya sebagai seorang wali; 
3. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu; 
4. Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa; 
5. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat ; 
6. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga sosial atau 
suatu yayasan. 
Yang dimaksud orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang 
misalnya apabila terjadi  kebakaran,  banjir, gunung berapi meletus dan bencana-
bencana lainnya. 
3.5 Penggelapan dalam Keluarga  
Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP 
Pasal 376  merumuskan bahwa : 
Ketentuan pada Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan 
dalam Pasal ini. 
Pasal 376 merumuskan : 
(1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu keja-
hatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau 
istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai 
harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa saja kejahatan itu telah 
dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap 
pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut. 
(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan 
dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan  sau-
dara-saudara atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun 
dalam garis menyamping sampai derajat ke dua dari orang, tehadap 
siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka 
hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari 
orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan. 
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(3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu 
dilakukan oleh orang lain dari pada seorang ayah, maka ketentuan 
dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut. 
 
Jadi menurut pasal ini, seperti halnya dengan pencurian, penggelapan yang 
dilakukan dalam kalangan keluarga, berlaku pula peraturan dalam Pasal 367. 
Perbedaan delik pencurian dan penggelapan adalah bahwa penggelapan 
dan pencurian jika dlihat unsurnya hampir sama namun terdapat perbedaan 
mendasar antara delik pencurian dan penggelapan yaitu perbedaan pertama jika 
dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangan si 
pelaku sedangkan dalam delik penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu 
sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah 
dipercayakan kepadanya. 
Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada cara pengambilan suatu barang 
tersebut jika delik pencurian pengambilan barang itu dari pemilik tanpa izin, 
sedangkan dalam delik penggelapan, pengambilan barang sudah ada di tangan 
yang bersalah bukan karena kejahatan, mislanya barang yang dititipkan atau 
dipercayakan padanya tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan barang yang 
ada dalam kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. 
4.  Penipuan  
Delik penipuan diatur dalam Bab XXV yakni Pasal 378 sampai dengan 
Pasal 395 KUHP. 
4.1  Penipuan dalam Bentuk Pokok  
Delik penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP 
yangRumusannya  adalah : 
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan 
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerak-
kan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau 
menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara 
selama-lamanya 4 (empat) tahun 
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Unsur-unsur pasal tersebut adalah : 
a. Unsur obyektif : 
1) Menggerakkan/membujuk orang lain untuk : 
- Menyerahkan sesuatu barang; 
- Membuat hutang; 
- Menghapuskan piutang. 
2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum; 
3) Menggunakan sarana : 
- Nama palsu atau keadaan palsu; 
- Tipu muslihat; 
- Rangkaian kebohongan. 
b. Unsur subyektif : dengan maksud  
Jadi yang diancam pidana dalam pasal ini adalah orang yang menggerak-
kan/membujuk orang lain  supaya memberikan sesuatu barang ataupun supaya 
membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan 
menggunakan sarana : nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan. 
Unsur kesalahan dalam pasal tersebut dengan menggunakan istilah de-
ngan maksud. Penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan di  awal 
perumusan berfungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun 
sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/ 
menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia 
meyadari ketidakberhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula 
bahwa sarana yang digunakan adalah  suatu kebohongan atau alat yang dipakai 
untuk memperdaya korban. Demikian pula ia harus menyadari tentang tinda-
kannya yang berupa menggerakkan/membujuk tersebut. Dalam fungsinya seba-
gai  tujuan berarti  tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharap-
kan itu. Bahkan mungkin sebaliknya  yang terjadi, misalnya suatu barang yang 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 219 
diberikan itu mengakibatkan bencana bagi si pelaku atau orang lain, tidak diper-
soalkan.131 
Membujuk/menggerakkan menurut R.Soesilo132 adalah melakukan penga-
ruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat 
sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan 
berbuat demikian.  
Begitu pula menurut R. Sugandhi133 bahwa membujuk/menggerakkan ada-
lah menanamkan pengaruh demikian rupa  terhadap orang, sehingga orang yang 
dipengaruhinya mau berbuat sesutau sesuai dengan kehendaknya, padahal apa-
bila orang tersebut mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau me-
lakukan perbuatan tersebut. 
S.R. Sianturi134mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan 
adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan . di sini 
tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau 
penolakan dari korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung 
merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu 
perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. 
Menyerahkan sesuatu barang, selain penyerahan secara langsung, juga 
penyerahan secara tidak langsung, jadi tidak perlu harus diberikan  (diserahkan) 
kepada pelaku sendiri, begitupula yang menyerahkan  itupun tidak perlu harus 
orang yang dibujuk, bisa dilakukan oleh orang lain.  
Membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si pelaku, tidak harus 
tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang 
sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain, 
atau di jaman teknologi modern, direkam dalam suatu pita, sudah cukup untuk 
penerapan pasal ini. 
Menghapuskan piutang tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, 
tetapi juga piutang karena peggadaian, piutang sebagai bagi hasil suatu keuntu-
                                                          
131  S.R. Sianturi, Ibid., hal. 632 
132  R. Soesilo, Op.Cit., hal.261 
133  R. Sugandhi, Op.Cit., hal 396 
134  R.Sianturi, Op.Cit., hal. 633 
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ngan dan sebagainya. Cara penghapusan dapat terjadi dengan menyobek surat 
piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh orang lain. 
Pada saat barang diserahkan kepada pelaku, maka delik ini sudah sempur-
na terlaksana. Jika apabila baru penggerakan yang terjadi, tetapi pihak si korban 
tidak menanggapinya, maka yang terjadi adalah percobaan penipuan. 
Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya 
menguntungkan diri atau dengan orang lain dengan tiada hak. Jadi melawan hu-
kum ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena pada 
pasal tersebut disebutkan secara formal kata melawan hukum, maka hal tersebut 
harus dibuktikan. Harus dibuktikan bahwa si pelaku/orang lain tiada haknya untuk 
mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. 
Sarana yang digunakan untuk menggerakkan/membujuk korban terdiri dari: 
- Nama palsu yang berarti nama yang digunakan sipelaku bukan nama 
sebenarnya atau bukan namanya sendiri, tetapi apabila ditanyakan 
pada orang-orang tentang nama yang digunakan  tersebut, mereka ti-
dak mengetahui nama tersebut. 
- Keadaan palsu  yakni apabila si pelaku bertindak seakan-akan padanya 
ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang 
sebenarnya tidak dimilkinya. Atau mengenakan pakaian seragam ter-
tentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang 
lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat 
tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Misal-
nya si pelaku memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, pe-
gawai kantor kotamdya dan sebagainya; 
- Tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tindakan yang dapat disak-
sikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu 
ucapan, yang dengan ucapan itu oleh  si pelaku, menimbulkan suatu 
kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal 
ia sadari bahwa hal itu tidak ada; 
- Rangkaian kebohongan adalah keterangan yang saling mengisi yang 
seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari kebo-
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hongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi 
kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu 
sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. 
  Ditentukannya delik penipuan ini adalah untuk melindungi seseorang dari 
penipuan. Namun yang dilindungi itu tidaklah termasuk seseorang yang gampa-
ngan percaya kepada rayuan di pelaku. Dalam hal ini  yang diambil ukuran adalah 
apakah dari sekian, banyak yang mendengar itu atau jika hal itu diutarakan kepada 
sekian banyak orang, lebih banyak yang percaya atau sebaliknya. Dalam hal lebih 
banyak yang tidak percaya, maka kepada si pelaku tidak tepat diterapkan pasal 
ini.135 
4.2 Penipuan Ringan 
Delik penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 yang rumusannya sebagai 
berikut :  
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan 
itu bukan ternak dan harga barang itu atau utang atau piutang itu tidak lebih 
dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh) rupiah, dipidana sebagai penipuan 
ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 900 (sembilan ratus) rupiah 
 
Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 379 sama dengan unsur-unsur delik 
yang penipuan yang diatur dalam Pasal 378. Perbedaannya hanya pada obyek 
yang ditipu. Pada penipuan seperti juga pada penggelapan, jika obyeknya ternak 
tidaklah merupakan keadaan yang memperberat ancaman pidana. Tetapi juga 
tidak termasuk obyek penipuan/penggelapan ringan kendati harganya hanya 
Rp.250 atau kurang. 
Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
dalam KUHP dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh 
rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal dan 
Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu 
rupiah). 
                                                          
135  S.R. Sianturi, Ibid., hal. 378 
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4.3 Kebiasaan Membeli Barang dengan Tidak Membayar Lunas 
Delik kebiasaan membeli barang dengan tidak membayar lunas diatur 
dalam Pasal 379a yang rumusannya sebagai berikut : 
Barangsiapa menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan membeli ba-
rang, dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau untuk orang 
lain, tanpa melunasi pembayarannya, diancam dengan pidana penjara pa-
ling lama 4 (empat) tahun. 
Berdasarkan rumusan Pasal 379a, maka dapat dirinci unsur-unsurnya ada-
lah : 
a. Unsur obyektif :  
1. Perbuatan  :  
- pencaharian atau kebiasaan; 
- membeli; 
2. obyeknya : barang;  
3. tidak membayar lunas; 
b. Unsur subyektif : dengan maksud  untuk dirinya sendiri atau orang 
lain 
Pasal ini mengancam pidana  orang yang menjadikan pencaharian atau 
kebiasaan membeli barang dengan tidak membayar lunas, dengan maksud mem-
peroleh barang barang itu untuk dirinya sendiri atau orang lain. 
Menurut Sugandhi136 bahwa anasir-anasir yang penting dan harus dibuk-
tikan dalam pasal ini adalah : 
1. Perbuatan itu harus dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebia-
saan. Apabila perbuatan itu hanya dilakukan satu kali saja, belum dapat 
dikatakan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Pembelian ba-
rang seperti itu harus dilakukan berulang-ulang  dan pada beberapa 
toko; 
                                                          
136 Sugandhi, Op.Cit., hal. 398-399 
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2. Pada waktu melakukan pembelian harus sudah ada maksud tidak 
membayar.  
Seorang pegawai negeri yang mengebon barang untuk keperluan sehari-
hari pada beberapa toko dengan tiada maksud tidak membayar lunas (akan mem-
bayar dengan gajinya tiap-tiap bulan), tidak masuk dalam kejahatan ini, walaupun 
pada penghabisan bulan ia tidak dapat melunasi bonnya, yang disebabkan gajinya 
kurang. 
 
5. Penadahan  
Bentuk delik terhadap harta benda yang lain yang diatur dalam KUHP 
adalah penadahan yang diatur tersendiri pada Bab XXX yakni Pasal 480 dan Pasal 
481. 
5.1  Penadahan biasa 
Penadahan biasa diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang rumusannya adalah: 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama  4 (empat) tahun atau denda 
paling banyak Rp.900 (Sembilan ratus) rupiah  : 
(1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, meneri-
ma tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau 
mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan sesuatu barang 
yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu 
diperoleh karena kejahatan. 
(2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang dike-
tahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diper-
oleh karena kejahatan. 
 
Orang dikatakan menadah apabila ia : 
a. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima se-
bagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat 
disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 
Atau karena mau mendapat untung : 
b. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, me-
nyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya 
atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena 
kejahatan; 
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c. Mengambil untung dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau 
yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejaha-
tan. 
Barang yang dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh karena 
kejahatan, misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemal-
suan uang. 
Menurut Sugandhi137 bahwa barang yang berasal dari kejahatan dibagi 
menjadi : 
a. Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil dari pen-
curian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini 
keadaannya sama saja dengan barang-barang yang lain yang bukan 
berasal dari kejahatan. Dapatnya kita mengetahui bahwa barang itu 
berasal dari kejahatan, dilihat dari hasil payelidikan tentang asal mula 
dan cara barang itu berpindah.; 
b. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang 
palsu, uang kertas palsu, ijazah palsu dan sebagainya. Apabila barang-
barang itu dilihat dari segi rupa dan keadaannya memang agak berbeda 
dengan barang yang tidak palsu. 
Untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan memang sulit. 
Tetapi dengan cara menilai dari sudut haga yang jauh lebih murah dari harga 
barang yang bukan berasal dari kejahatan dan cara penjualan yang dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi, dapat disangka bahwa barang tersebut berasal dari 
kejahatan. 
Untuk dapat membedakan antara barang yang berasal dari kejahatan dan 
hasil dari barang yang diperoleh karena kejahatan, dapat dikemukakan contoh : 
seseorang yang berhasil merampok sebuah bank, sebagian uang hasil merampok 
tersebut dibelikan barang-barang. Uang rampokan itu adalah uang hasil dari 
kejahatan, sedangkan barang-barang yang dibeli dengan uang hasil merampok 
adalah hasil dari barang yang diperoleh dari kejahatan. 
                                                          
137 Sugandhi, Ibid., hal. 493  
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Dengan adanya perbedaan ini, maka orang yang menerima hadiah uang 
yang  berasal dari perampokan, dikenakan ayat (1) Pasal 480, sedang yang mene-
rima hadiah barang yang dibeli dengan uang hasil rampokan itu dikenakan ayat 
(2) Pasal 480. 
Sifat tidak legal pada barang yang diperoleh karena kejahatan itu tidak 
selamanya tetap. Apabila barang itu berpindah tangan kepada seseorang  dengan 
itikad baik, maka sifat tidak legal itu hapus. Contoh : seseorang berhasil mencuri 
sebauh arloji, kemudian arloji tersebut digadaikan pada pegadaian. Setelah bebe-
rapa bulan kemudian, karena tidak ditebus kembali oleh orang yang mengga-
daikannya, maka arloji itu dilelang. Orang yang membeli arloji tersebut tidak dapat 
dihukum. Karena diterimanya arloji tersebut dari pegadaian tersebut dengan itikad 
baik. Sebaliknya sifat tidak legal pada uang palsu atau ijazah palsu yang diperoleh 
karena kejahatan tetap kekal untuk selama-lamanya. Uang palsu dan ijazah palsu 
senantiasa wajib diserahkan kepada kepolisian untuk diproses  atau dirusak guna 
menjaga agar jangan sampai dipergunakan orang.138 
Dalam praktek peradilan untuk penerapan139 delik penadahan, mengenai 
pengertian dari bagian unsur “yang diperoleh dari kejahatan” banyak perkemba-
ngannya, antara lain sebagai berikut : 
a. Jika A menyuruh B untuk membeli barang curian dengan memberi uang 
pembeliannya, kemudian melaksanakannya dan setelah itu diberikan 
kepada A, maka kepada A dan B dipandang telah memperolehnya dari 
suatu kejahatan yang karenanya secara bersama-sama telah melaku-
kan delik penadahan. Putusan MA tanggal 7 Agustus 1956 No. 
28/K/Kr/1955. 
b. Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang seba-
gai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah 
kejahatan. Putusan MA tanggal 10 Agustus 1957 No.166/K/Kr/1957. 
c. Tidak ada peraturan yang mengharuskan, bahwa si pencuri harus 
dituntut dan dipidana terlebih dahulu untuk memidana si penadah, asal 
                                                          
138 R. Soesilo, Op.Cit. hal. 315 
139 S.R. Santuri, Op.Cit. hal. 683 
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saja terbukti ada orang yang kecurian  dan barang-barang yang berasal 
dari pencurian tersebut terdapat pada si penadah. Putusan MA tanggal 
9 Juli 1958 No.97/K/Kr/1958. 
d. Barang yang diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar perun-
dangan perekonomian, adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, 
sepanjang tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan. 
e. Mengenai siapakah si pelaku dari kejahatan yang merupakan sumber 
dari barang tadahan itu tidak perlu dibuktikan asalkan benar-benar 
dapat disimpulkan dan diyakinkan tentang telah terjadinya kejahatan 
tersebut. 
5.2 Penadahan Secara Kebiasaan 
Delik yang menjadikan menadah sebagai kebiasaan diatur dalam  Pasal 
481 yang rumusannya sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan senga-
ja membeli, menukar, menerima  gadai, menyimpan atau menyembu-
nyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dngan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; 
(2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 
sampai 4 dan dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaan yang 
dipergunakannnya  melakukan kejahatan itu. 
 
Delik yang diatur dalam Pasal 481 biasa disebut dengan menadah secara 
kebiasaan. Agar dapat dituntut menurut pasal ini, maka kebiasaan sengaja mela-
kukan penadahan itu harus dibuktikan. Membuat kebiasaan artinya melakukan 
perbuatan lebih dari satu kali. 
5.3  Penadahan Ringan 
Delik penadahan ringan diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusannya 
sebagai berikut : 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480, dipidana karena penadahan 
ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan  atau denda paling 
banyak Rp.900 (sembilan ratus) rupiah. 
Delik penadahan ini disebut dengan penadahan ringan. Yang dimaksud 
dalam pasal tersebut ialah perbuatan yang diterangkan pada Pasal 480, asal saja 
barang-barang yang diterima sebagai barang tadahan tersebut berasal dari 
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kejahatan-kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan 
ringan (Pasal 373), dan penipuan ringan (Pasal 379). 
Batas ukuran yang ditetapkan di sini bukan harga barang yang diterimanya, 
akan tetapi sifat kejahatan itu, sehingga seseorang yang menerima  hadiah 
sebuah dasi yang seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah yang diketahuinya 
berasal dari pencurian dengan kekerasan (Pasal 365),  tidak dapat dikenakan  
pasal ini, meskipun harga barang itu kurang dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh) 
rupiah (dibaca Rp. 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupih)140. 
 
6.  Menghancurkan atau Merusakkan Barang 
Delik terhadap harta benda yang lain adalah menghancurkan atau merusak 
barang yang diatur dalam Bab XXVII 
Pasal 406 
Rumusan Pasal 406 adalah : 
(5) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, meng-
hancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau 
menghilangkan barang yang sama sekali  atau sebagian kepunyaan 
orang lain, diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 
(delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima 
ratus) rupiah. 
(6) Pidana itu juga dijatuhkan  kepada orang, yang dengan sengaja dan 
melawan hukum, membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak 
dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau 
sebagian milik orang lain. 
 
Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan : 
1. Bahwa terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membuat sede-
mikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan 
sesuatu barang; 
2. Bahwa penghancuran dan sebagainya dilakukan dengan sengaja dan 
dengan melawan hukum; 
3. Barang itu sebagian atau  sama sekali kepunyaan orang lain. 
 
                                                          
140 Sugandhi, Op.Cit. hal. 495 
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Menurut R. Sugandhi bahwa  yang dimaksud dengan:141 
1. Menghancurkan berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali 
sehingga tak dapat dipakai lagi, misalnya memecahkan cangkir, mem-
banting tempat bunga sehingga hancur; 
2. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, 
misalnya membuat mobil tidak dapat dipakai sementara, tetapi setelah 
kerusakan dan diperbaiki kembali, mobil tersebut dapat berjalan lagi; 
3. Membuat sehingga tidak dapat diapakai lagi berarti membuat kerusa-
kan total, melepaskan sekerup roda kendaraan belum berarti membuat 
sehingga tidak dapat diapakai lagi, karena dengan memasang kembali 
sekerup tersebut, kendaraan tersebut dapat digunakan lagi; 
4. Menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya 
membakar, membuang ke sungai yang besar atau ke laut sehingga 
hilang; 
Diancam hukuman bukan hanya kejahatan terhadap barang, tetapi juga 
terhadap binatang, misalnya karena tak senang atau benci A membunuh kuda B. 
Kejahatan yang dilakukan disini hanya terhadap barang biasa milik orang 
lain. Apabila kejahatan itu dilakukan terhadap bangunan-bangunan, jalan kereta 
api dan sebagainya yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan 
Pasal 408. 
Pasal 407  
Rumusan Pasal 407 KUHP adalah sebagai berikut : 
(1) Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, jika harga kerugian 
yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh) 
rupiah, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pida-
na denda paling banyak  Rp. 900 (sembilan ratus) rupiah; 
(2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat (2) dilaku-
kan dengan memberikan makan bahan yang merusakkan nyawa 
dan kesehatan, atau jika hewan itu masuk bilangan binatang  yang 
tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat (1) tidak belaku. 
 
                                                          
141 R. Sugandhi, Ibid., hal. 676-677 
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Digolongkan degan kejahatan ringan adalah hanya perusakan barang yang 
tersebut dalam Pasal 406 saja, yakni  : 
1. Apabila nilai harga barang yang dirusakkan itu tidak lebih dari dua 
ratus lima puluh rupiah; 
2. Apabila bintang yang dibunuh bukan hewan yang dimaksud oleh 
Pasal 101 dan tidak meggunakan zat yang membahayakan nyawa 
atau kesehatan. 
Pasal 408  
Pasal 408 KUHP merumuskan : 
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancur-
kan, merusakkan dan membuat sehingga tak dapat dipakai lagi bangunan 
jalan kereta api, jalan tram, telegraf, telpon dan listrik, atau bangunan untuk 
membendung air, membagi air atau membuang air,saluran gas riol (saluran 
air kotor), yaitu jika semua itu dipergunakan bagi kepentingan umum, 
diancam pidana penjara paling banyak 4 (empat) tahun. 
 
Diancam pidana dalam Pasal 408 adalah hanya perusakan terhadap ba-
rang yang disebutkan dalam pasal ini serta dipergunakan untuk kepentingan 
umum dan yang dilakukan dengan sengaja.  
Menurut S.R. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan : 
1) Untuk kepentingan umum adalah tidak berarti atau tidak selalu untuk 
keperluan semua orang. Dapat juga untuk keperluan orang-orang ter-
tentu saja, seperti misalnya kereta api untuk angkutan siswa, saluran 
air untuk suatu kompleks perumahan dan sebagainya; 
2) Bangunan-bangunan (werken) pada dasarnya adalah bangunan yang 
dipergunakan untuk menjamin keamanan dan pengamanan kereta api, 
tram dan sebagainya agar tidak terganggu melaksanakan fungsinya; 
3) Menghancurkan artinya menghancurkan, merusakkan dan membuat 
tidak terpakai; 
Pasal 409 
Rumusan Pasal 409 adalah : 
Barangsiapa karena salahnya/kekhilafan menyebabkan suatu bangunan 
tersebut pada pasal tersebut di atas ini dihancurkan, dirusakkan atau dibuat 
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sehingga tidak dapat dipakai lagi, diancam dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1500 (seribu lima 
ratus) rupiah. 
Pasal 409 ini merupakan delik culpa, tetapi hanya sepanjang barang itu 
berupa bangunan. 
7. Rangkuman 
7.1   Delik atau tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda adalah delik 
yang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas  
harta benda milik orang lain. Adapun yang termasuk delik harta benda 
adalah : pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipu-
an dan penadahan dan pengrusakan barang. 
7.2  Pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP terjadi bilamana seseo-
rang yang mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 
Perbuatan mencuri dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah 
berpindah tempat, barang yang diambil untuk dimiliki secara melawan 
hukum belum berada di tangannya. Barang adalah semua benda yang 
bernilai ekonomis, berwujud dan benda yang tidak berwujud seperti aliran 
listrik yang disalurkan melalui kabel serta gas yang disalurkan melalui 
pipa. Selain benda-benda yang tidak bernilai ekonomis juga benda-benda 
yang menurut pemilik bernilai estetika, kegunaan dan sejarah. Pengambi-
lan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki.  
7.3   Pencurian terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pen-
curian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam lingkungan 
keluarga. 
7.4  Pemerasan dengan kekerasan terjadi bilamana seseorang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk menye-
rahkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, membuat 
utang atau menghapus piutang. Sedangkan pemerasan dengan menista 
atau pencemaran adalah pemerasan dengan maksud untuk mengun-
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tungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengancam untuk mencemar 
dengan lisan atau tulisan atau membuka rahasia supaya orang itu mem-
beri kepadanya suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang 
lain, supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang. 
7.5  Penggepalan adalah seseorang  dengan sengaja memiliki sesuatu barang 
yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, 
barang tersebut sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
7.6  Penggelapan terdiri dari : penggelapan biasa, penggelapan ringan, pengge-
lapan berat, penggelapan karena mempunyai kualitas tertentu  untuk me-
nyimpan barang tersebut dan penggelapan dalam lingkungan keluarga. 
7.7  Penipuan terjadi bilamana seseorang dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai baik 
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu mus-
lihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang untuk memberikan 
suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. 
7.8  Penadahan adalah jika seseorang membeli, menyewa, menerima penu-
karan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah barang yang diketa-
huinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena keja-
hatan. Atau karena mau mendapat untung ia menjual, menyewakan, me-
nukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu ba-
rang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diper-
oleh karena kejahatan. Atau mengambil untung dari hasil sesuatu barang 
yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa barang itu 
diperoleh dari kejahatan. 
7.9 Penadahan terdiri dari penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan 
dan penadahan ringan. 
7.10 Delik menghancurkan  atau merusak barang terjadi bilamana terdakwa 
telah menghancurkan, merusakkan, membuat sedemikian rupa sehingga 
tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang; penghan-
curan dan sebagainya dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan 
hukum dan barang itu sebagian atau  sama sekali kepunyaan orang lain. 
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C.  PENUTUP 
1.  Soal Latihan 
1. Uraikan unsur-unsur pencurian : 
a. Pencurian biasa; 
b. Pencurian dengan pemberatan; 
c. Pencurian ringan; 
d. Pencurian dengan kekerasan dan 
e. Pencurian dalam lingkungan keluarga 
2. Bedakan antara pencurian dengan penggelapan? 
3. Uraikan unsur-unsur pemerasan dengan kekerasan dan pemerasan 
dengan pencemaran? 
4. Bedakan antara pemerasan dengan kekerasan dengan pemerasan dengan 
pencemaran? 
5. Bedakan antara jenis penggelapan di bawah ini dengan menguraikan 
unsur-unsurnya masing-masing : 
a. Penggelapan biasa; 
b. Penggelapan ringan; 
c. Penggelapan dalam jabatan 
6. Uraikan unsur-unsur penadahan yang diatur dalam Pasal 480 dan Pasal 
481 KUHP? 
7. Uraikan unsur-unsur menghancurkan dan merusak barang sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 406 KUHP? 
2.  Umpan Balik 
Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau ko-
mentar yang berkaitan dengan pembahasan materi tersebut, mahasiawa menga-
jukan pertanyaan terhadap hal-hal ia merasa belum jelas. 
3. Daftar Pustaka 
Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta. 
Lamintang dan Theo Lamintang, 2009 , Delik-Delik Khusus  Kejahatan Terhadap 
Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung. 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 233 
R. Soesilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sertaKomentar-
Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. 
R. Sugandhi, 1980. KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya. 
S.R. Sianturi, 2016, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta. 
Wirjono Prodjodikoro, 2008. Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia, Refika 
Aditama, Bandung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 235 
DAFTAR PUSTAKA  
 Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT RajaGrafindo Per-
sada, Jakarta. 
______________, 2002, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Nega-
ra, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
______________, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta 
______________, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafin-
do Persada, Jakarta. 
Andi Hamzah, Deli-Delik Tertentu  (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2010. 
Lamintang dan Theo Lamintang, 2009 , Delik-Delik Khusus  Kejahatan Terhadap 
Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung. 
Moeljatno, 1983,  Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 
R. Soesilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. 
R. Sugandhi, 1980. KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya. 
S.R. Sianturi, 2016, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta. 
Satochid Kartanegara, tt,  Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, Balai Lektur   
Mahasiswa. 
Soenarto Soerodibroto, 1994, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi 
Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
Wirjono Prodjodikoro, 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika 
Aditama, Bandung. 
 
 
 
 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 237 
TIM PENULIS  
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. lahir di 
Kota Parepare (Propinsi Sulawesi Selatan) 11 Juli 
1962, adalah Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hu-
kum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, 
dosen tetap pada Departemen Hukum Pidana Fakul-
tas Hukum UNHAS sejak tahun 1987 dan mengasuh 
mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana,  
Kriminologi, Hukum Penitensier, Delik-Delik di Dalam Kodifikasi, Delik-Delik di 
Luar Kodifikasi, Hukum Pidana Korupsi, Klinik Hukum Pidana serta beberapa mata 
kuliah lain. Pendidikan formal tertinggi : Doktor dalam bidang ilmu hukum Program 
Pascasarjana UNHAS Tahun 2002. Selain itu penulis aktif menulis karya ilmiah 
baik berupa buku dan jurnal tentang Hukum Pidana. Pembicara di berbagai event 
nasional, dan kerap diminta keterangannya sebagai Ahli dibidang Hukum Pidana. 
 
Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. lahir di Cangadi, Kabu-
paten Soppeng (Propinsi Sulawesi Selatan) 12 De-
sember 1966, adalah dosen tetap pada Departemen 
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasa-
nuddin (UNHAS) Makassar sejak tahun 1991 dan 
mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara 
Pidana, Kriminologi, Hukum Penitensier, Delik-Delik 
di Dalam Kodifikasi, Delik-Delik di Luar Kodifikasi, 
Klinik Hukum Anti Korupsi, Hukum Kesehatan serta 
beberapa mata kuliah lain. Pendidikan formal tertinggi : Doktor dalam bidang ilmu 
hukum Program Pascasarjana UNHAS Tahun 2015. Penulis pernah menjabat 
Kepala Perpustakaan Unit Fakultas Hukum UNHAS (2011-2014). Selain itu pe-
nulis aktif menulis karya ilmiah baik berupa buku dan jurnal tentang Hukum 
Pidana.  
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 239 
EDITOR 
Kadarudin, Lahir di Ujung Pandang (Sulawesi 
Selatan) Tanggal 14 Mei 1989. Menyelesaikan 
studi Strata Satu Jurusan Hukum Internasional dan 
meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin pada bulan Januari 
2010 dengan predikat Cum Laude. Mengikuti 
Internship Program di Kementerian Luar Negeri RI 
(Agustus – September, 2009), dan Internship 
Program di Universität Wien, Vienna, Austria (April – Nopember, 2010), Magister 
Hukum (M.H) pada tahun 2012 yang di danai oleh Bakrie Centre Foundation. Lulus 
Pendidikan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (2015), Visiting Student di 
Institute of Social Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam (2016). Dapat dihubungi 
melalui e-mail: kadarudin@icloud.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi 
 
 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi  
 
 241 
 
 
